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ABSTRAK

Namsz :  Aries Indra Kurniawan
Program Studi:  MPKP
Judul :  Analisa Pelaksanaan Reformasi Administrasi Perpajakan Pads

Kanwil DIP Jakarta Pusat Periode 2005 — 2008

Penclitian ini  dilakukan antara lain unfuk mengetahui  pengaruh
pelaksansan reformasi administrasi perpajakan yang dilaksanakan pada Kanwil
DIP Jakara Pusat pada tahun 2005 — 2006 schagai pilot project bentuk KPP
Pratama. Pelaksanaan kebijakan mi merupakan kelanjutan darl keberhasilan
pembentukan dua KPP WP Besar (Large Taxpayer Office, L70) pada tahun 2002,

Penelitian ini mengpunakan meiode papel data yang diregresikan
menggunakan  Eviews. Analisa dibedakan menjadi dua bagian, vaitu analisa
vertikal dan  analisa horizontal. Analisa vertikal dilakukan dengan cara
membandingkan hastl pelaksanaan reformasi administrasi perpajakan pads talum
20058 dan 2006 dengan hasil sebelum melaksanakan modernisasi pada tabun 2003-
2004, Seiain itu analisa horizontal dengan cara membandingan hasil pelaksanaan
reformasi administzasi perpajakan pada Kanmwil DI? Jzkaria Pusat 2005 — 2006
dengan Kanwil DIP Jakarta lainnya pada tahun yang sama.

Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan kebiiakan administrasi
perpajakan pada KPP di Kanwil DIP Jakarta Pusat fidak mempuenyai pengaruh
yang signifikan terhadap peningkatan realisasi penenmaan dan kepatuhan Wab
Pajak dibandingkan scbelum melaksanakan meodernisasi. Kebijakan tersebut
berpengaruh pada tingg rasio belanja pegawai terhadap total belanja dan
menurunkan rasio belanja barang terhadap total belanja.

Selain itu hasil penelitian ini dipcroleh hasil bahwa tingkat kepatuhan
Wajib Pajak dan rasio belanja pegawai terhadap total belanja mempunyai
hubungan positip terhadap kenaikkan realisasi penerimaan pada Kanwil DIP
Jakarta, Sedangkan rasio belanja barang memiliki hubungan negatif terhadap
realisasi penerimaan pajak Kanwil DJP Jakarta.

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar menganalisa kebijakan
administras) perpajakan selanjntnya.

Kata Kanci: Reformasi Administrasi Perpajakan
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ABSTRAC

Name :  Aries Indra Kurniawan
Program :  MPKP
Title :  The Analysis of Tax Administration Reform at Kanwil DIP

Jakarta Pusat in period 2005 - 2006

The main objective this research is to assess the tax influence on tax
administration reform at Kanwil DJP Jakarta Pusat in period 2005-2006. This
Regional Office is treated as a pilot project of KPP Pratama. This policy is a
further implimentation of two formation of Large Taxpayer Office (LTO) in 2002.

This research is use the panel data method that regressed with Eviews. It
has two different part of analysis, the vertical analysis and horizontal analysis.
Vertical analysis is done by comparing between the implementation of tax
reformation administration at the year 2005-2006 and implementation before
modernisation at the year 2003-2004. While horizontal analysis is done by
comparing between the implementation tax reformation in Kanwil DJP Jakarta
Pusat at the year 2005-2006 and the other Kanwil DJP Jakarta at the same year.

Some finding from this researchare as follow: (i) the implementation of tax
administration policy at KPP in Kanwil DJP Jakarta Pusat doesn’t have a
significant influences to increase tax revenue and (ii) tax compliance prior and
post of modemisation. That policy influences to the hihg expense ratio to total
expense and reducing the operational expense ratio to total expense.

One the other hand, the level oftax compliance level and salary expense
ratio with total expense has a positive relationship to the increase of Kanwil DJP
Jakarta Pusat’s tax revenue. While operational expense railio has a negative
relationship to the realization of Kanwil DJP Jakarta Pusat’s tax revenue.

The result could be used as a base to analyse the further tax
administrations policy.

Key Word : Reformation Tax Administration
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1.1

BAB 1
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
Pajak merupakan sumber penerimasn negara yang berlaku di hampir
berbagai negara dalam pembiayaan pengeluaran negara. Hampir semua
negara i dunia mengenakan pajak kepada warga negavanya, kecuali
beberapa negara vang memiliki kekayaan sumber days alam yang cukup
besar meniadikan kevaaan sumber daya tersebut scbagai sumber penerimaan
utama negare. DBerdasarkan data statistik dani Asian Development Bank
diperolech keterangan bahwa rata-rata lebth dart 50% pengeluaran
pemerintah (Government Expenditurcs) di negara-negara Asia  dibiayai
dengan penorimean dari pajak, seperti Malavsia sebesar 60%, China sebesar
§5%, Philiping schesar 82% dan Vietnam sebesar 805 pada tahun 2006,

Demikian pula dit Indonesia, penenmaan pajak sangat besar
peranannya dalam pembiayaan pembangunan schagaimana terlihat pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya. Kondist
tersebut terjadi akibal merosotnya harga minyak bumi dan gas alam di dunia
internasional dalam jangka waktu yang relatif panjang, sementara
perekonomian di Indonesia pada saat itu sangat mengandalkan sumber daya
alam tersebut sebagal pencrimaan negara. Bila kondisi tersebut dibiarkan
terus berlanjut dan pemerintah Indonesia fetap mengandaikan penerimasn
migas maka skan menycbabkan defisit anggaran negara. Hal tersebut
tentunya akan berdampak pada semeakin besarmya piojaman atau hulang luar
negeri untuk menutupl defisit angparan negara dan hal ini sangat tidak
diharapkan. Oleh karepa itu pemeriniah mengambil langkah kebijakan
sesuat dengan  sirakiur penerimaen negare pada saal My yaitu depgan
mengandalkan penerimaan pajak scbagal sumber penerimaan negara melalui
reformasi di perpajakan (Tax Reform) di Indonesia.

Sejak Reformasi  perpajakan (Tax  Reform) digulitkan, Pajak
memberikan kontribusi yang cukep besar dalam APBN disamping

penerimasn loitmya dari sumber migas dan non-migas serta hibah.
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Sebagaiman terlihat pada Tabel 1.1 terlibat bahwa rata-rata bampir 67%
setiap tahunnya penerimaan pajak memberikan kontribusi terhadap APBN
dan selain itu terlihat bahwa penerimaan pajak terus meningkat rata-rata
sebesar 214% scliap izhupnys dalam penerimaan negara. Hal ind
memperiibatkan babhwa betapa besar peranan pajak dalam pembiayaan

pengeluaran pemerintah untuk pembangunan,

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak dan Tax R?iia
Tahun 1994/1995 g/d 2008
{dalam Miliar Rupiah}
Parsentase
Al Pendrimgan Poarnerimag
vaban Anggaran. 3y |Bukan Pajakd Total APBN | n Paivk pog Tax fatls
Pajak % terhadap
APRN

1594/ 1595 4444230 | ZLSTESG | 56,1800 G699 365,75090 1 12.18%
1535/ 1965 S8 68570 24,327.683 7301390 6G5.779%, ]/32,130.40 A58
199673997 $7.33850 1 3020040 ] 8753030 £5.4%1  SIL3B5401  aL2um
199771958 FROBR.20 41,3431.30% 1 1312.275.50 £3.2%, £33, 320,50 15 HPh
199871999 0230490 1 5564800 | 158,042.40 B4.8%] 247550801  10.50%
19992000 12585100 [ 7SABLE0 | 204,432.60 #1.6%) 1,138,115.80 |  1L.07%
2000 135,912.50 | 8942200 | 205,334,50 86.5%| @r1502.80  m1.99%
2001 % 185,540.90 | 13505860 | 300,549,50 B1.7%| 2,684,28000 | 1o
2003 210.087.50 B&. 44004 ¢ J98,327.50 FHLAHL £,883.2X75.00 LR
20653 AT 0650 [ SHERI0 ] 34,978.30 FLOR, 2,045853.00 1 1LBE%
2064 FHG,.552. 86 122, CA5. BT 403,104.60 BU.A% 2B0RORIOO 1A%
2005 BA7,031.30 ¢t JMEERB 30 | 493,915.40 FO.8%] 2,788,5950.40 1 ILA6%
2806 HELIRO0 T 226850148 1 838,353.20 64.3%4 3,838,185.70 2. 265

e
2057 SO AR2.00 21,2700 1 F05.RES.00 T BTID,154.70 13.48%

{ARaN VLIS 006}
2007 489, 891,.8D 191,868,200 | 681, 760.00 Ti.9%| 380815470 13 88
[RAPB-F) . R
2003 SRR T80 175,649,101 F59.324.70 FHO%] 4,306 607.50 1R.55%
{RAPSN]

*} Parbedaan satu srpks di belakang koms terhadep angka ponjumiahan sdalnh karena

nornbulatan.

1} Sejal TA 399871985 tormasuk BPHTE, seisk TA 1985/2000 termasuk BPh fliges tetapi
2} Sefak TA 199972006 tidak termasuk PRD Miges dun Privatisasi.
5% Disesuaikan dengan klasifikasi baru.

4} Periode 1 April sampei dengan 31 Desember 2000 (9 butan), PEE Gisesusikan dengan '

5 TA 1989/ 1990 « 1508/ 1993 menggunakan PUS Non #igas. sejak TA 15907 2000
€) Sejak tatin 0L rengrunakan PDB baru dengan cakupan {caverage 1 vang tebibh

Penerimasn pajak yang terus meningkst dalam APBN merupakan

tugas Dirckiorat Jenderal Pajak (IDJP) sebagal salah satu lembaga
pemerintah di Iedonesia yang berlanpgung jawab dalam melaksanakan
pencapaian target penerimaan keuvangan negara dari sektor pajak. Hal
tersebut  berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan R
464/KMK.01/2003 tontang Pedoman Strategi Dan Kebijakan Departernen

Nomor
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Keuangan (Road-Map Departemen Kenangan) Tahun 2005-2009. Direktorat
Jenderal Pajak (DIP) merupakan salah satu unit  yang bertugas untuk
meningkatkan pencrimasn negara dengan  optimalisasi  penerimaan
perpajakan. Peperimaasn pajak yang terus meningkat diharapkan akan
tercapal rasio pajak (tax ratio) yang ditargetkan, yakni 16% dart produk
domestik bruto (PDB).}

Gambar 1.1
Tax Ratio Negara-Negara Asia
_ Tahun 2605

615 -

03,05

Brurgt  indonesia Korea Malsysiz  Philipina  Vistnam
Darussatam

Keinginan pencapaian rasio pajak mencapai 16% karena rasio pajak
di Indonesia selama tahun 1994 sampai dengan tahun 2006 masih tergolong
rendah, sebagaimana terlihat pada Gambar 1.1 bahwa rasic pajak di
Indonesia  mafa-rala sebesar 12%, jika dibandingkan dengan berbagai
negara-negara di Asia. Hal ini juga dapat dilihat dengan membandingkan
Tabel 1.1 dengan Tabel 1.2,

Tingkat Rasio Pajak yang rendsh merupakan salah sate indikator
bagi Direkiorat Jendderal Pajak yang menppambarkan bahwa belum
optimaluya potensi penerimaan negara dart sektor perpajakan. Jumlah
penduduk Indonesia yang cukup besar, lebih dari 200 juta penduduk, masih
sangat potensial untuk ditingkatkan penerimaan pajaknya. Hal ini

disebabkan masih banyak warga negara Indonesia yang bekerja dan badan

! Lamipiran |, KMK No, 4543/Xmk.01/2005 tentang Pedoman Strategi Dan Kebijakan Departemen

Keuangar {Road-Map Departeman Kesangan] Tabun 2005-2008.
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usaha di Indonesia yang belum terdaftar sebagar Wajitr Pajak, baik it
sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wapb Pajak Badan Usaba.
Secara keseluruhan, berdasarkan data pada tahun 2004, jumish Waib Pajak
Orang Pribadi yvang terdaftar sckiftar 2,38 juta jiwa atau hanya mencapai
109 dari jumlah penduduk yang bekerja di di Indonesia, vaitu sebesar
23,829 juta jiwa {Sakermnas BPS 2003}

Tabel 1.2
Tax Ratio di Negara Asia
(Dalam jutaan satuan mata uang tiap negara)
e Negara -,z | Tabun | Taxes % “PDB . g;;;-
Branei Elarassalam 2603 3426084 1 424,10 28.99%
4 368506 1330382 I
2605 3,251.534 15,864 07 33.10%
Kores 2083 135,367.20 724 67580 i8.68%
2004 140,643.30 779,380.40 18.05%
2005 15237110 810,515.90 18.80%
Maulaysia 2003 64,891.00 418,769 15.50%
2004 72,050.00 474,048 15.20%
20058 §0,524.00 519451 15.32%
Philipina 2003 55047 4 351544 12.73%
2004 6414 .96 4.871.58 12.42%
2804 FO5.62 8437295 12983
Yietmam 2003 127.947.60 B134450 20.86%%
3004 153,579.00 7153070 21.73%
203 188,115.08 8392109 22.42%
Indonesia 2064 280, 588.80 2,303,031.0 12.18%
2008 347,031.10 2,784.960.4 12.46%

Summber - Asian Development Bank (A3} - Key Indicators 2007 (diclah)

Upaya-upaya vang dilskukan DJP dalam  mengoptimalisasi
penecrimaan pajsk, yaitu dengan membenahi kondisi internalnya, baik dan
segi perangkat peraturan perpajokan yang menunjang kebijakan perpajakan,
sumber daya manusia (SDM), organisasi, kuslites pelayvanan, admunistrasi
dan teknologi yang digunakan di seluruh unit kantor pelayanan pajak atau
dikenal dengan “Reformasi Perpajakan”.

Salah satu bentuk reformasi perpajakan yang tengah dilakukan oleh
DIP  adalah melakukan Reformast Sistem  Administeasi  Perpajakan
{Administration Tax Reform) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) stau lebih
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dikenal “Modemnisasi Sistern Administrasi Perpajakan”. Reformasi sistem
administrasi perpajakan dimulai dengan pembentukan satu Kantor Wilayah
{Kanwil) dan dua Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar atau
yang dikenal dengan Large Taxpayers Office (LTO), berdasarkan
Keputusan Menten Kewangan RJI Nomor 70 /KMK.D3/2002 tanggal S
Maret 2002, Kantor tersebut merupakan pilof project Direktorat Jenderal
Pajak dalam melaksanakan reformasi adminisivasi perpaiakan.

Reformasi administrasi perpajakan sangat penting dilakukan oleh
Direktorat Jenderal Pajak untuk mendukung kebijakan dan peraturan
perpajakan vang ada di Indonesia. Mepumt pendapat Zain {1990} dalam
bukunya menyebutkan babwa berbicara masalah perpajakan ada tiga fungsi
yang harus dijalankan bersama-sama dan seimbang karens ketiganys saling
melengkapl satu sama lainnya. Tiga fungsi lersebul, vaitu kebijakan
perpajakan  {Tax  Policy), Undang-Undang Perpajekan dan  sistem
administrasi perpajakan.’

Selain itu menurut Nowak (1970:3-6) menyatakao balwa administrasi
perpajakan merupakan kunci bagi bechasiloya peleksansan kebijakan
perpajakan.’ Tugas administrasi perpajakan tidak membuat kebijakan atau
ketentpan  undang-undang, Gdak memutuskan subjek  pajak  yang
dikecualikan dari pemungufan pajak, juga tidak meneniukan objek-obiek
pajak baru, Administrasi perpajakan perfu disusun dengan sebaik-baiknya
sehingga mampu menjadi instrument yang bekerja scears efesien dan efektif
dalam penyelenggaraan pemungutan pajak.

Pembentukkan Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pelayanan Pajak
{KPP) Waiib Pajek Besar (1.TO; schagai pilot project dalam menerapkan
maodernisasi sistem adminisirasi perpajakan di nilai cukup berhasil dalam
mengamankan penerimaan negars. Keberhasilan tersebut di ukur dari
konstribusi  penerimaan pajak  kantor tersebut  yang cukup besar
dibandingkan kantor pajak liinnya vang belum melaksanakan modernisasi

dalam jangka waktu dua fshun dari mulai terbentuknya Kantor tersehut.

2 Zain, Moh dan Kustsd! ArintaPemboruon Perpojokan Nosionol™; Citrs Aditys Baldi,
Bandung: 1980
3 Mansyuri,R,“Pajok Penghasilon Lanjuton Posce Reformasi 2000°: Y94, Jakarta: 2002
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Pada tahun 2002 dengan jumlah 200 Wajib Pajak, penerimaan pajak kantor
ini sebesar Rp 2949229 milyar. Angka tersebut merupakan 19,52% dari
total penerimaan pajak DJP secara nasional. Kemudian, tahun 2003 terjadi
periumbuhan sebanyak 23% menjadi Rp 36.282,09 milyar atav 20,8% dari
total penerimaan pajak DJP secara nasional dan tahun 2004 terjadi
penambahan 100 Wajib Pajak sehingga jumlah seluruh Wajib Pajak yang
terdaftar memjadi 300 Wajib Pajak, penerimaan pajak di kaotor ini
meningkat mencapai Rp 49.938,78 milyar atau 24,8% dari total penerimaan
pajak DJP secara nasional.

Selain itu indikator keberhasilan pembentukkan Kantor Wilayah
(Kanwil) dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP} Wapnb Pajak Besar (LTO)
tidak hanya dilthat dari sisi penerimaan saja tetap: juga dapat dilthat dari
sudut pandang Wajth Pajak, yaitu melihat tingkat kepuasan Wajib Pajak
tentang sistom administrasi modem di kantor terscbut. Dari hasil survey
yang dilakukan oleh pihak independen, vaitu AC Nielsen, bahwa tingkat
kepuasan Waiib Pajak mencapat nilai 81. Indeks ini melebili rmata-raia
survey atas pelayanan publik di Indonesia, yaitu sebesar 75, Bahkan nilai ini
melebihi indeks yang sama terhadap pelavanan pemerintah dan pelavanan
umum (diantaranya perpajakan}, seperti Avstralia (66 dan 74), Hongkong
(75 dan 71}, India (78 dan 78} mauvpun Singapura {76 dan 76).

Keberhasilan Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pelayanan Pajak
(KPP Wapb Pajgk Besar (LTO), scbagai pilot project pelaksanaan
modernisast  sistem  administrasi perpajakan, dalam mengamankan
penerimaan negara dan meningRatkan tingkat kepuasan Wajib Pajak
meniadi dasar awal pelaksanaan modernisasi sistem adminis{rast perpaiakan
paca Kantor Pelayanan Paiak vang lamnya. Berdasarkan Keputusan Menteri
Kepangan Nomor 234/KMK.01/72004 jo. 167/KMK.01/2005 dibentuklah
KPP Madya dan KPP Pratama di hingkungan Kantor Wilyah DIP Jakarta
Pusat sebagai pilot project KPP Madya dan KPP Pratama melaksanakan
modernisast sistem admimstrasi perpajakan sebelum dilaksanakan pada
EPP-KPP lginnya.
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Modernisasi administrasi perpajakan dilakukan dengan pembenahan
organisasi, tugas dan fungsi antara Kantor Wilayah (Kanwil) maspun KPP
sebagal unit operasional perpajakan dilapangan dalam rangka pelaksanaan
Good Governance. Dhimana secara sistemn dan struktur organisasi, KPP yang
melaksanakan sistem administrasi modern dikelompokkan berdasarkan
fungsi. Sedangkan KPP belum melaksanakan moderisasi dikelompokkar
berdasarkan ienis pajak. Selain itu kantor-kantor yang melaksanakan sistem
administrast modern didukung sarana dan prasarana lebih baik, diterapkan
kode etik pegawai, dan sistemn penggajian dan remunerasi yang lehih baik.
Hal inilah vang membedekan KPP di lingkep Kanwil DIP Jakarta Pusat
dengan Kantor Pelayanan Pajak lainnya.

Secara umum, fika dilihat dari sistem dan struktur organisasi tdek ada
perbedaan antara KPP di linglkungan Kanwil DIP Jakarta Pusat dengan
#antor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP} Waiib Pgjak
Besar (LTO). Hal ini discbabkan keduanya telah melaksanakan sistem
adminstrast modern, Namun  berdasarkan kerakterstik Wajib Pajak yang
dikelola, jonis pajak dan wilayah kega / luas wilayah kedua KPP iersebut
memiliki beberapa perbedaan. Adapun perbedaan KPP di lingkungan
Kaator Wilaysh DIP Jakarta Pusat dengan KPP di linglungan Kantor
Wilayah (Kanwil) Wajib Pajak Besar (1.TO), diantaranya sebagai berikut
f, KPP di ingkungan Kantor Wilayah (Kanwil} Wanb Pajak Besar (LTO)

hanya mengelola Wajib Pajak besar secara nasional sedangkan KPP di
fingkungan Kantor Wilayah DIP Jskarta Pusat mengelola Wajib Pajak
menengah ke bawah sccara regional, yaitu hanya Wajib Pajak di
wilavah Jakarta Pusat.

Z. KPP di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil} Wajib Pajak Besar (LTO)
hanya mengadministrasikan WP jenis badan usaha, sedangkan KPP di
lingkungan Kantor Wilayah DIP Jakarta Pusat mengadministrasikan
selaruh jenis WP, vaitu badan usaha dan orang pribadi, sehingga jenis
paiak vang diperoleh juga akan berbeda.
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Perbedaan-perbedaan akibat perubahan sistem administrasi modem
tersebut diatas, yaitu sisters dan struktur organisasi, prasarana dan sarana,
karakieristk Wajib Pajak dan lainnya diharapkan aken memberikan
pengaruh dalam meningkatkan pencapaian penenmaan pajak bagi KPP
terscbut. Pengaruh dari pelaksangan sistem administeasi perpajakan dapat
dianalisa dan dua cara, yattu secara vertikal, yaitu perbedaan sebelum dan

sesudah melaksangkan sistem admdnistrasi modemn, dan secara horizontal,
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vaity membandingkan KPP yang telah melaksanakan dengan KPP yang
belum melaksanakan,

Oleh karena o perlu dilakeukan penelitian dan analisa lebih lanjut
mengenal pengarvh penerapan sistem administrasi modern pada Kantor
Pelayanan Pajek di lingkungan Wilayah Jakaria Pusat terhadap realisasi

penerimasn pajaknya.

1.2, Permasalabhan

Reformasi  sistem  administrasi perpajakan  yang dilaksanakan oleh
Direktorat Jenderal Pajak merupakan salah satu kerangka kebijakan jangka
menengah pemerintah dalam melaksanakan “Good Governance”, “Clean
Governance” dan pelayapan prima kepada masyarakat. Secara garis besar,
salah satu tujuan yang hendak dicapai olech reformasi administrasi
perpajakan, yaitu tercapainya tingkat kepatuhan perpajakan (Tax
Compliance) yang tinggi. Depgan tercapainya tujuan tersebut diatas
diharapkan memberikan pengaruhi terhadap optimalisasi pencrimaan pajak.

Hal terscbut diatas didukung oleh penelitian yang dilakuken oleh
Chaizi Nasucha pada whun 2003 yang dikutip dart penulisan Sofyan (2{}{35‘}"‘
babwa dengan menggunakan analityc hierarchy process (AHP) dan obyek
penelitian organisasi Direktorat Jenderal Pajak yang terdini dari 19 Kaowil
dan 173 KPP di seluruh Indonesia diperoleh salah satu kesimpulan dard
penelitiannya adalah bahwa reformasi administrasi perpajakan mempunyal
pengaruh besar terhadap kepatuban Wanb Pajak.

Selain ity hasil penelitian yang dilakukan oleh Sofyan sendiri , dengan
obiek penelition KPP LTO, menunjukkan behwa ada pengaruh positip dan
signifikan amtara fakior-faktor struktur organisasi, prosedur organisasi,
strategd organisasi dan budaya orgamisasi dalam modernisasi terhadap
kepatuhan Wajib Pajak,

% Sofyan, Marcus Taufan. Skripsi betjudul “Pengarub Reformasi Administrasi Perpajakan

terhadap Kapatuhan Wajib Pajak pada Tahun 20047, STAN:2005
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Namun berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tunjung (2004)°
menyimpulkan bahwa kebijakan pembentukkan KPP Wajib Pajak Besar
(LTO} belum efekdif dalam meningkatkan kepatuhan perpajaken (Tax
Compliance) dan dalam realisasi pencapaian target penerimaan pajak kantor
tersebut. Namun kebijakan pembentukkan KPP Wajib Pajak Besar (1.TO)
lebih efisien dengan menggunakan ukuran rasio antara biaya perungutan
dengan realisasi penerimaan pajak.

Berkaitan dengan masalab cfesienst biaya yang bherkaitan dongan
kebijakan reformasi administrasi perpajakan, penclitian lsinnya vang
dilakukan Irawaty (2007)° dengan obyek penelitian seluruh KPP di
Indonesia periode tahun 2006 dan menggonakan metode analistik Stochastic
Frontler dan Cost-io-Yield ratio diperoleh hasil, yaitu bahwa secara
keseluruhan KPP di Indonesia memiliki efisiensi yang tinpgi. Berdasarkan
metode Cost-to-Yield ratio disimpulkan bahwa rata-rata KPP yang memiliki
tingkat efisiensi cukup tinggi dipengaruhi reformasi administrasi
perpajakan, tetapi jika dilibat darl metode Stochastic Frootier disimpulken
tidak ada perbedaan antwra KPP modern dengan tidak modern dalam
pengelolaan biava.

Berdasarkan semua penchifian fersebut dialas bahwa ada sedikil
perbedaan dalem kesimpulan dihasilkan, Hal ini kemungkinan disebabkan
oleh waktu penclifian, objek penelitian, data variabel yang digunakan dalam
penelitian dan mclode penelitian yang digunakan, Secara garis besar dari
penelitian-penclitian {ersebul  menjelaskan bahwa kebijakan reformasi
administrasi perpajakan yang dilaksanakan pemerintah sazt ini bertujuan
untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga penerimaan pajak juga
meningkat. Meskipun tingkat biaya atas pelaksanaan tersebut cukup besar
akan tetapi efisiensi antara biaya pengumpulan pajak dengan penerimaan

paiak cukup tinggi schingpga kebijakan inl terus dilapjutkan karena dindlal

® Tunping, M, Tesis berjudul “Anglisis Efektifitas dan Ffisiens! ates kebijakan pembentukan Kantor

B

Pelpyanan Waib Pajek Besar {LY0} sebagal upava peningkaten kineriz Direktorat Jenderal
Pajak tahun 2002-2003"; FEU, Depok:2004
irawaly, Shanly, Tesis berjudyl “Peagukuran Efisiensi Biaya Administrasi Pajak Pada Kantor-

Kanter Pelayanan Paiak di Indonssia Tahun 26067, FEUI,Depok:2007.
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cukup berhasil. Hal inl sesual dengan pendapat Ter-minazssian (1997)
tentang cara peogumpulan penerimaan pajak di negara berckembang vang
menyatakan bahwa Kebijakan sisien administrasi perpajakan  yang
sederhana sangat dibutuhkan untuk memastikan tefjaminnya terkumpulnya
pendapatan negara dari pajak, Hal ini mencegah terjadinya komplikasi yang
timbul antara biaya administrasi dengan permasalahan dalam pengamanan
tingkat kepatuban. Hal terscbut sama saja dengan kerugian vang sangat
mungkin terjadi {(petential loss). Ada dua tujuan utama dari administrasi
perpajakan, vaitu untuk meperapkan peratiran perpajakan scoara seragam
untuk  mencapal pencrimaan negara yang maksimal dengan biaya
pengumpulan pajak (collection cost) yang minimal, serta untuk mencapat
tingkat kepatuhan sukarela (vofuntary complianee) dari Wajib Pajak.”

Oleh karena fiu yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini
adalah :

1. Apakah setelah melaksanakan kebijakan modernisasi  administrasi
perpajakan pada KPP di lngkunpan Kanwil DJP Jakarta Pusat selama
periode 2005 dan 2006 ferdapat peningkatan terhadap realisasi penerimaan
pajak dan tingkal kepatuhan sukarela wajth pajek serta menurunkan
tingkat rasio biayn pengumpulan paiagk (coflection cost rax ratie )
dibandingkan scbelum melaksanakannya?

2. Bagaimanakah pengaruh  kepatuban  wajib  pajak, tingkat biaya
pengumpulan {coffection cost) dan kebijakan modernisasi administrasi

perpajakan terhadap realisasi penerimeaan pajak?

1.3. Hipotesis
Hipotesis yang dibentuk untuk menduga jawaban dad  pertanyaan-
pertanyaan pada remusan masalah adalah :

1. Diduga dengan pelaksanasn kebiiakan reformasi  administrasi
perpajakan pada KPP di lingkungan Kanwil DIP Jakarts Pusat gkan
memberikan  pengaruh  sccara  signifikan  tethadap  pencapalan
periingkatan realisasi penerimaan pajak, Kepatvhan Wajib Pajak dan

¥ Ter-Minassian, Teresa; Fiscal Federatiom in Theory and Practise, Charles L. Veharn
And Ehtisham Abmad, Tax Administration, IMF, Washington D.C.
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cfeslenst biaya vengumpulan pajak  (Cosv  Collection  Tax)

dibandingkan sebelumnya. Dirurnuskan sebagai berikut

Hy : Kebijakan reformasi  administrasi perpajakan tidak memiliki
pengaruh secara signifikan terhadap faktor-faktor tersebut.

H,: Kebijakan reformasi administrasi perpajakan memilild pengaruh
secara signifikan terhadap faktor-faktor tersebut.

Diduga kepatuhan Wajib Pajak, fingkat biaya pengumpulan dan

kebiiakan reformasi adminisirasi roemiliki pengaruh positip terhadap

redlisasi penerimaan pajak. Diramuskan sebagai berikut

Hy : Kepatuhan Wajib Pajak, tingkat blays pengumpulan dan
kebijakan reformasi administrasi tidak memiliki pengaruh
positip terhadap realisasi penerimaan pajak.

H;: Kepatuhan Wajib Pajak, tingkat biaya pengumpulan dan
kebijakan reformast admimistrasi memiliki pengarnh positip
terhadap realisasi penerimaan pajak.

1.4. Tujuan Penelitian

Dalam Penulisan ini, ada beberapa tujuan vang ingin dicapai yailu

i.

Mengetahui dampak pelaksanaan reformasi administrasi perpajakan
terhadap realisasi penerimaan pajak, kepatuhan wajib pajak dan tingkat
biaya pengumpulan pajak pada KPP di lingkungan DJP Jakarta Pusat
dibandingkan sehelum melaksanakannya (analisa vertikaly dan KPP
vang belum melaksanakan di wilayah Jakarts (analisa horizontal),

. Mengetahui pegaruh kepatuhan Wajib Pajak dan tfingkat biaya

pengumpulan pajak serta kebijakan reformasi administrasi perpajakan

terhadap realisasi penerimaan pajak.

1.5, Ruang Lingkup dao Batasan Penelitian

Penelittan ini skan menganaliss mengenal pengaruh kebijakan reformasi
Administrasi Perpajakan pada Kamtor Pelayanan Pajak (KPP) di Wilayah
Jakarta terhadap realisasi peneriroaan pajak pada tahun 2008 -2006. Hal ini
disebabkan KPP di Kanwil DJP Jakarta Pusat merupakan pilot project
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kebijakan reformasi sdministrasi dengan pembentukkan KPP Pratama dan

KPP Madya scbelum diterapkan pada KPP lainnya di seluruh wilayah

Indonesia. Pemilihan wakin peneliian pada tahun 2005 dan 2006

disebabkan pelaksansan kebijakan reformasi administrasi perpajekan pada

KPP di Kanwil DJP Jekaria Pusat dilaksanakan keseluruhan pada tahun

2005 dan sampai dengan tahun 2006 dikarenakan pada tahun 2007

kebijakan ini telah diterapkan pada seluruh KPP di wilayah Jakarta sehingpa

tidak dapat dibandingkan.

Selain itu pembahasgan dalam penclitian ini akan sangat luas karena
banyak sekali fakior-faktor yang mempengaruhi realisast penerimaan pajak.
Dleh karena ifu penchiti akan membatasi penelitian terhadap beberapa faktor
vang mempengaruhi pencrimaan  vang disesuaikan dengan pengaruh
ditimbulkan kebijakan reformasi administrasi perpajakan, yaitu ¢
1. Penerimazn Pajak KPP terdir dari Pajak Penghasilan (PPh) non migas,

PPh migas, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangnnan
(PBB) dan Pajak laianya. Oleh karena itu penulis membatasi pada
penerimaan pajak PPh non migas dan PPN,

2. Dalam mengukur tingkat Kepatuhan Wajib Pajpk (Tax Compliance),
banyak uvkuran vang dapat digunskan dalam mengukurnya, Dalam
penulisan mi, penulis mengukur tingkat kepatuhan Wajib Pajak dengan
salah satu cars, yaitu membandingkan SPT Tahunan yang di lapor Wajib
Pajak dengan Jumlah Wgjib Pajak per jenis pajak (kepatuhan formal).

3. Cost Collection terdiri dari tiga unsur yaitu biaya pegawai, biaya barang
dan biaya modal. Kctiga jenis biaya tersebut mempunyai unsur yang
berbeda-beda. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti menghitung
Collection Cost dari dua unsur vaitu biaya pegawal dan biaya barang
dengan menggunakan rasio antara kedua biaya tersebut desgan total
biaya.

Wakto observasi yang dipilih adalah tahon 2005 sampai dengan 2006.

Jumlah KPP yang diobservasi meliputi seluruh KPP yvang berada di wilayah

Jakarta pada saat observasi. Metode yang digunakan dengan

membandingkan dengan KPP vang telah melaksanakan reformast
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administrasi perpajakan, vaitu Kanwil DIP Jakarta Pusat scbelum dan
sesudah melaksanakannye {analisa vertikal} dan KPP Kanwil DIP Jekarta
fainnya vang belum melaksanakaonya (analisa horizontal). Pemilihan
Kanwil DIP Jakaria lainnya penelitian ini dikarenskan Kanwil DIP Jakarta
lainnya memiliki persamaan beberaps faktor dengan KPP Kanwil DJP
Jakarta Pusat, seperti luas wilayah kerja, karakter Wajb Pajak, faktor

perekonomian dan kemudahan perolehan data.

Manfaat Penulisan

Penelitian ini diharapkan dapal memberikan informasi secara tidak langsang
kepada para pembaca fenfang pelaksanaan reformasi  administrasi
perpaiakan di Indonesia. Selain itu penulisan in: dapat dijadikan bahan

penulisan lebih lanjul mengenal upaya pencapatan pencrimaan pajak.

Metodologi Dan Pengnmpulan Data
Dalam penelitian int, metodologi yang digunskan untuk mengetabul besar
pengaruh antara reformast administrasi perpajaskan, kepatuhan pajak
{compliance) dan Collection Cost adalab dengan menggunakan siatistik dan
ekonometrik,
Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peneliti mencoba membuat

model ekonometrik analisis yang digunakan dari fungsi tersebut, yaitu ;

* Penerimaan Pajak = Fungsi (Kepatuhan, Biaya, Modernisasi)

s Real; = fy + B, Patuly + finy Biaya; + Br.; Md;j+ €

Keterangan :

Real; = Realisasi Penerimaan pajak per KPP
By = Konstanta/Intercept

8. Koefesien dari Kepatuhan Wajib Pajak

B

Bass Keoefesien dari Biaya (Collection cost)

Bauz = Koefesien dari dummy Variabel Kebijakan
e = Errorterm

Patuh,; = Kepatuhan WP tiap KPP

Biaygy = Collection Cost tiap KPP

Md; = Kebijakan reformast administrast perpajakan
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Penerimaan pajak dihitung dengan realisast penerimaan pajak tiap
KPP di wilayah Jakarta. Kepatuhan WP dianalists dengan analisis
kunantitatif yaitu dengan menghitung tingkat kepatuhan formal dari Waiib
Pajak, vaite Jumlah SPT vang lapor dibandingkan dengan jumlah Wajib
Pajak yang terdaflar di tiap KPP. Collection Cost terdini dug bagian, yaitu
total biaya yang dikeluarkan untuk biaya belanja pegawai dan biaya belanja
barang. Modermisasi merupakan dummy variabel, yaitu jika Md = (0 maka
KPP tersebut belum modernisasi dan jika MD=1 maka KPP tersebut telah

modernisasi.

Sistematika Penulisan
Penulisan Tesis ini akan terbagi dalam 5 Bagian, dimana tiap-tiap bagian
sebagal penunjang pembahasan permasalaban secara keseluruhan, adapun
Bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:
Pendahuluan.
Dajam Bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah,
permasalahan, fujuan penulisan, ruang lingkup dan batssan penulisan,
manfaat penuiisan, bhipptesa, metodologt penelitian dan  sistematika
penelitian,
Tinjauan Literatur
Bab ini akan memaparkan kajian pustaka berkaitan dengan penulisan
tesis vang antara lain berkajtan dengan teori perpajakan,  teori
Administrasi perpajakan.
Gambaran Umurt Data dan Frkte Objek Penelitan
HBab ini akan menjelaskan tenlang gambaran umum seBiagp KPP di
wilayah Jakarta yang dikelompokkan berdasarkan Kantor Wilayeh.
Selain i akan dijelaskan karakieristik dasar KPP/Kanwil yang telah

melaksanakan Modermisasi.
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Analisis penparuh pelaksanaan reformasi sistem administrasi perpajakan
pada KPP di Wilayah Jakarta.

Bab ini akan membahas tenlang bhasil pengujian ferhadap hipotesa
penclitian dengan menggunakan model-model penguiian seperti vang
dijelaskan dalam metode penelitian dalam Bab L

Kesimpulan dan Rekomendasi

Dalam Bab ini akan disimpulkan mengenai keseluruhan hasil penelitian
dan membenkan beberaps rekomendasi bagr Direktorat Jenderal Pajak

guna meningkatkan pencrimaan pajak.
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BABII
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Peagertian Tentang Perpajakan
Setiap negara dalam menjalankan pemerintahannya memerlukan dapa yang
cakup besar dalam membiayal pengeluaran negara, vaitu  biaya
pembangunan, Sumber pendapatan masing-masing negara berbeda-beda
tergantung darl sumber vang dimiliki pegara yang bersangkutan, Di
indonesia yang menjadi sumber pendapatan negara adalah pajak.

Pajak sebagat sumber pendapatan negara, hal ini sangat sesuai dengan
pengertian dan definisi pajak di rumuskan oleh beberapa ahli. Diantaranya
Soemitro(1988) mendefinisikan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara
(peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pomerintah} berdasarkan
Undeng-undang {dapat dipaksakan} dengan tiada mendapat jasa timbal
{tegen prestasi), vang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk
membiayai pengeluaran umuom J

Definisi lain diberikan oleh Andriani dikutip dari Mansyuri (2002)
mendefinisikan pajak adalah inran kepada negara yang depst dipaksakan
vang fergtang menunyt perondang-undengan fanps mendapat prestasi
kembali yang langsung dapat ditunink yang tujuannya untuk digunakan
membiayal pengeluaran  publik  sehubungan  tugas  negara  untuk
menyelengarakan pema?:rintahzm.B

Sedangkan menurat Sommerfeld dalam buku “Am Imroduction o
Taxation” dikutip darl Mansyuni (2002) menyatakan bahwa “4 tax can be
definied meoningfully as any nonpenal yat compulsory transfer of resource
from private to the public sector, levied on the basis of predeiermined
criteria and without receipt of @ specific benefit of equal, in order to
accomplish some of a nation’s economic and social objectives.”

Dari beberapa definisi yang telak dikemukakan di atas, ada beberaps
unsur-unsur dalam pengertian pajak, yaita:

¥ Safri Nurmanto, "Peagantur Perpajakan”, Kelompok Yayasan Obor Jakarts; 2003
® R -Mansyurl, “Pojak Penghasifan Lonjuton Posca Reformasi 20007, YP4, lakarta;2002
? R.Mansyuri, ibid
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1. Turan kepeda negara, meropakan keikutsertaan warga negama kepada
negara dalam pembangunan

2. Yang dapat dipaksakan, artinya bahwa pajak merupakan kewajiban
yang dapat dipaksskan bagl warga negara yang mempunyai
kemampuan sesugi peraturan urkdang-undang.

3. Yang terutang Dberdasarkan undang-undang. Artinya bahwa Ada
kepastian dalam hukum mengenai knteria-kriteria yang dikenakan
pajak, seperti subiek pajak, objek pajak, tarifl pajak dan kriteria yang
lainnya.

4. Tanpa mendapat prestasi kembali langsung {tegen prostasi). Artinya,
bahwa warga negara tidak akan mendapatkan timbal jasa secara
langsung dar pajak yang dibayarkan,

5. Untuk digunakan membiayai pengeluaran publik sehobungan dengan
tugas negara menyelengearakan pemerintahan, Artinya bahwa Pajak
merupakan sumber pendapatan negara vang digunakan untuk
membiayai  pengeluaran  pemerintah  dalam  penyelenggaraan
pemerintahan,

Dari beberapa pengertian dan unsur tersebut di atas mengenal pajak
sebagai sumber pendapatan negera, pajak juga memiliki beberapa fungsi
dalam kehidupan negars dan masyarakat. Adapun fungsi-fungsi pajak
tersebut, adalah sebagad berikut | 1°
1. Fungsi budgetair, yaitu funpgsi unwwk mepgumpulkan eang pajak

sebanyak-banyaknya sesuai  wndang-undang  berlaku  vang pada
waktunya akan digunakan untuk membiayal pengeluaran-pengeluaran
negara.

2. Fungsi regulerend, merupakan fungsi dimana pajak-pajek  akan
digunakan scbagai suatu alat vntuk  mencapal tujnan-iujoan tertentu
yang letaknya di lnar bidang keuangan. Pajak digunakan scbagai alat
kebijaksanaan,

3. Fungsi demokrasi, yaitu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan

atau wujud sistem gotong-rovong, termasuk kegiatan pemerintah dan

W wafri Nurmanto, OPcit.
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pembangunan. Fungsi ini gering dikaitkan dengan hak seseorang untuk
merztiapatkan pelayanan dari pemerintah apabila ia telah melakukan
kewajibannya membayar pajak, bila pemerintah tidak memberikan
pelayanan yang baik, pembayar pajak bisa melakukan protes
(complaing} secara langsung maupun tidak langsune.

4, Fungst distnibusi, yaitu fungst yang lebih menckankan pada unsur
pemerataan dan dan keadilan dalam masyarakat,

2.2. Konsep Reformasi Perpajakan (Tax Reform)

Reformasi perpajakan yang baik sangat penting dalam membaogun pondasi
perpajakan nasional yang efektif, cfisien serta kekoh. Sefain i#u permungutan
paiak pun harus dilakukan berdasarkan prinsip/asas perpaiakan dan keiteria
pemungutan yang baik sehinggs tujuan pemungutan pajak dapat dicapai dan
diwggudkan. Oleh karena itu, otoritas perpajakan secara terus-menerus
melakukan perbaitkan dan  pembaruan  (reformasi) terhadap sistem
perpajakan sehingga menjadi semakin ideal.

Reformasi  perpaiakan perlu  dilakukan kerena adanya sistem
perpajakan yang didesain gecara tidak tepat schingga akan berakibat
menimbulkan berbagal masalsh antara lain penerimaan pajak yang tidak
sfisien, distorsi ekonomi sehagai akibat dari beban pajak vang berlebihan,
ketidakadilan, dimana rakyat yang berpenghasilan rendah membayar pajak
yang lebih besar, sementara rakyat yang berkecukupan membayar pajak
yang relatif lebih keeil. Selain karena kelemahan administrasi perpajakan,
kondisi ini juga discbabkan oleh kompleksnva Undang-Undang Perpajakan
dan prosedurnya, lemahnya sistem informasi yang ads, korupsi dan
intervenst politik.

Radian (1980) menyatakan reformasi perpajakan pada dasamya
merupakan perbaikan (fmprovement) menuiu keadaan perpajakan vang lebth
baik. Reformasi menuntut perubahan menuju paradigma baru vang dianggap
ideal karena adanya perubahan kehidupan di segala bidang termasuk politik,
ckonomi dan susial. Delam bal ini reformasi perpajakas sebagai bagian dari
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kebijakan publik yang meliputi dari dua aspek, yaitu formulasi kebijakan
dalam bentuk peraturan dan pelaksaan dari peraturan itu sendiri.'’

Williamson {1954: 60} menyatakan bahwe reformast perpaiskan
meliputi periugsan basis perpajakan, perbaikan adminisirasi perpaiakan,
mengurangi terjadinya penghindaran dan manipulasi pajak, serta mengator
pengenaan pada asset yang berada di luar negeri.

Aviliani (2003: 27) berpendapat bahwa tujuan utama reformasi
perpajakan  adalah untuk menegakkan kemandirian ckonomi  dalam
membiayai pembangunan npasional dengan jalan lebih mengerahkan
kemampuan sendiri. Secara bertahap, pajak diharapkan bisa mengurangi
ketergantungan wtang luar eegert. Dalam hal ini, reformast perpajakan akan
menjadikan sistern yang berlaku menjadi lebih sederhana, yang mencakup
penyederhanaan jenis pajak, tarif pajak dan pembayaran pajak. Meliputi
pula pembenahan aparatur perpajakan yang menyangkut prosedur, tuta
kerja, disiplin dap mental. Dengan reformasi perpajakan secara menyehuruh,
diharapkan jumiazh wajib pajak akan semakin luas seria beban pajak akan
makin adil den wajar, schingga mendorong waiib pajak untuk membayar
kewajibanaya dan menghindarkan dirt dari aparal palak yang mengambil
keuntungan untuk kepentingan pribadi.

Menurut Bank Dunia (World Bank), reformasi perpajakan di negara-
negara berkembang dapat merapakan suata kompenen dari reformasi fiskal
sebagai penyesuaian struktural {sfructural adiustment) unfuk mengurangi
distorsi insentif ekonomi dan akibat dary ketidakefisienan dan ketidakadilan
alokasi sumber daya, Walau pola pemajakan antar negara dapat berbeda
karena faktor ekonomi, sosial, budaya dan histori. Namun pada umemeya
suatu sistem perpajakan {sex sysfems) yang kurang batk didesain alau
difungsikan secara kurang tepat dapat menimbulkan berbagal masalab,
yaitu:

I. Ketidak cukupan pencrimaan

2. Distorsi yang mengurangt kesciahtersan dan  pertumbuban

exononmm.

# Pandiangan, Ubert, "Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan” Gramedia, Jakaria:2008
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3. Ketidakadilan dalam pemerataan beban pajak baik horizontal
maupun verikal

4. Kompleksitas administrasi.

Sehubungan dengan beberapa masaleh terscbut, berdasarkan World

Banx dalam Lessons of tax Reform (1991:17-27) mengemukas bahwa
pembaruan perpajekan (Jox Reforsm) pada nmumnya diarahkan unfuk

mencapal beberapa sasaran, yaitu:

i

Untuk mengatasi ketimpangan fiskal dan penerimaan pajak yang tidak
memadal {fiskal imbalemce and insufficient tax revenue). Sistem
perpajakan  yang baitk adalah sistem  perpajakan  yang mampu
menghasilkan  penerimaan  yang cukup, stabil, flekgibel dan
berkelanjutar,

Mencegah timbuinya distorsi dalam alokasi sumber daya yang dapat
menurunkan kesejahteraan dan pertumbuban ekonomi, pajak sering kali
menciptakan distorsi dalam ckonomi denpan mengurangt pendapatan
ril dari masvarakat Perurupan dalam pendapatan il sering disebut
sebagai bisya efisienss ekopomi dan pajek. Sistem pajak veng
dirancang dan diterapkan secara tidak baik akan mendorong perusahaan
atan individu untuk melakukan penghindaran dan penggelapan pajak
schingga akan semakin menciptakan kesalahan dalam alokasi sumber
daya. Oleh karena itu reformasi perpajakan harus mampu mengurangi
biaya efisiensi dari pajak.

Ketentuan atau ketetapan yang tidak memadai untuk mewuiudkan
keadilan sistem pajak yang tidek layak skan menciptakar: beban pajak
{tax burden) yang tinggi. Dalam banyak negara berkembang, pajak
efektif dari penduduk yang kaya adalah cukup lemah. Hal i akan
menycbabkan keadilan horizontal clan vertikal meniadi terganggu.
Untuk itu, maka reformasi perpajakan harus mampu memastikan behwa
struktur pajak menjadi lebih adil baik secara horizontal maupun
vertikal,

Moemperkuat administrasi  perpajakan  dan  meminimalisasi  biaya
administrasi perpajakan sera meningkatkan kepatuhan.
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Gill dikutip dart Mansyury (2002) menyatakan bahiwa suatu sistem
penerimaan pegara yang mengurusi masalah pajak perlu direformast dengan
sedikitnya 4 {empat) alasan utama, yaitu ;2

1. Kettka hukum dan  kebilzkan pajak  menciptakan potensi
peningkatan peneritnaan pajak, jumnlah aktual pajak yang mengalir
ke kas negara tergantung pada efisiensi dan  efektvitas
administrasi peserimasn negara.

2. Kualitas dart administrasi penerimaesn pajak mempengaruhi iklim
investast dan pengembangan sektor swasta.

3. Admunisiras] perpajakan secara rutin kerap muncul dalam daftar
teratas organisasi dengan kasus korupsi tertinggi.

4. Reformasi perpaiskan diperlukan uotuk memungkinkan sistem
perpajakan mengikuti perkembangan terbaru dalam aktivitas bisnis
dan pola penghindaran pajak yang semakin canggih.

Keberhasilan pelaksanaan reformasi perpajakan dapat diuker dengan
beberapa parameter, antara lain apakah reformasi perpajakan yang
dilaksanakan mampu meningkatkan kineria ekonomi dan mempengaruhi
ukoran pemerintahan, apakah strukiur perpajakan yang baru mempengaruhi
derentralisasi pernermtaban dan mampu berfahan lmma, dan terakhir
bagaimana suatu reformasi perpajekan dapat memberikan  kontribusi
terhadap kemakmuran dan kestabilan demokrasi. Reformasi perpajakan
ditakukan untuk mewwjudkan terpenuhinya penerimaan pajak pada sistem
dan administrasi perpajakan yang adil, efisien, serta dapat meminimalisasi
benturan dengan perfumbuban pergkonomian vang terkait melahui fungsi

pengaturan.,

2.3. Pengertian dan Peranan Administrasi Perpajakan
Tujuan  pemerintah melakukan pemungutan pajek  adalah  untuk
mengumpulkan penerimaan negara guna membiayai kegistan pemerintah,

Dalam pemungutan dan pengelolaan pajak, pemerintah tidak boleh

2 8. Mansyuri, 0Pt
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mengabaiken kepentingan masyarakat, artinya kegiatan tersebut jangan
sampai menghambat pertumbuhan ekonomi. Pecmungutan yang terlate tinggd
akan mempengaruht  pertumbuhan  ekonomi, terutama pada negara
berkembang sepertt Indonesia ini.

Seperti  diketahvi, sistemn  perpajakan  suatu  negara  harus
mencerminkan tujuan ekonomi, politik dan sosial dari pemerintahiya,
Dengan demikian administrasinya harus pula mampu melaksanakannya
secara adil dan berdaya guna. Administrasi pajak sebagai suatu sistem
merupakan subsistern dart keuangan pegara. Sedangkan keuangan negara
merupakan stalu subsistom dari administrasi negara dan administrasi negarm
pun merupakan subsistem dart kehidupan kenegaraan pada umumnya.
Dengan demdkian, setiap sistemn merupakan suate subsistem dari sistem
vang lebih luas sehingga satu dengan lainnya saling terkait dalam suaiu
lingkungan yang kompleks.

Faktor vang menunjang keberhasilan pengelolaan pajak adslah
admininistrasi pajak, yang tentunya harus efisien dan efektf. Administrast
pajak yang baik harus meliputi tigs aspek vaine

a. Pungsi,

b. Sistem, dan

e, Lembags,

Ketiga aspek tersebut tidak dapai dipisahkan atau berdiri sendiri. Mansury
(2002) menyatakan bahwa :"Tax Administration is the key to tax policy”
Administrasi perpajakan merupakan salah satu unsur pokok dalam suatu
sistem perpajakan, Menurutnya administrasi perpajakan mengandung tiga
hal pokok yaitu

1.  Suatu instansi atau badan yang mempunyal wewenang dan tanggung
Jawab untuk menyelenggarakan permungutan pajak.

2. Orang-orang yang terdint dan pgjabat dan pegawal yang bekerjz pada
instansi perpaiaken vang secara nyata melsksanakan kegiatan
pemunguian pajak.

3. Proses kemstan penyelenggaraan  pemungutan pajak yang
ditaizdaksanakan sedemikian rupa, sehingga dapat nieacapat sasaran
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yang telah digariskan dalam kebijakan perpajakan, berdasarkan sarana

hukom yang ditentukan oleh undang-undang perpajskan dengan

efisien.

Selain itu, penerimaan pajek yang dihasilkan dipengaruhi oleh baik
kebijakan perpajakan maupun administrasi perpajakan. Perhatian utama dard
kebijakan perpajakan adalah untuk menjamin elastisitas atan responsifitas
realisasi penenimaan pajak terbadap pertumbuhan ¢konomi secara
keseluruhan dan ini bergantung pada bagaimana penetapan dasar pengenaan
pajak (tax base) dan larif pajak. Sedangkan administrasi perpaiekan
mengasumsikan dasar pengenazn pajek  dan tarf telsh  ditetapkan
sebagaimana mestinya dan berupays semaksimal mungkie untuk menjamin
potensi penerimaan pajak dapat direalisasikan dengan efektif dan efisien.
Sebagaimana yang dikufip olch Mansury (2002) dalam bukunya dasar-
dasar bagi terselenggaranya administrasi perpajakan yang batk, meliputi :

a. Kejelasan dan kescderhanaan dari ketentuan undang-undang yang
memudahkan bagi administrasi dan memberikan keielasan bagl Walib
Pajak.

v, Kesederhanaan akan mengurangi penyeludupan pajak. Kesederhanaan
dimaksud, bak dalam perumusan yundis, vang memberikan
kemuudahan uanwk  dipabami, maupun  kesederhansan  untuk
dilaksanakan oleh aparat dan untuk dipatuhi pajaknyz oleh Wajib
Pajak,

¢. Reformasi dalamn  bidang  perpajakan  yang  realistis  harus
mempertimbangkan kemudahan tercapainya efisiensi dan efektivitas
administrasi  perpajakan, semenjak  dirumuskannya  kebijakan
perpajakan.

d. Administrasi perpatakan yang efisien dan efekdif perlu disusun dengan
memperhatikan penataan, pengumpulan, pengolahan dan pemanfaatan
informasi tentang Subyek dan Obyek Pajak.

Selain itu Tait (1988) mengatakan bahwa di negara berkembang
adiministrasi perpajakan seringkali merupakan kebijakan perpajakan, Di
kebanyakan negara, hal krusial yang penting dari keefektifan administrasi
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perpajakan kadang kala terlaln dipandang ketika pernyataan-pernyataan
ambisius dibuat tentang efisiensi, kesamaan, netralitas serta dampak dari
alternatif pajak lain yang berpengaruh pada tabungan, motivasi kerja serta
pengambilan resiko.” Pandangan Tait ini lebih menonjolkan tentang
kesamaan anmtara adminisirasi perpajakan dengan kebijakan perpajakan di
negera berkernbang, termasck di Indonesia.

Nowak (1970} berpendapat bahwa administrasi perpajakan meropakan
kunci bagt berhasilnya pelaksanaan kebijakan perpajekan. Tugas
administrasi perpaiakan tidak membuat kebijakan atau ketentwan undang-
vndang, tidak memutuskan Subjck Pajak serta tidak menentukan ohiek
pajak tetapi administrasi pajak perlu disusun dengan schaik-batknya
schingga mampu menjadi instrumen yang bekerja sccara efisien dan efekiif
dalam penyelenggaraan pemungoian pajak sesuai dengan hukum pajak
positgf

Berkaitan dengan administrasi pajak vang batk di oegars-negara
berkembang, laporan Bask Dunia menyatakan sebagat berikot:

“The best tax adminisiration is not simply one that collecis the most
reverue, How that revenue is raised - that is, the effect of the revenue-
generation effort on equily, on the political fortunes of goverrments, and on
the level of economic welfare - may be equally imporiant ©

Memugul Shome (1995), Kebijakan perpajakan dan adminisitasi
perpajakan sangatlah berkailan. Scmentara kebijakan perpajakan dibarapkan
mermiliki orientasi dinamis unfuk merespon perubahan-perubahan yang
cepat dalam perekonomian, administrasi perpajakan itu sendirt diharapkan
berkembang dalam suatu dinamika intermal untuk mendukung penerapan
atau implementasi kebijakan perpajakan secara efektif. Dalam mendesain
suata kebijakan perpajakan yang sukses, harus diperhatikan kendala
administratif dan ukuran-ukuran untuk mengembangkan administrasi
perpajakan schingga dapat membantu implementasi kebijakan perpajakan
tersebut. Secara sederhana keterkaitan ini dapat digambarkan sebagal
berikuat, kebijakan perpajakan yang idezlis menyebabkan administrasi

YoTait, Alan A. , “Velue Added Tax, International Fractise and Problems”, IMF,
Washington D.C. ;1988
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perpajakan meniadi lebih rumit, sementara adminpistrasi perpaiakan vang
tidak efckiif melemahkan cfektivitas kebijakan.

Bird (1992} berpendapat makin baik desain sistern perpajakan dan
persamaan perlakuan serta makim kuatnys administrasi perpajakan adalgh
jalan satu-satunya untuk mengatasi penghindaran/ penggelapan pajak. Hal-
hal ntama yang sangat dibutuhkan untuk reformasi perpajakan adalah
keinginan nyata dari pemerintah untuk mengarahkan serta kebijokan dan
administragi perpajakan yang diipstitusional-kan dengan baik. **

Kaitan Reformasi Administrasi Perpajakan Deagan Kepatuhao Wajib
Pajak

Pada dasarnya salaly satu sasaran reformasi administrasi perpajakan adalab
mendorong kepatuhan waitb paigk sccama sukarela yang pada gilirannya
akan meningkatkan kineria pemungutan pajak. Pemberian denda terhadap
pelanggar pajek bukan merapakap sasaran administrasi  perpajakan,
Kepatuhan sukarela dapat ditingkatkan apabila  administrasi  berbasil
menetapkan bahwa ketidakpatuhan dapat terdeicksi dan denda dapat
diterapkan secara efektif.

Menurut Tax Glossary dikutip dann Mansyury (2002) menpgatakan
bahwa “Tax Compliance is the degree to which tax payers respord (o their
staiuary duty to declare their income for calculation if income fyax, sales
tax, etc, and fo pay the tax due in fimely manver”. Sedangkan menurut Roth,
Scholz dan White berpendapat tenteng kepatwhan, “Complionce with
reporting reguirement means thot fax paver files all require fax veturns wf
proper time and that the reigrns accurately report tax lability in
accordance with the interual revenue code, regudation, and court decision
applicable at the Hime veturn is filled”’

Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa kepatuhan pajak
merupakan fingkat dimana wajib pajak memberikan respon yang baik
terhadap kewajiban perpajakannya. Respon tersebut dilakukan dengan

3 Bird, Richard M. “Tox Policy ard Foonomic Development”, John Hopking University Press
Baltimore & bondon; 1592
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mengungkapkan penghasilan/pendapatannya  secara benar dan keowdian
menentukan berapa besarnya pajak terhutang, seria membayarnya secara
tepat waktu, Namun, pada kenyataannya tidak scroua wajib pajak patoh
terhadap kewajiban perpajekannya. Ketidakpatuhan ini dapat berupa
penghindaran pajak {fax avoidance) dan/atau penyelundupan pajak {fax
evasion). Dengan demikian, jelas bahwa salah satu tolok ukur untuk
menunjukkan baik atau buruknya administrasi pajak adalah dengan
mengukur tinggl atau rendahnya Gngkat kepatuhan wajib pajak {(taxpayer’s
compliance}.

Menurut Sutjoputre dan Widodo dikutip dari Mansyury(2002), pada
hakekamya kepatuhan Wajib Pajak dipengarubi oleh kondisi sistem
adrninistrasi perpajakan vang meliputi fax service dan fax enforcement.
Langkah-tangkah perbaikan administrasi dibarapkan dapat mendorong
kepatuhan wajth pajak melalui dua cara yaitu pertamas, walib pajak patuh
karena mendapatkan pelayanan yang baik, cepaf, dan menyenangkan serta
pajak vang mercka bayar akan bermanfaat bagi pembangunan bangsa.
Kedua, Wajib Pajak akan patuh karena sanksi berat akibat pajak yang tidak
mereka laporkan yang terdeteksi oleh sistem informasi dan administrasi
perpatakan serta kemampuan cressehrecking informasi dengan mnstansi lain,

Reformust  administtasl  mempunvai  kunel  penting untuk
meningkatikan kinerja sektor publik yang meliputi ekonomi, produktivitas,
efisiensi dan efekiivitas khususnya melalui perubahan kultur administrasi,
Bird dan Jantscher menyebutkan bahwa berdasarkan pengalaman negara-
negara berkembang ada lipa mualan pokok yang dibutuhkann uniuk
keberhasilan reformasi administrasi perpajakan, yaita ;"

1. Strukwr pajak perlu disederhanakan untuk  kemudahan, kepatuhan
dan administrasi.
2. Strategi reformasi yang cocok untuk kondisi khusus masing masing

negara harus dikembangkan.

® Birg, Richard M asnd Milka Casanegra de Jamtscher, 1992, Improving Tay Administration In
Developing Countries, International Monetary Fund.
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3. Ada komitmen politik yang kuat terhadap peningkatan administrass
perpajakan.

Bird dan Casanegra (1992) juga menyatakan sangat besarnya jurang
kepatuhan (fax gap), yaitu selisih antara penerimaan yang sesungguhnya
dengan pajak potensial dilihat dari tingkat kepatuban dari masing-masing
sektor perpajakan. Penyebab sax gap terutama lemabnya adnsinistrasi
perpajakan. Keberhasilan pengumpulan pajak banyalah merupakan skibat
semakin sempilnya jurang kepatuhan. Semakin patub mkyat membayar
pajak berard jurang kepatuhan semakin sempit dan berarti pemunguian
pajak lebih berhasil. Scbalikoya, semekin Iebar jurang kepatuban maka
semakin sedikit paijsk yoang berhasit dikumpulkan. Upaya mengurang:
kesepjangan kepatuhan dilskukan melalui  penyempurnaan  sistem
administrasi perpajakan. Rendshnya fax ratio menumukkan terdapatnya
kesenjanpan yang tajam dimana bal ini terkail erat dengan administrasi
pajak. Masalah lemahnya administrast perpajakan dialami oleh banyak
negara sedang berkembang,

Kaitan Reformasi  Administrasi Perpajakan Dengan  Biaya
Pelaksanaannya
Keinginan pemerinigh  untuk  melaksanakan  kebijakan  mformasi
administrasi perpajakan untuk meningkatkan penerimaan pajak  memiliki
konsekuensi yang cukup besar terhadap biaye/ cost yang harus dikeluarkan
pemerintah dalam melaksanakan kebijakan terscbut.

James dan Nobes menyatakan bahwa biaya administrasi seharusnya
meliputi semua biaya dard penggunaan sumber daya sektor publik untuk
mengoperasikan setiap jenis pajak. Biaya tersebut terdiri dari upah dan gaji
pegawai serta akomodasi dan material yang digunakan. Semontara para ahli
ekonomi lainnya secara sederhuns mendefinisikan biaya administrasi
sebagai selurch biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah  untuk
mengadminisirasikan pajak,

Ada beberaps faktor yang mempengaruhi biaya administrasi pajak.
Musgrave (1989) menyatakan bahwa blaya administrasi per dollar
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pendapatan akan meningkat seiring dengan peningkatan kompleksitas
peraturan pajak. Inildh yang mengakibatkan mengaps biaya administrasi
Pajak Penghasilan akan lebih besar dibandingkan dengan pajek atas gaji
{Payroll Tax).

Parthasarathi  Shome (1992) wmengungkapkan bahwa biaya
administrasi pajak  sangat dipengaruhi oleh beberapa kompleksifas proses
administrasi itu sendiri. Dinvatakan bazhwa semaldn kompleks kegiatan
pengadministrasian akibat pentingnys menjamin kebenaran pelaporen dari
pembayar pajak dengan adanya berbagal peraturan pembebasan,
pengurangan biaya dan penetapan beragam tarif maka semakin korang
efektifl administrasi paiak dalam meongumpulkan petensi penerimasn, Dan
sejalan dengan itu, efistensi akan terus menurun akibat meninghatnya biaya
pemungutan yang harus dikeluarkan,

Sehagal salah satu unsur pokek sistem perpajakan, administrast
perpajakan memiliki peran yang sangal penting dalam penyelenggaraan
pernungutan pajak terutama untuk mendukung kebijakan perpajakan (tex
policy) yang ditetapkan oleh pemenntah, Ter-Minassian (1997} berpendapat
tentang bagaimana dana pajak yvang terkumpul diorganisasikan di negara
berkembang serta negara-negara lain yang dafam tahap transisi ke arah
orientasi ekonomi pasar, kebijakan sistem perpajakan  serta administrasi
vang sederhana skan sangat dibutubkan untuk memastikan terjaminnya
terkumpulnya pendapatan negara dari pajak. Terjadinya komplikasi akan
berakibat timbulnya biaya administrasif serta permasalahan dalam
pengamanan tingkat kepatuban. Hal tersebut sama saja dengan kerugian
yang sangat mungkin tedadi {pofential lossj. Sangatlah penting untuk
menanamkan dalam ingatan kita bahwa dua tujuan utama dari administrast
perpajakan adalah untuk menerapkan peraturan perpajakan secara seragam
untuk mencapai penerimaan negara yang maksimal dengan biaya
pengumpulan pajak (coflection cost) yang minimal, sertd unfuk mencapai

tingkat kepatuhan sukarela feoluntary compliance} dart WE,
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BAB I
GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

Gambaran Umum Kanwil DJP Jakarta

Jakarta, sebagai ibukota negara Republik Indonesia, memiliki tingkat kepadatan
penduduk yang tinggl, yaitu sebesar 8,96 juta jiwa (susenas 2000), dan tingkat
PDRB yang cukup besar, yaitu sebesar Rp 501,85 trilyun rupiah (2006),
merupakan potensi bagi penerimean pajak. Hal ini merupakan tugas bagi
Direktorat Jendral Pajak untuk mengpali dan mengoptimalisasi penerimaan
pajak dari wilayzah ini.

Dalam mengoptimalisasi pencapaian penertmaan pajak dari provinsi DK
Jakarta, DIJP mermbagi wilayah kerja dalam beberapa Kantor Wilayah (Kanwil)
sesvai denpan pembagisn wilayah administrasi provinst Jakarta. Hal imi
dilakukan umuk mempermudah  pengawasan dan  pelaksanaan  dalam
mengoptimalisast  penerimaan  pajak, sebagaimana telah  diatwr  dalam
Keputusan Menteri Ksuangan Republik Indonesia No473/KMK 0172004
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak,

Berdasarkan KMK tersebut diatas, provinsi DKI Jakarta dibagl menjadi
5{lima) Kantor Wilayah, vaitu :

1. Kantor Wilayah DJP Jakarta I (Jakarta Pusat)

2. Kantor Wilayah DJP Jakarta [I (Jakarta Barat)

3. Kantor Wilayah DJP Jakarta 11 (Jakarta Selatan)

4. Kantor Wilayah DIP Jakarta IV (Jakarta Timur)

5. Kantor Wilayah DJP Jakarta V (Jakarta Utara)

Kelima Kanwil Jakarta tersebut memiliki  wilayah kerja berdasarkan
kotamadya, yaity Kanwil DJP Jekarta Pusat memiliki wilayah kerja mencakup
kotarmadya Jakarta Posat, Kanwil DIP Jekarta Barat memiliki wilayah kera
kotamadya Jakaria Bargt, dan seterusnya sesuai dengan nama kanwil tersebut.

Dalam pelaksanaan keranya dalam mengoptimalisasi penerimaan pajak

dan mempermudah pengawasannya, setiap kanwil dibantu dan terbag! menjadi
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beberapa unit kerja KPP, Karikpa dan KPPBB, sebagaimana terlihat dalam

Tabel 3.1,
Tabel. 3,1
Pembagian Unit kerja Kanwil Provinsi DKI Jakarta
Berdasarkan KMK No. 443/KMEK 01./2601
li%& Kared Blera Pt Yanwi Riartz Ty £zl Mants Shlza Karwi Jaksrts Ulem Kanwil Jakasta Barat
JIKPE Jakeria Gambir Sety [4°P Jakarta Matraman  [KPP Jakarts Setiabudi Saty KPP Jakarts Peniaringan KPP karts Palmerat

2{KP akarta Gami Dug

iP5 bkarta tnegars  |K2P Bkara Setiabidi hua

P kst Paderpngan K2R Bskarta Greae)

Y0P blorts Tavang Fovk KPP Jkata Tamen St Sefy

3Kop et GambirTgp <09 Jakavtz Pub Gadng |69 Sttt Tebet

AlK2P plata Sewah Bosar 190 it Calung Saty KPP ks Ksbayoran Bam St |09 Moo Kojs K9P Dot Tomwan St D
S0P liat Kemeyorn (97 fokarto Cakng Dua (K9P lkom tebavorsn By Dup [4PF Skt kel Gosing KPP Bkt Tambon

S i Cengaia Ptk {/BP kara Kt B KPP ot Kokt Lome |97 Jdatta KPP Blerta Cengranng
?%XP? Rlans Merterg Saly KPP Blarta Teur Sl IKFP Jkata Mompang Prapaten  |KPPBBJakarta Utar Salu |KPP Jalaria Kebin Jeuk
Sl Jakara Menieng Doa. Kok okarta Sabu KPP Jakarta Paneon (PPES Jikar Wiara Duz K9985 Sakarts Bant Sty
kep atarla Senen PP Jiata Clandak Kbz lkorta Empat 19PRB akarta S O
101K2P Jefarta Tanak deng Sty ik et basarVaggs lkaripa e T
111657 Bharta Tanak g O 9088 Bkorts Seaton et earitpa ko Delagan
12)KPB8 st Pusal Sata i£PP18 kiatta Seitan D

130KPS lara Pusal Dz PP Jakasta Selstar Tga

14 Karlpa Jakarta Line Karioa Jakada Ous

15]Kaiikpa Jakarta Fram farila Jakada Tiga

Drari ketiga jenis unit kerja KPP mempunyai tugas masing-masing dalam

mengoptimalisasi penerimaan pajak, yaitu

1. Unit kerja KPP mempunyal fugas uniuk mengoptimalisas] penerimaan

pajak, yaitu Pajak penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilal serta

Pajak lainnya, kecuali Pajsk Bumi dan Bangenan, dengan cara
melakukan eksiensifikasi Waiib Pajak dan meneriims laporan SPT dari
Waiib Pajak.

Unit keria Karikpa bertugas untuk mengoptimalisasi penerimaan

pajak dengan melakukan pemeriksaan terhadap SPT vang dilaporkan
oleh Wajib Pajak di KPP,
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3. Unit kega KPPBB bertugss mengoptimalisas] penerimaan pajak dari
jenig Pajak Bumi dan Bangunan atas tangh dan bangunsn yang
dimiliki oleh para Wajib Pajak.

Dengan demikian para Wanb Pajak akan menemul ketiga unit kerja tersebut

dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan jenis pajaknya.

Gambaran Pelaksanaan Modernisasi pada Kanwil DJP Jakarta Pusat
Keberhasilan Kantor Wilayvah (Kanwil) dan Kantor Pelavanan Pajak (KPP)
Wajib Pajak Besar (LTO), scbagai pilot project pelaksanaan modernisasi sistem
adminisirasi perpajakan, dalam mengamankan penerimasn negarms  dan
meningkatkan tingkat kepuasan Wajib Pajak menjadi dasar awal pelaksanasm
modermnisasi sistem administrasi perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak vang
lainnya,

Kemudian  berdagarkan  Keputusan  Menteri  Kevangan  Nomor
254/KMK.01/2004 jo. 167/KMK.01/2005 dibentuklah KPP Madya dan KPP
Pratama di lingkungan Kantor Wilyah DJP Jakarta Pusat scbagai pilot project
dibentuknya kantor pelayanan pajak dengan sistem administrasi modern, yaitu
dibentukuya KPP Madya (MTO} dan KPP Pratama {STO) Berdasarkan
Keputusan Menteri Keuangan tersebut, terdapat beberapa perubshan vang
terjadi pada Kanwil DIP Jakarta Pusat, diantaranya scbaga borikat
1. Jenis dan wilavah keria KPP

Pelaksanaan modernisasi pada Kanwil DIP Jakarta Pusal memberikan

dampak perubahan pada jenis dap wilayah kerja KPP sebagaimana

terdapat pada Tabel 3.2,

Berdasarkan Tabel 3.1 den Tabel 3.2. terlihat ada perbedaan
bentuk dan wilayah kerja KPP pada Kanwil DJP Jakarta Pusat sebelum
dan sesudah melaksanakan modernisasi  administrasi  perpaiakan.
Perbedaan tersebut antara lain, adalah :

a. Perubahan jenis KPP, seheturn modernisasi Kanwil DIP Jakaria

Pusat terbagi dalam tiga jenis KPP, yaitu KPP, Karikpas dan
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KPP8B (Tabel 3.1). Setelah modernisasi, Kanwil DIP Jakarta
Pusat ferbagi dalam dua jenis KPP, yaitu KPP Madya dan KPP
Pratamsa (Tabel 3.2).

Tabel 3.2

Pembagian wilayah Kerja Kanwil DJP Jakaria Pusat
Sebelum dan Sesudah Modernisasi

Sebzium Modemsasi Setelah Modermisasl
Namp KPE fwvitayah Herjn Nz KPP |\‘u’ilsvg£| Kerjs
KPP Iakara Gambir Satu L Kel, Gambir KPP Pmiama Jakorin Gambir Sutu 1. Ket, ambir
. %ek, Kebon Kelaps  |KPP Protana Jakarta Gambir Thg 1. Ket, Ciderg
KM Jakaria Garmblr Dua 1. kel. Cideng 2, Kel, Petola Seiatan

2. kel Perejo Sefatan  SKPI* Pentoren Jokoris Garbd Tiga 1. Kol Patol P
KPP Jakarta Gambte Tiga 1. Kel, Bavoler Ltars 2 el Sl Puls
2, Kel, Durl Poln KPP Protany Jakars Gambi Envpal %, Kel, Kebon Xetapa
KPE Jakirsta Manteng Satu 1. Kt Eakian Girtte ¥ PP Prumesn Jokarta Menteng Satus 1, %6l Keboa Sith
2. ¥el, Sundangiia KPP Promem fgkans Monlong e, i Rel Montang
KPP Submrry Morteng Dus 1 Kz} Mesteng £ Kol Pogangrasn
L Kok, Pagangsaw 2, ¥ed Cikind
3. et Cikint IKEP Prawmom fakana Mentens Tie, 1. Ket, Gondangdl

E06 mRatd Yanah Abang Salu

HPP knrta Tanah Abang Dua

1. Kal ¥ared Tengsin

2. Kok Bondungan Hiir
3. Ko, Gelara

1. Kel Botamburgn

4 Kel. Kebon Kacang
3. Kei. Kebon Medati

£ Pratarea Jakarts Tanh Abang Satn
KPP Pralerrs: Jakona Tanch Abang Dea

1. #el, Kares Tangsin
1. Kl Prtanburan

2. ¥el. Kpbon Kamng
3. Kol Kebon Melat
4, Kel, Kampungg Bali

K Pratara Jukarin Tanah Abang Tigs 1. Kel. Bendyungan Hiir

K Jskarts Kemgyoran

1. Ko Ke Wﬂ Kt

4. Kel Kampung thati 2. Kol Gelara

PP Jakarta Senen L Keo Senen KPP Praiams Jakaria Senen 3. Reee, Senan

P Jakarta Cernpaka Puth 1. Kee. Cenpaki Purth | PP Pratane Cempaka Putit 1. K, Cenmpaka Mtk
i Kew lohsr Qans Z fec johar Bz

HEP Provams Jokora Kenmyoran i Ene, Kemayomn

KPP Jakarts Sawah Besar
KPF jakaria Sawaxh Sesar

1. ket Bawesh Besar
1. Kz Savesh Bosar

EPF Fratanes Jakera Soweah Besar 5ot b Kb, Gunesng Sehat e
£ rel Manges Bus Sefatan
1 ¥el Yordnl
& Kol Huerguy Anvar
3 %ed, Facar baro

K EP Pratanys Jokarta Saweh Bosar Dnm,

KPP hadye Jabarn Puser Kigtamadya Jakarta Pusat

b.

Pembagian Wilayah Kerja, berdasarkan Tabel 3.2 ada beberapa

KPP mengalami perbedaan wilayah kerja sebelum modemisasi

dengan setelah

modernisasi, diantaranya adalah KPP Jakarta

Sawah Besar, KPP Jakarta Gambir Satu, KPP Jakara Menteng
Sata dan KPP Jakarta Tanah Abang Satn. Dimana seiclah
modernisasi luas wilayah kega KPP tersebut menjads iebih
sempit dibandingkan sebelumnya. Hal ini menimbulkan efek
dengan penambahan beberapa KPP baru, yaitu KPP Pratama
Jakarts Gambir Fmpat, KPP Pratama Sawah Besar Dua dan
KPP Pratama Tanah Abang Tiga, dengan wilayah kerjanya
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adalah pecahan wilayah tersebut. Selain itu modernisasi
memberikan satu tambahan KPP, yaitu KPP Madya Jakaria
Pusat dengan wilayah kerjanya iebih luas.
Struktur Organisasi
Pelaksanaan modemisasi adrmnistrasi perpajakan pada Kanwil DIP
Jakarta Pusat selain memberikan dampak perobahar pada fenis KPP, juga
berdampak terhadap straktur organisasi pada kanwil tersebut dan unit
kerianya. Adapun perubahan struktur orpanisasi scielah modemisasi
adalah sebagat bertkut
A.  Kanter Wilayah (Kaowil)
Modemisast  administrast  perpajakan  melaksanakan
pembenahan organisas), tugas dan fungsi antara Kaawil dan KPP
dalam rangka pelaksanaan geod governance dengan menghilangkan
duglikasi pelayanan, yaitu memperjelas area kerja dan tanggung
1awab,
Kantor Wilayah mempunyal tugas melaksanakan bimbingan
wknis, evaluasi, dan penpendalian pelaksanaan tugas di bidang
perpajakan berdasarkan peraturan  perundang-undangan  yang
berlaku., Dalam melsksanakan tgas tersebut, Kantor Wilayah
menyelenggarakan funpsi
a. pemberian bimbingan dan evaluasi pelaksanaan tugas Direktorat
Jenderal Pajak;

b. pengamanan rencana kera dan rencana penerimaan di bidang
perpajakan;

¢. bimbingan konsultasi dan pembinaan penggalian potensi
perpajakan serta pemberian dukungan teknis komputer;

d. pengumpulan, pencanan, dan pengolahan data serta penyajian
informasi perpajakan;

¢. penyiapan dan pelaksanaan kerjasama perpajakan, pemberian

bantuan hukum serta bimbingan pendataan dan penilaian;
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f. bimbingan pemeriksaan dan penagthan, serta pelaksanaan dan
adminisirast penyidikan;
g. bimbingan pelavanan dan penyuluhan, serta pelaksanaan
hubungan masyarakat;
h. penyclesaran keberatan dan pengurangan, seria pelaksanaan
urusan banding dan gugatan;
i. pembetulan surat ketelapan pajak dan pengurangan  atau
pembatalan ketelapan pajak yang tidak benar;
j. pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah.
Gambar 3.1,
Stroktur Orezanisasi Kanwil DJP Jakarta Pusat
KEPALA KANTOR
WILAYAH
-I BAGIAN UMUM I
Bidang - .
Bidang Bidang 3 Bidz gid
KflzmtEOk Pengurangan Pemyuluhan, ::EM?:;(HBE Ker}:as;ngta, ﬁullu?:;iﬁ
¢ . a| "| Keberatan, Palayanan, & f,m‘" .:n Pandatazn, Faknls dar
e dan Banding Hub. Masy. e::f;km Penilatan Konsulbasl

Adapun susunan organisasi Kantor Wilayah DIP Jekaria

Pusat sebagaimana pada Gambar 3.1, terdir: dari ©

4,
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Bagian Umuom;

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan

kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah fangga, dan
baatuan hukum.
Bidang Dukungan Teknis dan Konsultasi;
Bidang Dukungan Teknis dan Konsultasi mempunyai tupas

melaksanakan pemberian  dukungan
bimbingan  konsultasi,

teknis

komputer,
bimbingan penggalian potensi

Universitas Indonesia




36

perpajakan, pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data,
serta penyajian informasi perpajakan.

c.  Bidang Kerjasama, Pendataan, Penilaian, dan Pengenaan;
Bidang Kerjasama, Pendataan, Penilaian, dan Pengenaan
mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kerjasama
perpajakan, melaksanakan bimbingan pendataan dan
penilaian, serta bimbingan dan pemantavan pengenaan pajak.

d.  Bidang Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak;
Bidang Pemeriksaan, penyidikan dan Penagihan Pajak
mempunyai tugas melaksanakan  bimbingan  teknis
pemeriksaan dan penagihan pajak, pemantauan pemeriksaan
dan pcnagihan pajak, penclaahan hasil pelaksanaan pekerjaan
pejabat fungsional pemeriksa pajak, bantnan penagihan, serta
pelaksanaan administrasi penyidikan termasuk pemeriksaan
bukti permulaan tindak pidana di bidang
perpajakan.

e.  Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat;
Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat
mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pemantauan
penyuluhan dan pelayanan perpajakan, melaksanakan urusan
hubungan pelayanan masyarakat, serta melaksanakan
penyuluhan dan pelayanan perpajakan yang menjadi
tanggungjawab Kantor Wilayah.

f. Bidang Pengurangan, Keberatan, dan Banding;

Bidang Pengurangan, Keberatan, dan Banding mempunyai
tugas melaksanakan urusan penyelesaian keberatan,
pembetulan Ketetapan Pajak, pengurangan atau pembatalan
Ketetapan Pajak yang tidak benar, keberatan PBB dan
pengurangan BPHTB, pengurangan sanksi administrasi,

proses banding, proses gugatan, dan Peninjauan Kembali.
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Kelompok Jabatan Fungsional.
Kelompok jabatan fungsional, mempurnyai tugas melakukan
pemeriksaan Wajib Pajak atas kegiatan usabanya berdasarkan

peraturan perandang-undangan yang berlaku.

Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat

KPP Madya mempunyat tugas melaksanakan penyuluhae,

pelayanan, dan pengawssan Wajib Pajak di bidang Pajak
Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilal, Pajak Penjualan atas Barang
Mewsah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah

wewepangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, Dalam melaksangkan tugas fersebut, KPP Madya
menyelenggarskan fungst :

a.

=R e

-

pengumpulan, pencarian, dan pengolaban data, pengamatan
potensi perpaiakan, serta penydjian informasi perpagakan;
penetapan dan penerbitan produk hulum perpajakan;
pengadministrastan  dokumen dan  berkas perpajakan,
pencrimaan  dan  pengolahan Surat Pemberitahuan, serta
penerimaan surat lainnya;

penyuluhan perpajakan;

penatausahaan piotang pajak dan pelaksanasn penagihan
pajak;

pelaksanaan pemeriksaan pajak;

pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajih pajak;
nelaksanasn konsultasi perpajakan;

pelaksanaan ntensiftkasy;

pelaksanaan administrasi KPP Madya

Adapun susunan struktur organisasi KPP Madya Jakarta Pusat

sehagaimana pada Gambar 3.2, terdiri dari :
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Gambar 3.2
Strukter Organisasi KPP Madya Jakarta Pusat

KEPALA KANTOR

{ SUB Bagian Umum |

ek Seksd
Kf;:amtg:k Pengawasan Seksi Seksi Sekst pangolahan
Fungsional & Konsultasi § | Pemeriksasn Penagiban Pelsyanan Bata dorr

-tV informasi

Subbagian Umum, mempunyal tugas melakukan urusan
kepegawatan, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga.

Seksi Pengolahan Data dan Informasi, mempunyai tugss
melakukan penpwmpulan, pencarian, dan pengolahan data,
pengamatan  polensl  perpajakan,
perpaigkan, perekaman  dokumen perpajakan, pelavanan

penyajian  informasi
dukungan teknis komputer, pemantauvan aplikasi e-SPT dan ¢-
Filing, serta penyiapan laporan kinerja.

Seksi Pelayanan, mempunyai tugas melakukan penetapan dan
penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian
dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan
Surat  Pemberitahwan, dan  penerimaan  sorat  lsinnya,
penyuluhan  perpaiskan,
perpajakan.

Scksi Penagihan, mempunyal tugas melakukan wrusan

serta  melakukan  kerjasama

penatausahaan piviang pajak, penundaan dan angsuran
tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang
pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

Scksi Pemeriksaan, mempunyai tugas melakukan penyusunan
aturan

rencana  pemeriksaan, pengawasan  pelaksanaan

pemeriksaan, penerbitan dan penyalwran Surat Perintah
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Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan
lainnva.

f.  Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, Seksi Pengawasan dan
Konsultasi 11, Scksi Pengawasan dan Konsuitasi [, serta Seksi
Pengawasan dan Konsultasi IV, masing-masing mempunyai
tugas melakukan pepgawasan kepatuhan kewajiban perpajakan
Waijib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan
konsultagi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak,
analisis kinerja Wajib Pajak, melakukan rekonsiliasi data
Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, serta
melakukan evaluasi hasil banding.

g. Kelompok jebatan fungsional, mempunyat tugas melakukan
kepiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing
berdasarkan peraturan perundang-undangan vang berlaku.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama
KPP Pratzma mempunyat tugas hampir sama deogan KPP

Madya, vyaitu melaksanakan penyuinhan, pelayanan, dan

pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak

Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak

Tidak Langsung Lainnys, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea

Perolehan  Hak atas Tanah dan Bangunan dalam  wilayah

wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Namun beberapa fungsi dan tugas yang dilaksanakan KPP

Pratama, vaitu

a.  pengumpuian, pencarian dan pengolahan data, pengamatan
potensi  perpajakan, peayajlan informasi  perpajekan,
pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak

Bumi dan Bangunan;
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b.  pengadministrasian  dokumen dan berkes perpajakan,
penerimaan  dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta
penerimaan surat lainnya;

c.  pelaksanaan registrasi wajib pajak;
pelaksanaan ekstensifikasi;

e.  pelaksanaan administrasi KPP Pratama.

Dengan demikian ada beberapa perbedaan strukdur organisasi

KPP Pratamsa schagatmana pada Gambar 3.3 dengan KPP Madva,

yaitu :
CGambar 3.3
Strukior Organisasi KPP Pratama
KERALA KANTOR
o SUB Baglan Umum
i F o o Seksi Sekest -
Jabatar Eistensifikas] Pongawasan & i —-——
Fungsional. Pajak Konsuttastaay | | Pemerkeaan. Palayanan [ e

a.  Seksi Pengolshan Data dao Informasi, mempunyal tugas
meiskukan pengumpulan, pencanian, dan pengolahan data,
penyajian informasi  perpajakan, perckaman dokumen
perpajakan, urusan tata usgha penertmaasn  perpajakan,
pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Baogunan, pelayanan dukungan teknis
komputer, pemantavan aplikasi oSPT dan  ¢-Filing,
pelaksanzsan -SISMIOP dan SIG, sena penyiapan laporan
kineria.
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b.  Seksi Ekstensifikasi Perpajakan, mempunyai tugas melakukan
pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek
pajak., penilaian objek pajak dalam rangka ekstensifikasi.

3.3, Perbedaan Asntara KPP Telah Menerapkar Sistem Administrasi

Perpajakan Modcrn dengan KPP yang Beium Mecenerapkan.

Sejak reformasi admrinistrasi perpajakan pada tahun 2001, terdapat dua jenis

sistem administrast perpajakan yang diterapkan pada kantor-kantor pelayapan

pajak di Indonesia. Kantor pelayanan pajak yang sudah direformasi menerapkan

sistern administrasi perpajakan modern sedangkan yang belum masih

menerapkan sistem administrasi yang lama.

Ada beberapa alasan mengapa dilakukan modernisasi terhadapa sistem

administrasi perpajakan, diantaranya yaitu ;

1.

Sebelurn modermisiasi pelayanan perpajakan di suatu kantor dilakukan
beberapa sekst (berdasarkan jenis pajak) Hal ini mengskibatkan para
Wajib Pajak harus menemui beberapa seksi untuk meminta penjelasan
perihal kewajiban perpajakannya sehingga terkadang Wajib Pajak enggan
untuk bertanya dan melaporkan pajaknya dengan tidak benar.

Proses kerja yang dilakukan secara umum masik secara manual sehingpa
dalam menyelesaikan suate pekerjaan membutuhkan waktu vang cukup
lama.,

Organisasi di setiap unii kerja berbasis jenis pajak, sehingga terkesan
adanya dikotomi pelayanan antar jenis pajak schingpa pengeishuan
petugas pajak tidak berkembang, yaitu aparat pajak vang berada di seksi
PPN zkan memahami betul masalah PPN, tetapi tidak mengetahui sama
sckali masaiah PPh.

Sisters informasi yang diterapkan cenderung terbatas kepada kebutuhan
dan tidak ada integrntas informasi yang dapat dijadikan bahap uniuk
ckstensifikast dan intensifikasi dalam mengoptimalisasi penerimaan

pajak,
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Belum adanya standar perilaku pepgawai dan budaya kerja profesional
dalam melaksanakan tugas sehingga produktifitas pegawai masih harus
ditingkatkan lagi.

Dari beberapa alasan tersebut diatas dikembang konsep modernisasi

perpajakan, yaitu pelayanan prima, pengawasan insentif dan Good Governance,

Modernisasi administrasi yang akan dilakukan pada dasarnya meliputi :

1. Restrukturisasi organisasi, yaitu merubah struktor organisasi
berdasarkan fungst dan membuat scgmentasi Wajib Pajak yang
dikelola.

2. Penyempumnaan proses kerja melalui  pemanfaatan feknologi
komunikasi dan informasi yang sederhana, mudah dimengerti dan
efisien.

3. Penyempurnaan manajemen sumber daya manusia vang berbasis

kompetensi dan mengedepankan pelayanan prima kepada puoblik.

Dari ketipa dasar tersebut, pelaksanaan modernisas: memiliki tujuan, vaitu ;

1. Tercapamya tingkat kepatuhan pajak yang tinggi

2. Tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administzasi perpajakan
yang tinggl.

3. Tercapainya produkfifitas pegawal yang tinggi.

Prari konsep dasar dan tujean modernisasi administrasi perpajakan

tersebut diatas, ada beberapa faktor dan aspek vang membedakan sistem

administrast perpajakan sebelum dan sesudah modermisast, yaitu

1.

Strakfur dan Organisasi

Sebeium modernisasi organisasi dipisabkan berdasarkan jenis pajak, yaitu
saksi Tata Usaha, seksi PPh Badan, Seksi PPh Orang Pribadi dan Seksi
PPN serta seksi lainnya. Setelah modemnisasi organsisasi dipisabkan
berdasarkan fongsi, vaitu fungsi Pelayanan, fungsi Pengawasan dan
Konsultast {waskon) dan fungst lainnya. Selain itu sebelum modernisasi

dalan satu Kanwil terdini dari beberapa umit kerja, yaitu KPP, Karnikpa
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dan KPPBB. Sefelah modernisasi, ketiga unit kerja tersebut dilebur
menjadi satu unit kerja, yaitu KPP Pratama.

2.  Imformasi dan teknologi
Sebelum modemisasi proses kerja masth manual sehingga memerlukan
waktu lebth lama. Setelah modernisasi proses kerja berbasis komputer
dalam “Case management” sehingga proses kerja dapat lebih cepat dan
adanya e-SPT dan e-Regristration memberikan kemudahan bagt para
Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri sehagai wajib pajak dan melaporkan
pajaknya.

3. Pelayanan dan Pengawasan
Sebelum modernisasi pelayanan dan pengawasan dilaksanakan oleh
masing-masing seksi schingga membutubkan waktu dan btaya vang
cukup besar dalam melayani dan mengawasi seorang wajib pajak. Setelah
modernisasi pelayanan dan pengawasan setiap jenis pajek berada pada
satu fungsi, dimana setiap Wajib Pajak diawasi dan dilayani oleh seorang
Account Representative (AR). Selain Hu tersedia “complain center” yang
menerima masukan dari Wajib Pajak dalam memperbaiki dan menjaga
pelayanan yang baik bagi Wajib Pajak.

4.  Sumber Daya Manusia
Sebelum modemisasi para pegawai tidak terikat oleh kode etik dan bejum
ada pemberian insentif berbasis kinega. Setelah modemnisasi para
pegawal tenkat oleh kode etik dan pemberian remuncrasi yang lebih baik
berdasarkan kinerja serfa adanya pelatihan, mapping dan fit and profer
test bagi pegawai untuk lebih berkualitas,

34, Gambaran Umum KPP dengaa Sistems Administrasi Modern.
Dalam implementasinya KPP modem dibedakan menjadi figa jenis KPP yang

didasari oleh level dan jenis Wajib Pajak, lenis pajak yang dikelola, kegiatan
dan organisasi, wilayah keria dan konstribusinys terhadap penerimaan, yaitu ;

Universitas Indonesia

Analisa Pelaksanaan..., Aries Indra Kurniawan, FEB Ul, 2009



1. KPP Wajib Pajak Besar (LTO)
KPP ini mengelola Wajib Pajak skala besar secara nasional dengan jenis
badan dan terbatas jumlahnya. Di KPP ini tidak ada kegiatan
ckstensifikasi, karena jumiah Wajib Pajaknya sudah tetap sekitar 200300
Wajib Pajak vang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
Jika ada penambahan Wajib Pajak, sumbernya berasal dari seluruh KPP
secara nasional. Jenis pajak yang dikelola hanya PPh, PPN dan PPnBM
serta Bea Materai.

2. KPP Madya (MTO)
KPP ini mengelola Wajib Pajak besar jems badan dalam skala regional
{(lingkup Kantor Wilayah} dan terbatas jumlahnya. Seperti halnya KPP
LTO, KPP int tidak ada kegiatan ckstensifikasi. Jumlah Wajib Pajak
sudah ditelapkan berdasarkan Ketetapan Direktur Jenderal Pajak, vaitu
gekitar 200 -500 Wajib Pajak. Jika Waiib Pajak ini ditambah maka Wajib
Pajak diambil dari KPP dalam satu Kantor Wilayah. Jenis pajak vang
dikelola sama dengan KPP LTO, yaity hanya PPh, PPN dan PPnBM serta
Bea Materal.

3. KPP Pratama (§T0O)
KPP ini mengelola Waiib Pajak menengzh ke bawszh, yakni jenis WP
hadan diluar yang dikelola KPP LTO dan KPP Madya, ditambah Wajib
Pajak Orang Pribadi. Di KPP ini terdapat kegiatan ekstensifikasi Wajib
Pajak sehingga jumlahnya WP-nya dapat selalu bertambah. Jenis pajak
vang dikelola semuanys, yaitu PPh,PPN, PPnBM, Bea Materai, PBB dan
BPHTB. Kedudukan dan wilayah kerjanya lebih sempit, yaitu tingkai
kecamatan atau beberapa kelurzhan.
Berdasarkan level dan jenis Wajib Pajak, jents pajak yang dikelola,

kegiatan dan organisasi, wilayah kerja dan konstribusinya terhadap penerimaan

dari ketiga KPP memiliki perbedaan, tetapi berdasarkan sarana dan prasarana,

pola kerja dan pelayanan tidak berbeda. Adapun Keunggulan sarana dan
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prasarana, pola kerja dan pelayanan yang diberikan oleh KPP Modern, adalah

s¢bagai benkut:

zi

2.

Tempat Pelayanan Terpadu
Untuk meningkatkan pelayanan kepada Waiib Pajak, dibentuk pelayanan
terpadu di setiap KPP, Dinamakan pelayanan terpadu kareoa Wajib Pajak
dapat melaporkan atau menyerahkan berkas semua jenis perpajakan
perpajakan pads satu tempat, tidak terpisah-pisab menurut jenis pajak
(One Stop Service). Selain itu fempat pelayanan ini telah terintegrasi
sistem komputerisasi, sehingga mempermudah proses kerja dan dapat
mempermudah dalam proses pengawasan pelayanan kepada Wajib Pajak.
Account Representative
Salah satu cirl dari KPP Modern adalah adanya Account Representative
{AR). AR memiliki tugas penpawasan terhadap kewaiiban Wajib Pajak
dan memberikan penjelasan mengenai informasi yang dibutubkan oleh
Wajib Pajak terkait hak dan kewajiban perpajakannya. Selain itu AR
dapat menjadi jembatan ataw mediator antara Wajib Pajak dengan KPP.
AR juga harus melekukan pemutakhitan data Waib Pajak dengan
membuat profile tiap Wajib Pajak.
Complain Center dan Call Center
KPP Modemn memberikan pelayanan Complain Center kepada Wajib
Pajak vang digunakan untuk mepampung keluhan-keluhan Wajib Pajak
atas pelayanan vang tidak puas diberikan oleh KPP, Hal ini dibentuk
untuk menciptakan keterbukaan DIP dalam memperbaili pelayanan dan
pelaksanaan fugas.

Selain 1tu disediskan pula Call Center bagi para Waiib Pajak.
Sarana ini dapat digunakan oleh Wajib Pajak untuk memperolch

informasi prosedur, peraturan dan pelayanan perpajakan,
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4.  Website dan ¢-system perpajakan,
Setiap KPP Modern harus memiliki website, dimana website ind
digunakan untuk mempermudah masyarakat/Wajib  Pajak  dalem
mempercleh informasi dan pelayanan perpajakan.

Selain ity dengan berbasis teknologl sama dengan  website,
dikembangkan e-system perpajakan, yaitu ¢-Regristration dan e-8PT.
Masing-inasing ¢-system dikembangkan untuk memberikan kemudaban
pelayanan kepada Waitb Pajak. Adapun manfaat system tersebut, sebagat
bertkut

a) Sistern e-Registration dapat dipunakan untuk mendaflarkan dirl
sebagai  Wajib Pajak oleh masyarskat. Saranz ini  ontuk
mempemnwab dan mempercepat masyarakat dalam mendaftarkan
diri sebagai Wajib Pajak, dimana saja dan kapan saja.

b) Sistem e-SPT, merupakan sistern yang dapat dipunakan Wajib
Pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakannya. Dengan adanya
sistem ini Wajib Pajak dapat dengan mudah untuk melaporkan
kewajiban  perpajakannya  secara  tepat wakiu  dan  e-SPT
mempermudah Wajib Pajak dalam menghitung kewgjibannya
karena perhitungannya dibifung secara otomatis dan lengkap, Selain
e e-SPT bermantsat bagi KPP, vaitu efisionsi terhadap

penggunasn xerlas dan mempercepat proses perekaman basis data

perpajakan.

3.5, Kencana Keria Program Muoderaisasi Tahun 2006-2009
Sebagai konsekuensi dari program vang sifatnya berkesinambungan, rencana
kerjia program modernisasi perlu senantiasa disesuaikan dengan kondisi
maupun perkembangan organisasi, lingkengan, teknologi (informasi), sosial,
dan ekonomi yang terjadl. Perubahan yang terjadi tidak akan merubah spirit
atau jiwa modemisasi itu sendiri, tetapi lebih merupakan penyesuaian akan

adanya hambatan-hambatan yang tak ferelakkan ataupun tuntutan-tuntutan
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{(internal maupun eksternal} yang harus sepera dipenuhi. Adapun fokus kegiatan

wtarma program modernisasi untuk tahun 2006-2009 adalah -

I
2.
X
4.

Kelanjulan penerapan sistem Administrasi Perpajakan Modern
Pembentekan Data Processing Center

Pembentokan Call Center dan Complain Center

Pengembangan dan Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia

moderm.

151  Kelanjutan Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Rencana penerapan sistem administrasi perpajakan modern pada

seluruh kantor operasional pajak secara bertabap adalah sebagai
berikut :

. 2007 Modermsasi KPP Pratama pada sehuruh Kanwil
Jakarta dan Jawa Barat [ dan 111 {Jabodetabek)

= 2008 Modernisasi KPP Pratama pada selurnh Kanwil
Yawa, Bali, dan Swnatera (sefam Jabodetabek)

o 2009 Modernisast KPP Pratama pada seluroh Kanwil
Kalimantan, Sulawesi, Nusza Tengpara, Maluko
dan Papua

Dengan dibentuknys KPP Madya pada seluruh Kanwil, maka
diharapkan kontribusi penerimaan pajak dari kantor modern akan bisa

mencapai 90% dari penerimaan nasional
3.58.2. Pembentakan Datz Processing Cenfer (DPC)

Alasan atau keontangan dari Data Processing Center

Dengan sentralisasi perekaman data, pekeraan yang sama akan
dikerjakan oleh sata unit, sehingga akan lebih efektif dan efisien.
Akurasi dan konsistensi data dapat ditingkatkan.

KPP bisa lebik fokus pada pekerjaan melayani dan mengawasi WP,
Pelayanan secara keseluruhan bisa ditingkatkan.

Pengawasan bisa lebih efektif dengan adanya ketersediaan data

vang berkualitas, akurat, dan tepat wakéu.
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Disadari bahwa pembentukan Data Processing Center bukaniab suaiu
pekerjaan yang mudah. Sebagal piloi project, akan dibentuk 2 DPC
pada tahun 2006 dengan jadwal sebaga benkut -
a) Kanwal LTO, Kanwil DJP Jakarta Khusus, don Kanwil DIP
Jakarta Pusat pada bulan Juni 2006
b) Kanwil Jawa Bagian Timur I, II dan 1) pada bulan Desember
2006.
3.5.3. Pembentulan Call Center dag Complain Center
Call Center dan Complain Center adalah salah satu contoh dari program
modernisasi yang baru diformulasikan pada tahun 2005, atau belum
terpikirkan pada tabun 2004, Ide ini muncul pada pertengaban tahun !
2005 dan semakin mengkrigtal sefelah adanva studi banding ke dan i
Selandis Baru. Kemudian dibentukiah Call Center dan Complain 3
Center sebagai pilot project di Jakarta pada akhir 2006.
Alasan atan keuntungan dari Call Center dan Complain Center :
a) Masyarakat saat ini sangat mementingkan kepraktisan dan efisiensi
penggunaan telpon semakin menmegkat untuk wrusan bisnis.
b) Tanpa adanya Call Center, petugas pajak di kanfor operasional
banyak distbukkan menjawab telepon.
¢} Dengan sentralisasi penerimagan telepon, pekerjaan yang sama akan
dikerjakan oleh satu unit, schingga akan lebih efektif dan efisien.
d} Akurast dan konsistensi dapat ditingkatkan.
e) Pelayanan dan pengawasan secara kesehuruhan bisa ditingkatkan,
3 KPP bisa lebih fokus pada pekerjaan melayani den mengawast WP
{secara langsung).
g} Good governance dengan penanganan complaints,
Fungsi utama vang ditangani Call Center dan Camplain Center :
a) Pelavanan (konfinmasi, prosedur, peraturan, materi perpaiakan, dil)
b} Penanganan Complaint Wanb Pajak.
Bentuk dan pelaksanaan dan Call Center dan Complain Center :
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a} Sentralisasi pencrimaan complaint dan desentralisasi penanganan
complaint.

b} Penggunaan toll free number.

¢} Dilengkapi dengan Complaint Management Service,

Pengembangan dau Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia

meadern

Modemisasi administrasi perpajakan sejach ini masih berkutat pada

perubahan pada aspek organisasi, sistemn dan prosedor, sarana dan

prasarana. Salah satu komponen terpenting, vaitu aspsk sumber daya

manugia, baru sedikit icrsenteh reformasi. Sccarm lebth spesifik,

reformasi manajemen sumber daya manusia baru meliputi 3 aspek :

- Adanya fit and proper tesi, yaitu hanya pegawai dengan kualifikasi
fertentu yang dapat bertugas pada kantor modern

- Penerapan kode etik secara tegas dan konsisten

- Pemberian tupjangan khusus (Remunerasi) yang lebilh besar
dibandingkan remunerasi standar pegawai sebelumnya,

Seglain itv kebutuban SDM dalam rangka pelaksangan modemisasi
juga meningkat, sebagairana dilthat pada Tabel 3.3.

Kebuwhan SDM  sangat besar tentunya harus  diimbangi
produktifitas dan kinerja vang baik. Saat ini produktivitas atau kinerja
para pegawai belum teruker secara baik. Hubungan antara kinega
pegawat dan sistems kompensasi belum ada. Demikinn juga halnya
dengan sistern mutast dan promost yang belum sepenubnys dikaitkan
dengan kinega stsupun prestasi pegawal. Untuk melakukan hal itu
semua, dibutuhkan perombakan besar-besaran di bidang manajemen

sumber daya manusia.
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Tabel 3.3
Kebutuhan Pegawai Pelaksanaan Moderaisasi
Tahun 2005 - 2009

Awal 2006 , Y - e
-Tahun 2008wMid .00 o n e b 0 (@223 . 29,416
Tahun 2005 - End e o, {3) 28,4213
Jabua 2008, L onl N s TR e 843Y] - 40,364
Tahuyn 2007 o _ 265 30,078
STahua 2008 vy o ool Pl (30863, 88186
Tahun 2008 (1,230)] ' 34,374
N R SRR AR < 75 £ 71) ] S

Langkah pertama vasg harus dilakakan adalah job classification,
termasulk di dalamnya job description dan job expectation untuk sekuruh
jenis pekerjaan yang ada, baik ity 4i kantor pusst, maupun di kantor
wilayah dan kantor pelayanan.

Langkah selanjutnya adalab penentuan standar kirega, afau
baseling, unink masing-masing jenis pekerjaan. Jika semua ini telah
tersedia, maka pengukuran kinerja untuk individual, atau masing-masing
pegawai, f{elah bisa dilskukan. Sebagaimana telah diuraikan
sebelumnya, kineria pegawai nantinya juga akan ditentukan oleh kinerja
unit kenia pegawat yang bersangkutan.

Langkah terakhir acalabh pengkaitan vang jelas amtara kinefa
pegawai dengan sistem kompensasi sedemikian rupa sehingga ada
pembedaan perlakukan dalam hal pemberian reward bagi pepawai
dengas produktivitas vang lebih baik., Reward ini harus terwakili baik
dalam bentuk vang (gaji pokok, tunjangan, dil) maupun dalam bentuk
lainnya, misainya jenjang karir yang lebih jelas, dalam hal ini sistem
mutasi dan promosi yang lebih transparan dan jelas.
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BAB IV
METODOLOGI PENELITIAN

4.1. Kerangka Pemikiran
Penelitian ini digunakan untuk menilai pengaruh reformasi administrasi

perpaiakan berdasarkan penelitian sebelumnya. Adapun hasil penelitian

sehelumnya adalah schagat benikut

f.

Peoelitian yang dilakukan Tunjung pada tahun 2004 dengan objek
penelitian KPP Wajib Pajak Besar (LTO). Dan hasii penelitiannya
meogenai efcktifitas dan efisiensi terbentuk KPP LTO diperoleh
kesimpulan babwa KPP LT0), sebagai pilot project KPP modern,
dalam pelaksanaannya selama periode 2002 — 2003 dinilai cukup
efektif untuk dilanjutkan kepada KPP lainnya. Hal ini di lihat dari segi
struktur organisasi, prosedur orgamisasi, strategi organpisasi, budsya
organisast dan kepussan Wailb Paiak. Selain itu hasit peselitian
tersebut menyebutkan bahwa pembentukkas KPP LTO efektif
meningkatkan  pertumbuhan  peneriinaan  pajak  dan  mendorong
penerapan pood governgnce serta menuliki efisiensi yang cukup
tinggi. Tetapt pembentukan KPP LTO dmnilal belum cukup efektif
meningkatkan  kepatuhen perpajakan dan  merealisasikan  target
penerimaan pajak XPP  tersebut karena lingkat kepatuban dan
pencapaian iarget penerimaan belum mencapai 100%.

Penclitian lainnya dilakukan oleh Sofyan tahun 2005 dengan objek
penelitian yang sama, vaiu KPP LTO. Dan hasil penelitiannya ada
pengaruh  positip  dan  signifikan  antara faktor-fakior struktur

organisasi, prosedur organisasi, strategi orgamisast dan budaya

-arganisasi dalam modernisasi terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Irawaty tahun 2007, Obyek
penelitian vang dilaknkannya adalah selurah KPP di Indonesia pericde
tahun 2006, Metode penclitian iy berbeda dengan dua penclitian
sebefumnyva diatas, Penelitian ini bertujuan melihat efisiensi biaya

pelakeansan  reformast administrasi pajak dengan menggunakan
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metode analistik Stochastic Frontier dan Cost-to-Yield raiio. Dari
penelitian yang dilakukan diperoleh hasil, yaitn Secara keseluruhan
KPP di Indonesia memiliki efisienst yang tinggi. Tetapi secara rata-
rata KPP yang memiliki tingkat efisiensi cukup tinggi dipengarehi
reformasi administrasi perpajakan jika dilihat metode Cost-to-Yield
ratio. Namun jika dilihat dari metode Stochastic Frontier disimpulkan
tidak ada perbedaan antara KPP modern dengan tidak modermn dalam
pengelolaan biaya,

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang tersebut diatas, dapat
disimpulkan dengan berbagal macam obyek, periode tahun penelitian dan
metode vang digunakan memberikan bast! penelitian yang hampir sama,
vaitu reformasi adminisirasi  paiak memberikan pengaruh  terhadap
kepatuban dan efisiensi biaya.

Cleh karena itu penelitian ini dilakukan juga untuk melthat pengaruh
reformasi administrasi perpajakan terhadap realisasi penenimaan pajak
dengan menggunakan obick penelitian, periode dan metode berbeds
berdasarkan penelitian sebelumnya.

Ruang Lingkup Penclitian
Dalam penelitian ini, ada dua analisa yang dilakukan, yaitu analisa vertikal
dan horizontsl (Gambar 4.1). Dengan demikian ada dua ruang lingkup yang
ada dalam peaelilian inh.
1. Dalam gnalisa vertikal, penelitian ini mencakup deskripsi data, uj!
beda dun rogresi atas variabel-variabel dalam penelitian ini pada
Kantor Kelavanan Pajak (KPP) di Kantor Wilayah (Kanwil)
Jakarta Pusat tahun 2003-2006. Dimana periode tahun 2003-2004
digunakan sebagai data KPP di Kanwil NP Jakarta Pusat sebelum
dilaksanakan modernisasi dan periode tahun 20035-2006 digunakan
sebagai data seielah modernisasi sebagaimana tujuan dari
penelitian ini.
2. Dalam analisa horizonial, penelitian ini juga mencakup deskripsi

data, uii beda dan regresi atas variabel-variabel penelitian ini pada
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KPP &i Kanwil Jakarls selurubnya periode tahun 2005-2006.
Pengambilan  periode tahun ini  berdasarkan pelsksanaan
modernisasi pada KPP di Kanwil DJP Jakarta Pusat telah
dilaksanakan secara menyecluruh, sedangkan Kanwil DIP Jakarta
lainnys belum melaksanakannya.

Gambar 4.1
Flowchart Ruang Lingkup Penelitian

Kebijakan Reformasi Administrasi Perpajakan Pada
Kanwit DIP Jskarta Pusat Periode 20885 -2006

—1  Analisa Vertikal -1 Analisa Horizontal
” peskriptif 2 Deskriptif
Daba Pata
- Ui Beda » U3l Beda
- Regrest P Ragresi

4.3. Model dalam penelitian
Berdasarkan hasil penclitian-penelitian terdahulu vang dilekukan oleh
Irawaty (2007), model yang digunakan dalam penelitian ini adalah;

Real = f; + f Patuh+ 3,Bi _POW + §,Bi _ Brg +¢&, [4.1]

dimana:

I = ipdeks untuk KPP di Kanwil

T = indeks untuk wakiu

Real = Realisasi pencrimaan pajak tiap KPP

Patuh = Perbandingan SPT yang dilapor dengan Jumlah WP

Bt Ppw = Rasio Belanja Pegawai terhadap total belanja Tiap KPP

Bi Brg = Rasio Belanja barang terhadap total belanja Tiap KPP

Definist variable vang digunakan pada penelitian ini, sebagal berikut:

1.

Real adalah reahsasi total penerimaan pajak untuk Kantor
Pelayanan Pajak (KPP). Variabel ini merupakan faktor wtama
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dalam model vang akan diukur. Realisasi total penerimaan pajak
terdiri dari beberaps jonis penerimaan pajak, yaitu Pajak
Penghasilan {PPh) non migas, PPh migas, Pajak Pertambahan
Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak lainnya.
Supaya ada kesamaan (homogenitas) antara obyek penelitian
yang satu dengan vang lain maka realisasi total penerimaan pajak
terdiri dari Pajak  Peoghbasilan (PPh} non  migas, Pajak
Pertambahan Nilai (PPN} dan Pajek lainnya. Perbedasn ini
disebabkan adanya penerapan sistem administrasi pada obyek
penelitian.

Patuh adalah variabel kepatuhan Wanb Patak menggunakarn rasio
jumiah lembar SPT Tahunan yang telah dilaporkan terhadap
jumiah Wajib Pajak yang terdafiar. Ukuran yang digunakan
varizhe! kepatuhan ini adalab kuantitatif dan formal. Hal ind
disehabkan untuk mendapatkan ukuran secara kualitatif dan
material tidak dapat dilakukan karena keterbatesan data vang
diperoleh. Tujuan drgunakan varizbel ini dalam model adalah
melihat pengaruhnya terhadap realisasi total penerimaan pajak.

Bi PGW adaizh varibel belanja pepawal menggunakan rasio
belania pegawal terhadap total belanja setiap KPP. Total belanja
pegawai setiap KPP berbeda discbabkan strata jabatan, pangkat
dan golongan pegaviai seria jumlah pegawai. Uniuk menghasilkan
estimasi yang lebih akurat biaya gajl digunekan rata-rata
tertimbang biaya gaji dikaiikan jumlbah pegawai, tetapi hal
merupakan  keterbatasan dalam penulisan ini karena tidak
tersedianya  data  tersebut  schingga Kondisi inl  menjadi
keterbatasan interprestasi hasil estimasi.

Bi Brg adalah variabel belanja bareng menggunakan resio
belanja barang terhadap total belanja setiap KPP, Selain biaya
gaji, biaya yang dikelnarkan KPP meliputi biaya belanja barang
dan biaya belanja modal. Total biaya belanja barang adalah
jumlah biaya yang diguoskan dalam belanja opecasional atau
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administrasi kantor, seperti bizya surat menyurat, biaya ceiak, alat
tlis kantor, bahan bakar, daysfenergl dan jasa serta material
lainnya. Sedangkan tolal biaya belanja modal merupakan tota
biaya yang dikelvarkar dalam aktiva tetap, seperfi tenah,
peralatan dan mesin dan belanja fisik lainnya. Dalam model im
totsl  biaya modal tdek  diperhitungkan karena adanye
keterbatasan dalam penilaian/rekapifulast akfiva tetap, schingps
hanya memasukkan biaya beianja barang. Kaitan kedua biava,
biaya paji dan biaya barang, berkaitan dengan biaya pengumpuian
paiak (Cost of tax collection) terhadap penerimaan pajak.
Dengan mengetahui variabel model tersebut diatas, maka tanda dan
arah koefisien hasil estimasi yang diharapkan dalam penelitian adalah

sebagal berikut .
Tabel 4.1,
Tanda arah koefisien hasil estimasi vang dikarapkan
Variabel independen Tanda Arah koefisien
Patuh +
Bi PGw +
Bi Brg +

Hal lain vang perlu diperhatikan dalam penclitian ini adalgh adanya
keterbatasan data yang dapat diperoleh dan belum  diperhitungkannya
konstribusi beberapa unit kantor Juin yang memiliki peranan dalam proses
administrasi perpajakan terhadap realisasi penenimaan pajak KPP lainnya,
seperit Karikpa, Kanwil dan KPP-PBB. Hal ini discbabkan sulitnva
menghitung besarnya proporsi dan konstribust unit kantor-kantor tersebut
techadap KPP lainnya schingga diasumsikan bahwa konstribusi dan
penganzh relatif sama besar terhadap KPP lainnya.

Data dan Sumber Data
Data vang digunakan adalah data sckunder dari 44 Kantor Pelayanan Pajak.
Sumber data untuk masing-masing variabe] adalah scbagai berikut ;
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Tabel 4.2, Data dan Sumber Data

Variabel independen Satuan Sumber
SPT FPh Badan dan Orang Lembar Direktorat lenderal Pajak
Pribadi
WP PPh Badan dan Orang | Orang/badan | Direktorat Jenderal Pajak
Pribadi Usaha
Biaya Gan dan Biaya Barang Rupiah Direktorat Jenderal Pajak
Tiap KPP

4.5, Metode Estimuasi Ekonometri Daia Panel

Metode vang digunskan dalam peneliian ipi adalah panel dala. Regresi

panel data adalah regrest yang menggunakan gabungan data cross section

dan #Hime series. Pengolahan dengan menggunakan panel data memberikan

beberapa keuntungan diantaranya :'*

1

Data dapat lebih bersifat heterogen dan mikeo karena cross
section.

Kombinasi antara cross section dan fime series, panel data akan
lebib informatif, bervariasi, menghasilkan kolinieritag yang rendah
antar variabel, derajat kebebasan yang lebib besar, dan lebih

efisien.

3. Data panel lebih cocok untuk mencliti perubahan dinamis.

Panel data dapat mendeteksi dan menghitung dampak lebih baik
daripada fime serfes raurni atau oross section mumi

Panel data lebih bisa digunakan untuk menelili perilaky yang lebih
kompleks daripada time series murni atau cross section murmi.
Dengan data yang sangat banyak akan meminimatkan bias yang
mungkin  terjadi jika kita mengagregatkan individu atau
perusahaan manjadi agregat yang lebih juas,

% Nacrowi dan Usman, "Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangarn”, FEUI2008
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4.5.1. Pemilihan model
Estimasi panel data dapat dilakukan dengan pendekatan Fixed Effect

maupun Random Effect, vang diuraikan sebagai berikut:'’

I

a.

Fixed Effect

Semua koefisien konstan sepanjang waktu dan individu,

Model mengasumsikan bahwa intersep dan koefisien slope konstan
sepanjang waktu dan individu, dan error term menjelaskan perbedaan
intersep dan kogfisien slope sepanjang waktu dan individu tersebut.
Regresi dilakukan dengan mengkombinasikan data fime series dan
cross section (pooled). Estimasi yang dilakukan yaitu dengan regresi
Ordinary Least Sguare (OLS). Cara ini disebut pooled regression atau
common c¢ffect. Dengan demikian, dalam model inl tidak ada efek
individu,

Koefisien slope koastan tetapi intersep bervariasi sepanjang individo
Model yang menpasumsikan adanya perbedaan intersep sepanjang
individu ini dikenal sebagei model regresi fixed effect. Istilah fixed
effect berasal dari kenyataan bahwa meskipun intorsep berbeda
sepaniang individu, pamun masing-masiog imntersep individu tidak
bervariasi atau fetap sepanjang waktu (time invariant). Selain it
mode] juga mengasumsikan bahwa koefisien slope konstan sepanjang
wakiu dan individu, Estimasi yang dilakukan yaite dengan feknik
variabel dummy untuk individa. Selanjulaya, karenz penggunaan
dummy untuk estimasi fixed effect itu, maka literatur menyebutoya
teknik Least Square Dummy Veriables (LSDV). Dengan demikian
dalam model inl ada efek individu,

Software Eviews 5.1 telah menyediakan program estimasi model data
panel dengan teknik fixed effect tersebut. Dalam persamaan umom:

Y,=8,+8,X, +BX, + 1, [4.21

dimana: 1 menyatakan individual ke

7 Widarjono, Agus,”Ekanometrika, Tesd gan Aplikasi edisi 27, tkonisia,Yogyakarta: 2607
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t menyatakan waktu ket
Pada perkembangamnya, dapat pula memasukkan unsur fime effect,
schigga intersep individu tidak konstan lagi sepanjang waktu
Pengarch time effect ity dihitung dengan menambahkan variabel
durnny untuk waktu,
Random Effect
Metede panel data dengan pendekatan fixed effect di atas mempunyai
masalah dalam bal degree of freedom jika ada banyak individu dalam
regresi. Pertanyaan yang timbul adalab jika variabel dummy
menunjukkan  kelurgngan pengetahuan terfang model  yangS
sebenarnya, mengapa tidak menyatakan ketidaktabuan tersebut
melabu disturbance ferm y,,. Oleh karena itulah dikenal metode panel
data dengan pendekatan random effect.
ide dasar diawali dengan persamaan [4.2] distas dengan B, tidak

diasurnsikan tetap, tetapi B, digsumsikan variabel random dengan

nilai rata-rata B, (tidak ada indeks ) dan nilai intersep untuk individu
dinyatakan: g, =f +¢,;1 = 1, 2,..N, dimana: £, adalah random
error term, dengan nilai rata-rata nol dan varience o’.

Berdasarkan asumosi umum dalam random effect tersebut, Mmdividual
errar component tidak berkorelasi saln sama lain dan  tidak
gutokorelasi antar ¢ross section maupun tine series, Perbedaan antara
fixed effect dengan randum effect adalah pada fixed effect masing-
masing cross sectioral unit mempunyai nilai intersep sendin yang
tetap, sedangkan pada rawdom effect intersep f, menyatakan nilai
rata-rata semua intersep cross sectional unit dan error component g,
menyataken deviasi (random) dari intersep individu terhadap nilad
rata-rata tadl. £, tidak secara langsung dapat diobservasi, dan &,
dikenal juga sebagai wnohservable atau latent variable.

Berdasarkan koefisien korelasi didapat dua hal yaitu: (i) untuk suam

eross sectional unit tertenty, nilal korelasi antara error term pada dua
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titik waktu yang berbeda tetap sama tanpa mempedulikan seberapa
jaub jarak dua periode waktu tersebut. Hal ini berbeda dengan skema
first-order [AR(1}], dimana korelasi antara dua periode menuron
terhadap waktu; (ii) struktur korelasi tersebut sama untuk semua ¢ross
sectional unit atau identik untuk semua individu. Dalam hal ini, jika
sirukiur korelasi tersebut tidak diperhitungkan dam mengestimasi
dengan OLS, maka hasil estimasi tidak efisien. Oleh karena i,
metode estimasi yang digunakan untuk random gffecs adalah
Generalized Least Square (GLS}.

Jika metode estimasi menggunakan OLS, maka ada beberapa asumst
dasar yang harus dipenuhi agar parameter hasi estimast bersifut Best
Linear Unbiases Estimator (BLUE). Best jika memaliki variance
terkecil, linier jika linier dalam parameter dan unbigsed jika nilai rata-

rata £ estimasi harus mendekatt atan sama dengan ailai 8

sesunggubnya. Asumsi dasar dimaksud adalah:

1. Model regrest linier, yaitu linier dalam parameter

2.  Variabel penjelas diasumsikan ronstochastic  (nonrandom),
sehingga nifai suatu varisbel penielas tetap pada pengambilan
samnpel vang diulang.
Condiitonal mean value dan disturbance adalah nol

4.  Homokedastis, vaitu variance dari disturbance sama atau tidak
bervariasi untuk semua observasi
Tidak ada antokorelsi antar disturbance

6.  Covariance antara disturbance dan variabel penjelas adalah nol,
dengan maksud disturbance dan  variabel penjelss tidak
berkorelast

7. lumiah observasi harus lebih besar daripada jumiah parameter
yang diestimasi

8.  Adanya variasi dari nilal suatu variabel penjelas, maksudnya
nilai variabel penielas dalam sampel tertentu scharusnya tidak

SEINUd sama
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9.  Spesifikasi model regresi sudah benar, maksudnya tidak ada
masalah spesification bias atau spesification error
10. Tidak ada perfect mudtikolinieritus, roaksudnya tidak ada
hubungan linier yang sempurna diantarg variabel penjelas satu
dengan lainnya.
Parameter hasil estimasi yanp balk mempunyai sifat efisien dan
konsisten. Parameter hasil estiroasi dikatakan efisien jika parameter
tersebut miremum variasce wabiased. Sedangkan paramefer hasil
estimasi dikatakan konsisten, jika ketika jumlah sampel meningkat
hingga mendekati batas limit, parametfer iu konvergen terhadap nilai
populasi sesunggehnya atau dengan kata lain nilai parameter tersebut
mendekatt nilal populasi sesunggubnya. Pengujian atas asumsi yang
digunagkan dilakukan pada tiga asumsi yaste wi multikolinieritas, ui
autokorehasi, dan uji heterokedastisitas.

4.5.2. Pengajian Medel
4.5.2. 1. Uji pemiliban model

1.

Uil F
Uit F digunakan untuk melihat apakal ada pengaruh efek individa atau
tidak di dalam model. Nilai F statistik adalab sebagat berikut:

o (BSS, ~ RSS,)Im

T {RSS) (n-K) 14.3]

dimana;

RSS, = sum square residuzl dan hasil estimasi common
effect, no weight

RSS;, = sum square residual dart hasil ostimasi (ixed
effect, no weight

M = jumlah restriksi

N =  jumlah observasi (NT)

T = jumiah data waktu atau time series

k* = jumiah parameter dalam model fixed effect, yaity

jurplah individu (N)  ditembah jumlah variabel
penjelas (&}, maka n-k’ sama dengan [NT-{N+k]}],
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ii

&1
dan juga sama dengan (NT-N-k}

Uji Hausman
1Jji Hausman adalab 1ji untuk memilih antara model random effect

dan fixed effect. Pertimbangan utama dalam memilih random effect
atau fived effect adalah apakah mnobserved effect {¢,) dan variabel
penjelas ( x, } berkorelasi atau tidak. Fixed effect konsisten jika ¢, dan
x, berkorelasi, sedanpkan random effect tidak konsisten jika ¢, dan
x, berkorelasi (Wooldridge,2002). Seperti balnya dalam Gujarati
(2003), bahwa jika diasumsikan wunobservable variable (£} dan
variabel peniclas tidak berkorelasi maka random effect lebih tepat
digimakan. Sedangkan jika £, dan variabel penjelas berkorelasi, maka
fixed effect lebih tepat digunakan.

Tes untuk memilih antara model random effect dan fived effect vaitu

tes yang dikembangkan Hausman (1978} vang dikenal dengan
Haunsman Tes. Nita Hausman statistik adalah sebagai berikut ¢

H=(c~04 VA var ({04 )- A var (o, )]“t((rl’“ﬁ = gy} [4.4]

T statistik dari Tes Housman im mempunyai distribusi asimtotik chi-
square (¢°). Hipotesis nol pada Tes Hausman yaitu estimator fixed
effect dan random effect Hdsk berbeda secara substansial. Jike
Hausman statistik > chi-sguare () tabel,  maka HO difolak.
Kesimpulannya adalah random effect tidak tepat digunakan, schingga
lebih baik menggunakan fixed effecr. Pada Eviews 5.1 Hausman
statistik diperoleh dengan estimast cross yection random, kemudian
view-fixed/random ceffect ltesting-correlated random effect-Hausman
fest.
Uit asumsi OLS
Uiji Multikolinieritas
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Uji multikclinieritas merupakan salah satu uji asums: dasar, Uil
multikolinteritas dapat dilakukan salah satunya dengan melihat nilai
variauee inflating factor (VIF). Menurut Gujarati (2003), rule of fumb
untuk VIF yaitu: jika nilai VIF dari svate variabel melebihi 10, maka
variabel tersebut berkolinieritas tinggi, atau dengan kata lain terdapat
korelasi vang tinggl antara suatu variabel penjelas dengan satu atau
lebih variabel penjelas lsinnya, Dengan demikian, jika nilai VIF > 10
maka model terindikasi masalah multikolinieritas.

Uii Langrange Muldiplier {Uii LM)

Uin LM  digunakan untuk menguil  apskah fterjadi  masalah
heterckedastisitas atau tidak pada estimast fixed ¢ffect.

Hipotesa dalam tes ini adajah :

HO : Homokedastis

H1 ; Heterokedastis

Nilai LM statistik adalah sebagai berikut :

z

Iy 2
- 28
LM =] )
2
o
dimana:
T = jumlah data waktu atau time series
ot = variarice residual persamaan ke-1 pada kondisi

persamaan vang lebih restriksi (homokedastis),
melalui eviews didapatkan dari residual covariance
matrix setiap persamaan {dari hasii estimasi fixed
effect, no waight}

ot = sum sguare residual persamaan sistem pada koundisi
persamaan lebib restriksi (darl hasil estimasi fixed
gffect, no weight

Nilai chi-square tabel (v tabel) menggunakan degree of freedom

sebesar N-1, dimana N adalah jumiah individu atau crosy section,

serta level signifikansi (@} sebesar 10%, 5%,1%. Hipotesis nol pada
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aji LM adalab o’f’mo*z , b= l.,n, yallu varignce  samg
(homokedastis). Jika nilal LM > nilai chi-square tabel (¢ tabel), maka
HO ditelak, hal ini berarti ada masalah heterokedastisas. Estimator
vang lebih baik unhik keadaan tesebut adalah menggunakan prosedur
cross section weights dan/atau dengan opsi white cross section.

Uji Autokerelasi

Secara harfiah autokorelasi berarti adanya korelast antara anggota
observasi saty dengan yang lainnya terjad: jika ada koselasi antara
anggota observasi dengan observas: lain yang berlainan waktu, Dalam
kaitannva <engan asumsi meiode OLS, autokorelasi merupakan
korelasi antara satu venabel gangguan denpgan variabel gangguan lain,
Sedangkan salah satu asumsi penting metode OLS berkaitan dengan
variabel ganggean adalah tidak adanya bubungan antara variasbel
gangeuan satu dengan variabel gangguan lain.

Menarat Gujarati, wi aulokorelasi dapat dilakukan  dengan
membandingkan nilal statistik Durbin Watson vang dibitung dengan
nilal batas atas {dU) dan nilai batas bawah (d1.0 darl tabel Durbin
Watson. Sclang kepercayaan yang didapat dari hasil pengujian
mencakup 5 dacrah yaite: (1) antera O dan dl., menuniukkan ada
autokorelasi posifif; {2} antara di dan dU, menunjukkan fidak ada
keputusan; (3} antara dU dan 4-dU, menunjukkan tidek ada
autokorelasi; {(4) antara 4-dU dan 4-dL, menunjukkan tidak ada
keputusan; (5) antara 4-dl. dan 4 menunjukkan sda autokorelasi
negatif, Autokorelasi akan menyebabkan kocfisicn estimasi dalam
model menjadi tidak konsisten dan tidak bias, tetapl mempunyai
variance vang besar, schingga penafsiran tidak efisien. Salah satu cara
untuk mengatasi amokorelasi yang disarankan Gujarati adalah dengan

penambahan AR{1} dalam cstimasi persamaan model.
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BABY
HASIL EMPIRIS DAN ANALISIS

Bab hasil empiris dan analisis ini berisi analisis hasil dan pembahasan berdasarkan
langkah-langkah  metodologi penclitian dalam  menjawab  pertanyaan  dari
permasalaban penelitian ini. Dalam bab im akan membahas implikasi pelaksanaan
kebijakan modemisasi administrasi perpajakan pada Kanwil DIP Jakarta Pusat,
melalui dua analisis, yaitu analisis vertikal dan analisis horizontal terbadap realisasi
penerimaan pajak, tingkat kepatuhan Wab Pajak dan belanja pegawai serts belanja
barang. Secara garis besar bab inl terdiri dari pengujian model, hasil estimasi dan

pembahasan sesuai dengan teort dan studi Hteratur serta penclitian terdabubn

8.1, Analiss Vertikal Pelaksanaan Kebijakan

Dalam analisa ini dilakuken bertwjuan untuk menjawab pertanyaan dari
permasalaban dalam penelitian ini mengenal pengaruh pelaksanaan kebijakan
modernisasi administrasi perpajakan pada Kanwil DJP Jakarta Pusat terhadap
variabel-variabel dalam penclitian ini. Analisa vertikal ini dilekukan dengan
membandingkan KPP pada Kanwil DIP  Jakarta Pusat schelum  dan
melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yaitu modernisasi
administrasi perpajakan.

Cara dan metode vang digunakan dalam  analisa ini  adalah
mendeskripsikan data variabel-variabel, yaitu realisasi penerimaan pajak,
kepatuhan Wajih Paiak dan biaya pengumpulan paisk (Tax Collecton Cost)
sebelum dan sesudah pelaksanaan kebijakan terscbut. Kemudian melakukan Uji
Beda untuk melihat pengarvh implikasi kebijakan terhadap variabel-variabel
dalam penelitian serta melakukan regresi untuk mengetabur hubungan dan
pengaruh antar variabel-variabel dalam penelitian ini.

Namun schelum melakukan cara dan metode dalam penelitian ini, peneliti
melakukan penyesuaian terhadsp data-data yang akan dianalisa. Hal ini
disehabkan adanya perbedaan jumiah KPP pada Kanwil 1MP Jakarta Pusat
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antara sebelum dan sesudah pelaksanaan modernisasi. Perbedaan jumlah KPP
terschut  discbabkan adanya pemecahan wilayah kera, yaitu sebelum
modernisasi dua wilayah kerja  diawasi oleh satu KPP kemudian setelah
modernisasi dua wilayah kerja tersebut diawasi menjadi dua KPP, dimana KPP
tersebut membawahi masing-masing satu wilayah keria. Oleh karena iu untuk
iebih melihat pengaruh modemisasi maka peneliti melakukan penyesuaian data-
data KPP-KPP tersebut menyesuaikan dengan format KPP sebelum
modernisasi. Namuon demikian ada satu KPP yang terbentuk akibat modernisasi
tidak dapat disesuaikan, yaitu KPP Madya Jakarta Pusat. Hal ini disebabkan
peneliti tidak dapat memperoleh secara detail data-data Waith Pajak KPP ind
untuk dikembalikan ke KPP sebelummya sehingpga KPP ind dikeluarkan dalam
penelitian ini tetapi keberadaan tidak diabatkan.

5.1.1, Deskriptif Data
Deskriptif data merupakan langkah awal dalam penelitien ini. Tujuan dari
deskriptif data adalah merangkum data-data atas variabel-variabel dalam
penchitian berdasarkan nilai statistik, yailu jumish total (sum}, nilat rata-rata
(Mean), nkuran dispersi (std.Deviation), nilsi tengah (Median) dan jumiah
observasi, Nilai-nilai statistik tersebut nantinya akan berguna untuk langkah
selanjutnya dalam penelitian ini.

Sebelam melakukan uji beda akan disajikan deskriptif data statistik dari
vaniabel-variabel yang digunakan dalam analisis, terlihat pada Tabst 5.1, Dari
Tabel 8.1 ada empat faktor yang dapat digambarkan berdasarkan sistem
administrasi kantor sesuai dengan maksud dan fujuan peaelitian ind. Gambaran
vang didapat dart Tabel tersebut adalah sebagat berikut ;

1. Realisasi Pencrimaan Pajak.
Faktor ini dapat digambarkaa melalui vadebel Real. Berdasarkan Tabel
5.1, realisasi penerimaan pajak Kanwil DIP Jakarta Pasat dikelompokkan

menjadi dua bagian, yaitu realisasi penerimsan pajek sebelum
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modernisasi, yaitu talhun 2003 dengan tahun 2004, dan realisasi

penerimaan pajek setelah modernisasi, yaitu tahun 2005 dan tahun 2006.

Tabel 5.1
Deskriptif Data Statistik Variabel
Kanwit DIP Jakarta Pusat

Tahun 2603-2006

I Batam milyar

ﬁahun modern real’ patuht | Bi pgw | Bi_brg
2002 nonModem  Sum By 53759
WMean ap 488,72 37.85% S6.60% 43,20%
Median Rp 319,79 28.07% 66,90% 43,10%
Std, Deviation Rp 279,28 14.56% §.065% 5,08%
N 11 11 1 11
2004 nonModems . Sun Rp 7.69565
Mean R 690,51 I % A7 4% 30,84%
Madian Mz B71.50 32.18% 54, TE, 34,37%
i, Deviglion fip 377 84 11,77% 20.536% 14.40%
N 11 31 11 11
25 modem Sum Hp §,203 88
Moan Hp 57272 30.75% 854.25% 28 87%
Mahian Ry 455,40 28.50% 87.08% 31,25%
S, Dovistion Rp 210,83 8,16% 13.86% 8,81%
N 11 11 1 11
2006 modem By 2o 8.540,37
Meay Hp 730,84 31,38% 65.88% 25,57%
Mediars Rp £55,06 28, 14% 69,01% 2581%
Btd. Deviation Rp 406,01 8.41% 13,05% 4.77%
N 11 11 11 11
Total  nonMaodem  Sum Rt 12.971 57
Bean Ry SE9.67 36,48% 51.57% a7.02%
Sedian 2373 567,98 A2.08% E8.58% 49,37%
St Davialion Rp 340,27 12.73% 1530% 10,66%
N 22 22 2z 22
modam Bum Ry 14.340,24
Maan Ry 851,83 31.08% 8807% 2762%
gdian EBp 52465 2B.28% &8,16% 27.80%
Bigd, Daviation = 362,05 7% 13,18% 801%
i 22 22 &= 22

Berdasarkan data statistik tersebut terlibat bahwa total realisasi

penerimasn pajak pada Kanwil DJP Jakarta Pusat mengalami kenaikkan

setiap tahunnya, yaitu sebesar 2.219,73 milyar rupish pada tahun 2004

atau meningkat sebesar 41,29% dari tahun sebelumnya, Pada tahun 2005

penerimaan turun sebesar {1.295,79) wmilvar rupieh (-17,06%) dan
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kembali meningkat 1.740,49 milyar rupiah pada tahun 2006 (27.63%)
dari tahun sebelumnya.

Pepurunan realisasi vang fterjadi pada tahun 2005 disebabkan
ditariknya beberapa WP badan besar pada KPP Karewil DIP Jakarta Pusat
sebelumnya ke KPP Madya Jakarta Pusat setelah modernisasi. Dimana
konstribust realisasi penerimaan KPP Madya Jakarta Pusat pada tahun
2005 cukup besar, vaitu 413703 milyar rupiah. Dengan demikian pada
tahun 2005 sebenarnya tidak terjadi penuranan karena jumlah penerimaan
KPP Madya pada tahun teesebut lebih besar daripada penurunannya.

Jika dilihat dari rala-rata penenimaan (Mean) dengan nilal tengah
jumiah realisasi penenimaan (Median) dalam Tabel 5.1, terlibat bahwa
Kanwil DJP Jakarta Pusat sebefum dan setelah modernisasi memiliki
tingkat rata-rata (Mean) lebth besar daripada nilai median. Dengan
demikian sebagian besar masing-masing KPP pada Kanwil [P Jakarta
Pusat sebelom dan sesudah modemisasi memiliki jumiah realisasi
penerimann pajak di bawah nilat rata-rata realisast penerimaan Kanwil ind
dan hanya sebagian keci masing-masing KPP pada Kanwil ini memiliki
jumlah realisasi pencrimaan berads diatasnya. Sedangkan jika dilihat
ukuran dispersi (Std. Deviation}, terlihat bahwa Kanwil DIP Jakarta Pusat
setelah modernisasi meouliki tingkat ukuran lebib besar daripada
schelumnya. Dengan demikian perbedaan jumiah realisasi penerimaan
antara KPP vang satu dengan KPP lainnya setelab modemisasi cukup
besar, vaitu dua kali nilai ukuran dispersinya.

Kepatuhan Wajib Pajak,

Faktor ini dapat digambarkan melalui variabel Patuh. Sepenti halnya pada
faktor penerimaag, berdasarkan Tabel 5.1 tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
Kanwil 2P Jakarta Pusat dikelompokkan menjadi dua bagian, vaitu
sebelum modernisasi, yaitu tahun 2003 dengan tahun 2004, dan setelah
modemisasi, yvaitu tahun 2005 dan tahun 2006, Berdasarkan data statistik
tersebut ferlihat nilal rate-rata kepatuhan Kanwil DIP Jakaria Pusat
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sebelum modernisasi menurun cukup besar yaitu scbesar 2,74% dard
tahun scbelimnya, sedangkan setelah modemisasi, kepatuhan Wajib
Pajak pada tahun 2006 mengalarai sedikit kenaikkan, yaitu sebesar 0,06%
dari tahun sebelumoys. Keoaikkan atau penurunan dalam variabel ind
belum dapat dijelasksn secara nn¢i mengapa ferjadi karena perlu
penelitian lebih dalam lagi terhadap fukdor vang mempengaruld variabel
ini, vainn jumlah WP terdafiar dan jumlah WP yang melaporkan
kewajiban perpajakannya.

Akan tetapi bila dibandingkan antara nilai Mean dengan Median,
teriihat bahwa sebagian besar tingkat kepatuhan WP KPP pada Kanwil
DIP Jakarta Pusat, baik sebelum dan setelah modemisasi, berada dibawah
nilai rata-rata tingket kepatuhan WP. Dengan demikian sebagian besar
rata-rata tingkat kepatuhan masing-masing KPP yang berada pada Kanwil
DIP Jakarta Pusat berada dibawahnya nilai rata-rata tersebut dan hanyva
sebagian kecil berada diatasava. Tetapi ukueman dispersi KPP pada Kanwil
DJP Jakarta Pusat setelah modernisasi lebil kecil daripada sebelumnya,
Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan rata-rata kepatuban KPP setelah
modernisasi yang satu dengan KPP laimmya lebib kecil dart sebelumnya.
Belanja Pegawai
Pada Tabel.5.1 fakior i dapat digambarkan melalui variabel Bi Pepw.
Berdasarkan data statistik ferhihat rata-rata pengeluaran belanja pegawail
terhadap total pengeluaran belanjia KPP pada Kanwil DIP Jakaria Pusat
pada tahun 2003-2006 cukup tingg:, vaitu diatas 50% dari total belania
yang dikeluarkan, dibandingkan rata-rata belanga lsinnya, Terotama rata-
rata pengeluaran belanja pegawai pada Kanwil DJP Jakarta Pusst setelah
modernisasi pada tahun 2005 dan 2006 rataw-rata pengeluaran belanja
pegawai, yaitu diatas 60% dari total belanja yang dikeluarkan, Hal ini
disebabkan adanya pemberian nemurasi lebih besar kepada pegawai-
pegawat KPP pada Kanwil DIP Jakarta Pusat setelah modemisasi.
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Jika dilihat dari rata-rata (Mean} dengan nilai tengah (Median) rasio
belanja pegawai dalam Tabel 5.1, terlithat bahwa Kanwil DIP Jakarta
Pusat schelum dan setelah modernisasi memiliki nilai rata-rata (Mean)
lebih kecll dibandingkan nilai Mediannya, Dengan Demikian ferlihat
bahwa sebagian beszr masing-masing KPP padas Kanwil DIP Jakarta
Pusat baik schelum dap sctelah modernisasi memilik! rasio belanja
pegawat lebih tinggi dari rata-rata rasio belanja pegawai keseluruhan
Selain itu dilikat dari Std. Deviation rasio belanga pegawal Kanwil DIP
Jukarta Pusat seielah modernisasi lebih kecil dibandingkan sebelumnya.
Hal ini menunjukkan bahwa rasio belania pegawai terhadap fotal belania
pada KPP Kanwil DJIP Jakarta Pusat setelah moderisast fauh lebih besar
dan sebelumnya.

Belania Barang

Faktor ini dapat digambarkan melalui variabel Bi BRG. Berdasarkan data
statistik tersebut terlihat rata-rata pengeluaran  belanja barang terhadap
total belania pada Kanwil DFP Jakarta Pusal cenderung menurun sctiap
tahunnya. Penurunan rasio belania barang setiap tshunnya berbanding
torbalik dengan faktor belanjs pegawal. Hal ini dapat terjadi karena
pembanding rasio kedus varibel ini sama dan berkaitan. Dengan demikian
jika kedua rasio iml (msio belamja barang den belanja pegawai)
dijumlahkan maka tidak akan l=bih darl 100%. Jika jumlah kedus tidak
mencapat 100% muka sisanya merupakan belania lainnya.

Jika dilihat dari rata-rata rasio belanja barang (Mean) dengan nilai
tengah rasio belanja barang (Median), terlihat bahwa selisih kedua silai
tersebut tidak memiliki perbedaan yang cukup besar pada Kanwil DJP
Jakarta Pusat setelah modernisasi dibandingkan sebelumnya. Dengan
demikian scbagian besar rata-rata rasto belanja pegawat masing-masing
KPP di Kanwil DIP Jakrta pusat berada sedikit lebih tinpgi distas nilai

rata-rata.
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5.1.2._Uii Beda Data Se¢ara Statistil
Setelah mengetahul desknptif veriabel data, langkah selanjutaya adalzh

melakukan uji beda terhadap variabel-variabel tersebut, Uil ini bertujuan untuk
melihat apakah terdapat persamaan antara nilai rata-rata variabel bebas suatu
kelompok dengan nilai rata-rata variabel bebas kelompok lainnya. Dalam hal
i dilakukan perbandingsn varishel bebas antars Kantor Pelayanan Pajak
{(KPP) yang dikelompokkan berdasarkan sistem administrasi perpajakan.
Pengujian ini dilakukan dengan banfuan perangkat pengolah data SPSS ver 16,

Prosedur pertama adalah melakukan mengidentifikasi apakah data sampel
tergolong data yang berdistribusi normal atau tidak dengan menggunakan uj
Kolmogorov Sminov. Data dikategorikan scbagai data berdistribusi normal bila
pen 5%, Hasil pengujizn Kolmoporov Sminov sebagai berikut ;

Tabel5.2
Hasil Pengujian Kolmogoroy Sminov
Analisa Yertikal Kanwil DJP Jakarta Pusat

Test Statistics”
resl paduly  [Bi_powi Bl by
IMnst Exreme Absoluts 1388 273 B36 B38}
P Positive 138] 045 636 091
Negalkive -0%1 -273 000 B35
Kaolmogorov-Smimov 2 AL2 B05 2111 2411
Asymp, Sig. (2-ailed) B8y 87 000 009y

8. Grouping \Varable: madem

Dari hasil pengujian pada Tabel 3.2 diperoleh hasil babwa data variabel
Penerimaan Pajak (Real) dan Kepatuhan Wajib Palsk (Patsh) memiliki
distribusi normal schingga uji beda atas variabel ini akean menggunakan uji
Independent Sampie T Test. Sedangkan Belanja pegawai (Bi_Ppw) dan Belanja
barang (Bi_Brg) tidak memiliki distribusi normal sehingga uji beda atas
variabel tersebut menggunakan uji Mars-Whitney U test,

Universitas Indonesia

Analisa Pelaksanaan..., Aries Indra Kurniawan, FEB Ul, 2009



71

Setelah mengetahui distribusi normal data-data dan metode yang
digunakan dalam wuji beda tersebul, maka dilakukan uil beda tersebul dengan
hasi! sebagai berikut :

Tabel8.3
Hasil Uji beda dengan Mann-Whitney U
Test Statistics”
Bi_pgw 8i_brg
rwam»vzmi?nay U 94,000 97.000
Wilcoxon W B47.000 6000
Z X A4 -3 A4
Asyin. Sig. {2-1aited) 001 a0
a. Grouping Varnable: madem
Tabel 8.4
Hasil Uji Beda Dengan Independent Sample T-Test
Wiepenxiert Sargies Tect
Leveses Teikpurdyof
Yigares Hesthr @ileass
5% Conpdenie Intenaai e
Dilerenge
. : Hean Sié Enee
. £ S f St Dlvee | Dt 1 Lm0 e ||
ra Endas g sl o] @ | sman| e | arees | assEn
ey ] A ] SZUED| omed | 2mmEn | 1auEn
s Eedluiggy BAT3 i om| e sl asie|  mvEr] o og0n | TR
b R | mm BE] B | MR NEID] s

Berdasarkan hasii uji beda pada Tabel 5.3 dan Tabel 5.4 diatas dapat
digunakan untek menjawab hipotesa penelitian ind, yaitu :

. Diduga dengan pelaksanaan kebijakan reformasi administrasi perpajakan
pada KPP di Hngkungan Kanwil DJP Jakarta Pusat akan memberikan
pengaruh secara signifikan terhadap pencapaian peningkatan realisasi
penerimaan pajak, Kepatuhan Wajib Pajak dan biaya peagumpulan pajak
{Cost Collection Tax) dibandingkan sebelumnya. Dirumuskan scbagal
berikut :

He @ Kebijakan reformasi  administrasi perpajakan tidak memiliki
pengaruh secara signifikan terhadep faktor-faktor tersebut.
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H;: Kebijakan reformasi administrasi perpajakan memiliki pengarvh

secara signifikan terhadap faktor-faktor tersebut.

Dari hasil statistik tersebut terlihat bahwa signifikasi variabel realisasi
penerimaan pajak {Real) lebih besar dad tingkat kepercayasn o 5%. Hal ind
berarti secara statistik menerima Hy vaitu kebijakan administrasi perpajakan
tidak memiliki pengaruh terhadap perangkatan realisasi penerimaan pajak.

Sedangkan untuk kepatuhan WP (patuh) dan belanja pegawai (Bi_Paw)
serta biaya belanja barang (Bi Brp) memilikd signikast lebih kecil dan tingkat
kepercavaan o 5%. Dengan demikian menolak Hp dan menerima Hy, yaitu
kebijakan administrasi perpajakan memiliki pengaruh terhadsp kepstuhan
Wajib Pajak, belamja pegawai dan biaya belanja barang,.

Dari hastl hipotesa terscbut dapat di analisa keempat faktor tersebut
sebagal berikut

1. Faktor Realisasi Penerimaan Pajak

Pelaksanaan kebijakan administrasi perpajakan pada KPP di Kanwil
DIP Jakarta Pusat belum memperlihatkan perkembangan yang cukup

signifikan dalam meningkatkean realisasi penerimaan pajak. Jikadilihat
dari total penerimaan, total realisasi penerimaan pajak KPP di Kanwil
EJP Jakarta Pusat setelah modemisasi meringkat sebesar 1.368.67
{10,55%) dan sebelumnya. Selain itu rata-rata realisasi penerimaan
paak Kanwil DJP Jakarta Pusat setelah modernisasi lebih besar
daripada sebelumnys, namun demikian sccara statisktik  tidak ada
perbedaan. Dengan demikian akan ditelaah terjadinya pertumbuhan
realisasi penerimaan pajak pada Kanwil DIP Jakaria Pusat setelsh
madernisasi dengan Gambar 3.1 dan Gambar 5.2,

Dari Gambar 5.1 terlibat bahwa hampir sebagian besar KPP di
Kanwil DIP Jakarta Pusat mengalami peningkatan rata-rata realisast
penerimaan pajek setelah melaksanakan modernisasi. Hanya beberapa

KPP yang mengalami pgnurunan rata-rata realisasi penerimaan pajak
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seteleh modemisasi, yaitu KPP Jakarta Menteng Satu, KPP Jakarta

Menteng Dua dan KPP Senen.
Gambar 5.1
Ratfa-rata Realisasi Penerimaan per KPP
Kanwil DJP Jakarta Pusat
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{zambar 5.2
Jwmlah Realisasi Pencrimaan per KPP
Kanwil DJP Jakarta Pusat
Perigde 2003-2006

3 M D t ﬂ;;:—g;
| o =Tt}

Gocs

1 OE R

Sumral

DT

LM

TR CRRAENT CMEIT SR KR NITGY MG SERE T IrT TAST TALE
Yex

Seizin i, berdasarkan Gambar 5.4 terlihat bahwa meski terdapat

D

peningkatan namun peningkatan tersebut tidak cukup besar, hanya
beberapa KPP yang memiliki rata-rata peringkaten yang ¢okup besar,
yaitu KPP Jakarta Gambir Dua dan KPP Jakarta Gambir Tiga serta
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KPP Sawah Besar. Disini juga terlibat bahwa peningkatannya yang
teriadi pada tiap KPP masih dibawah garis rata-rata realisasi
penerimazn sebefum modern (589,62 milyar rupiah).

Penurunan vang terjadit rata-rata vang terjadi pada KPP, schapaimana
terlihat pada Gambar 8.1, diskibatken penurupan realisast penerimaan
pajak vang terjadi pada taluw 20035 (lihat Gambar 8.2). Dao Gambar
5.2 terlihat bahwa hampir secara keseluruban KPP pada kanwil DIP
Jakarta Pusat mengalami penurunzsn realisasi penerimazn pajak pada
tahun 2005, Hal ini disebabkan pada tahun ini merupakan awal
pelaksapaan kebijakan modernisasi pada Kanwil tersebut, schinpga
kemungkinan terjadi masa trapsist dalam versiapan pelaksanaan
kebijakan tersebut, Selain itu penurunan penerimaan dapat terjadi
karena berpindashnya beberapa WP badan KPP Pratama ke KPP Madya
samakin menambah penurunan yang terjadi pada tahun tersebut.
Dengan demikian berdasarkan Gambar 3.1 dan Gambar 52
disimpulkan bahwa pelaksanaan moderoisasi ternyata belum
memberikan pengaruh signifikan secara rata-rata terhadap peningkatan
realisasi penerimaan pada KPP di Kanwil DIP Jakarta Pusat seielah
melaksanakanoya, Hal inl  dikarenakan adenys masa proses transis
dari perubahan sistem dan kebijakan.

. Faktor Kepatnhan Waiib Pajak,
Berdasarkan hasil uji beda di atas adalah kebijakan administrast

perpajakan memiliki  pengervh terhadap kepatuhan wajib  pajak
dibandingkan sebelumnya, Artinya secara statistik terdapat perbedaan
yang signifikan secara rata-rata tingkat kepatuhan Wajib Pajak Kanwil
DY Jakarta Pusat sebelurn dan sesudah modernisasi, Namun dari hasil
data deskriptif statistik menunjukkan terjadi penurunan rata-rata
kepatuhan Wajlb Pajak Pada Kanwil DIP Jakarta Pusat seielsh
melaksanakan modernisasi, Hal ini tidak sesual dengan  salah wijuan
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pelaksanaan kebijakan administrasi perpajakan untuk meningkatkan

kepatuhan Wajib Pajak.
Gambar 5.3
Ratfa-rata Kepatuhan WP per KPP
Kanwil DJP Jakarta Pusat
Periode 200320606
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Gambar 5.4
Rata-rata Kepatuhan WP per KPP
Kanwil DJP Jakarts Pusat
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Sebagaimana terlihat pada Gambar 5.3 dan Gambar 5.4, Hampir
secara keseluruhan tmgat rata-rata kepatuban Walib Pajak di KPP
Kanwil DJP Jakarta Pusat seielah modemisasi mengalami penurunan
hingga dibawsah garis rata-rata tingkat kepatuhan sebelum modern,
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yaitu 36,48%. Hanya beberapa KPP setelah modemisasi mengalanii
peningkatan rata-rata  kepatuhan Wajit Pajak  meningkat  dard
sebelumnya, yaitn KPP Jakarta Gambir Dua, KPP Jakarta Gambir Tiga
dan KPP Jakarta Menteng Dua serta KPP Jakarta Kemayoran.

Selain itu berdasarkan Gambar 8.4, terlihat bahwa penurunan rate-rata
tingkat kepatuban yang besar terjadi pada empat KPP, yaitu KPP
Jakarta Tanabh Abang Satu, KPP Jakarta Menteng Satu dan KPP
Jakaria Garnbir Satu serta KPP Jakarta Sawah Besar. Penurunan rata-
rata kepatuhan WP dapat disebabkan olch dua faktor yaitu jumlah WP
terdzfiar dengan jumizh WP yang melaporkan SPT-nya. Namun kedua
faktor ini tidak dapat diungkapkan dalam penelitian ini. Tetapi vang
dapat diungkap dalam penelitian adalah keempat KPP mempunyai cirl
yang samsa, yaitu keempat KPP tersebut merupakan KPP vang
mengalami pemecahan wilayah kerja (lihat Tabel 3.2), schinpga
penurunan kepatvhan WP pada keempat KPP tersebut disebabkan
adanya masa proses transisi dalam penvesuaian terhadap sistem vang
baru dan perpindahan WP akibat pemecahan wilayah kerja bagi para
petugas/apsrat pajak dan para Wayib Pajak KPP tersebut.

Dengan demikian dapat disimpelkan bahwa ada beberapa hal yang
memungkinkan menyebabkan tingkat kepatuhan WP pada KPP
Kanwil DDJP Jakarta Pusat menurun setelal melaksanakan modernisasi
adminisirasl pespajakan, vaity digniaranva disebabkan kurangnva
waktu yang cukup bagi WP dan para aparat pajak untuk menyesuaikan
dart memahartl perabahan siruktur, sistem dan prosedur serta aplikasi
yang ditawarkan dalam pelaksanaan Modernisasi  Administrasi
Perpajakan di KPP tersehut.

Selain jumliah wajib pajak vang sangat besar dan kemudahan
pendaflaran Waith  Pajak  dengan  E-Regristration  menyebabkan
meningkat jumlah Wajib Pajak, tetapi belum dilmbangi kepatuhan
untuk melaporkan kewajiban perpajakannya sehingpa perlu gosialisasi
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febih  imtensif  lagi  kepada para  Wajib  Pajak  mengenai
kewaiiban/konsekuensi perpajekan yang harus mereks penuhi dan
meningkatkan penpawasan kepatuhan Wajib Pajak.

3. Faktor Belanja pegawai.

Berdasarkan hasil ufl beda di atas adalah kebyjakan administrasi
perpajakan memiliki pengaroh signifikan secara rata-rata terhadap
rasio belanja pegawal. Artinya secara statistik ada perbedaan rata-rata
rasio belanja pegawai terhadap total belanja sebelum dengan sesudah
modernisasi.

Gambar 5.5
Rata-rata R\Q%io Belanja Pegawat dgn total belanjs
per KPP Kanwil DIP Jakarts Pusat
Periode 2003-2006
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Dari data statistik pada Tabel 5.1, teidihat bahwa rata-rata rasio belanja
pegawai terhadap total belanja pada Kanwil DJP Jekarta Pusat setelsh
modernisasi lebih besar sebelumnya, Hal i juga terlibat pada
Gambar 8.5, dimana terithat bahwa hamipir secarg kesgloruban rata-
rata rasio belanja pegawat terhadap total belanja KPP di Kanwil DJP
Jakarta pusat seteleh modernisasi meningkat dari sebelumnya den
berada diatas garis rata-rata rasic belanja pegawal terhadap total biaya

sebelurm modern, yaitu 52%. Berdasarkan gambar tersebut juga terlihat
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bahwa hanya XPP Jakarta Sawah besar yang memiliki tingkat rasio
belanja pegawai terhadap total belania menurun dan berada dibawah

garis rata-rata belanja pegawai.

Peningkatan rasio belanja pegawai pada KPP di Kanwil DJP Jakarta

Pusat setelah modernisasi disebabkan adanya pemberian remunerasi

lebih besar bagi para pegawai dari sebelummya. Dengan demikian

dapat disimpulkan pemberian remunerasi, sebagai stimulus bagi para

pegawai, sangat menyebabkan semakin tingginya total belanja.

Faktor Belanja Barang,

Berdasarkan hastl uji beda di atas adalah kebijakan administrasi

perpajakan memiliki pengaruh terhadap pengeluaran belanja barang.

Artinya secara statistik ada perbedaan rata-rata rasio pengeloaran
helanja barang terhadap total belanja pada Kanwil DIP Jakarta Pusat
sebelum dengan sesudah modernisasi,

Gambar 5.6
Rata-rats Rasie Belanja Barang dga fotal belagja
per KPP Kanwil DIP Jakaria Pusat

Perinde 2003.2006
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Dari data statistik pada Tabel 8.1 terlihat bahwa rata-rata rasic belanja
barang pada Kanwil DJP Jakaria Pusat setelah modem lebih kecii dari
sebelumnya. Jika dilfhat dari Gambar 5.6, terlihat bahws satelah
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modernisast terjadi penurunan rasio biaya belanja KPP di Kanwil DJP
Jakarta Pusat menurun dibandingkan sebelomnya, Penurunan tingkat
rasio belanja barang setelah Modemisasi hingga mendekati garis rata-
rata rasie belanja barang terhadap total belanja Kanwil DIF setelah
modernisasi, yaitu 27,62%.

Namun berdasarkan Gambar 5.6 tidak dapat diketahui secara pasti
mengapa ferjadi penurunan rasio belanja barang, Namun bila dikaitkan
dengan variabel rasic belanja pegawai, akan terlihat kattannya. Jika
dikaitkan antara Gambar 5.8 dengan Gambar 5.6 maka akan erlihat
bahwa kenatkkan rasio belanja pegawai dari scbelumnya, akan
menyebabkan  turunnya  rasic  belapja  barang. Demikian pula
sehaliknya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan Modernisasi
Administrasi perpajakan pada Kanwil DJP Jakarta Pusat memiliki
pengaruh positip terhadap menurunkan belanje barang dibandingkan
sebelumnys karena dempak kenaikkan belanja pegawal.  Selain itu
penurunan tingkat rasio belanja barang terhadap total biava dapat
disebabkan berkurangnya belania barang tiap KPP karena pelaksanaan
modernisasi, Perubahan sistemn aplikasi yvang mengandal teknologi,
seperti B-SPT dan E-Regristration, memungkinkan untuk mengurangi
belanja barang, seperii biaya pencetakan SPT dan biaya surat menyurat
seria biaya ATK yang merupakan bagian dad belanja barang,
Ditambah lagt konsep Modernisasi terbadap struktur organisasi KPP,
yaitu berdasarkan fungsi, dapat meningkatkan efisiensi biaya, Alasan
tersebut dipunzkan karena sebelum modernisasi, satu Wajib Pajak
dalam satu KPP akan diawasi minimal dua atau lebih seksi terkait
dalam satu KPP sehingga timbul biaya  yang sama dari tiap seksi
terhadap satu Wajib Pajak dalam mengawasi kewajibannya.
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5.1.3. Analisa Regresi Dengan Metode Panel Data
Setelah mengetshul beda rata-rata antara vardabel, maka dilakukan analisa
dengan regresi lincar. Hal ini digunakan untuk mengetahul peogaroh dan
hubungan antar variabel realisasi penerimaan (Real) dengan variabel kepatuhan
Waiib Pajak (Patuh), biaya gaji {(Bi_Pgw) dao belanja barang (Bi_Brg) serfa
dummy varlabel wuntuk membedakan KPP vyang telah  melaksanakan
modernisasi. Adapun model dalam penelitian adalah sebagai berikut :

Real = §0 & Bl Patuh + 52 Bi Pgw =+ §3 Bi Brg + §4Medem + oy

dimana;
I = jndeks uniuk KPP
T =  indeks untok wakiu (2003 s.d 2006)
Real = Realisasi penerimaan pajak tiap KPP
Patuh = Perbandingan SFT yang dilapor dengan Jumlah WP
Bi Pow = Perbandingan Belanja Pegawai dengan Total Relania
Bi Brg = Perbandingan Belanja Barang dengan Total Belanja
Modern =  Dumney Variabel, nilai I untuk KPP telabh Modem dan O untuk

KPP bahm modem.

Berdasarkan model tersebut dan data yang ada maka diketahui bahwa
model penelitian adalah model data panel unbalanced, Dengan menggunakan
perangkat lunak Eviews 5.1 dan dengan mengikuti prosedur pemilihan metode
estimasi data panel serta memenuhi asumsi Best Linear Unbiased Estimator
{BLUE), dipercleh hasil estimasi terhadap model sebagsimana terlthat pada
Tabel 5.5,

Berdasarkan hasil uji Hausmant Test, diperoleh metode estimasi data
pane] digunakan adalah Fixed Effect. Dari hasil estimasi dengan Fixed Effect
pada Tabel 55 menonjukkan hubungan dan pengaruh varizbel realisasi
penerimaan pajak (dependent Variabel) dengan variabe! kepatuhan wajib pajak,
telanja pepawai dan belanja barang serta modernisast sebagail dummy variabel
duri kebijakan adrpinistrasi perpajakan. Hasil ini juga untuk menjawab hipotesa

awal dari penelitian ini, vaitu :
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Tahel 3.8
Hasii Estimasi Analisa Vertikal
Menggunakan Metode Fixed Effect

. . iy Kesimpulan
Varisbe] Pammeter | Koelgsies | Probabilitas
Stutistik Ekgpetnsi

Kepaiuhan Wajib Pajsk 0.5708 00000 | . o .
{Patuh) 8, Sipnifikan Sesuat
Refanja Pegawsi (B3 PGW) | Bs G136 | 00000 | o itkanv®* | Sesuni
liclanja Bareng (Bi_BRG) B, 01219 G0000 | i omifikan*® g;‘i‘f;i
Maodesnisast {Modern) 8, 0.0527 0. Sipnifikan®™® | Sesuai
Fostaissic 151,049 D000 | o ifikans e
R-Squared 0.99253
Adjusied R-Squared 0.98598

w45 cignifikan pada taral o = 3%

1.2

Diduga kepatuhan Wailh Pajak, tingkat biaya pengumpulan dan kebiiakan

reformast administrast memiliki pengarch positip terhadap ealisas

penerimaan pajak. Dirumuskan sebaga: berikut

Hp : Kepatuhan Wajib Pajak, tingkat biaya pengumpulan dan kebijakan
reformast administrasi tidak memiliki pengarah positip  terhadap

realizasi penenimaan pajak,

H,: Kepatuhan Wajib Pajak, tingkat biaya pengumpulan dan kebijakan
reformasi adminigirasi memiliki pengarmh positip terhadap realisast
penerimaan pajak.

Dart hasil estimasi tersebut dapat dianalisa sebagai berikut :

Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak secara statisttk mempunyai hubungan positip
terhadap realisasi penerimaan pajak. Hal ini ditunjukkan dengan nilai
koefisien sebesar 0,5708. Artinya kenaikkan jumiah Wajib Pajak yang
melaporkan SPT terhadap jumiah Wajib Pajek ierdafiar sebesar 1% akan
memberikan konstribusi kenaikkan realisasi peoerimaan pajak schesar

0,57%. Dengan demikian kebijakan pemerinfah untuk melaksanakan
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kebijakan administrasi perpajekan yang bertujuan untuk meningkatkan
kepatuhan Waiib pajak merupakan langkah vang tepat untuk diambil.
Namun demikian dalam pelaksanaannya rata-rata kepatuban WP KPP
Kanwil DIP Jakarta Pugat justro menuruu dibandingkan sebelumnya.

Hal imi wajar terjadi karena adanya proses {ransisi darl suatu sistem
yvang baru, Dimana masyarakat/Wajib Pajak belum memahami secara
baik perubahan sistem fersebut. Kondist tersebut secara ekonomi dalam
tshap proses pertumbuban, Selain ity tujuan, pelaksanaan kebijakan
administrasi perpajakan bertgjuan untuk memperbaiki image pelayanan
perpajakan yang kurang baik di masyarakal/Waiib Pajak. Oleh karena itu
perlu proses yang cukup lama untuk memperbaiki image tersebut  karena
berdasarkan pencliian Tunjung (2004) dengan obyck KPP LTO
menyatakan bahwa pelaksanaan modemisasi  memberiken  lingkat
kepuasan yang cukup baik bagi WP dari segi pelayanan, tefapi belum
mampu menmngkatkan  kepatuban WP, Maksednya disini  adalah
pelaksanzan modernisasi pada KPP LTO selama whon 2002 sampss
dengan 2004 belum mampu mepingkatkan kepatuhan wajib pajaknya,
dimana Wajib Pajak pada KPP LTO merupakan WP pilihan dan
iumlahnya terbatas, yaitu hanya 260 WP, Dengan demikian wajar saja
apabila kepatvhan Wajib Pajak di Kanwil DJP iakarta Posat belum dapat
ditingkatkan karepa KPP di Kanwil Jakarta Pusat memiliki WP lebih
majemuk dan jamiahnya lebih banyak daripada KPP L.T0.

Oleh karena itu diperfukan waktu lchih lama fagi untuk melihat lebih
jauh pengaruh kebijakan administrasi perpajekan terhadap peningkatan
rata-rata  kepatuhan Wajib Pajuk dengan berbagsi upaya uniuk
memperbaiki tingkat kepatuhan Wajib Pajak terscbut. Salah satuy upaya
yang dapat dilakukan oleh Kanwil DIP Jakarta Pusat dengan
mensosialisasikan  sistem  administrasi tersebut secara continue dan

meningkatkan pengawasan kepada parz wajib pajak.
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2.2 Variabel Belanja Pegawai

Rasio belanja pegawai terhadap total belanja secara statisttk mempunyai
hubungan vpositlp terhadap realisasi penerimaan pajak. Hal ini
ditunjukkan dengan nilai koefisien sebesar (,1556. Artinya kenaikkan
belanja pegawal terhadap total belanja sebesar 1% akan memberikan
konstribusi kenaikkan realisasi penerimaan pajak sebesar 0,15%.

Dengan demikian kebijakan pemerintah untuk melaksanakan kebijakan
adrmnistrasi  perpajakan pada Kanwil DIP Jakarta Pusat dengen
memberikan numerisasi yang lebih baik dari sebelumnya dapat di tolerir
karena masih mampu meningkatkan realisasi penerimaan pajak. Namun
demikisn peningkatan efisiensi belanja pegawai ferhadap total belania
harus diperbatikan agar fidak melampwt g6k utilitas marjing! meourun
(Dimishing Marginal Utilly), vaifu svatu titik dimana penambaban
belanja pegawal tidak dapat memberikan konstribusi tambahan kenaikkan
penerimann. Jika melewati titik ini, pepambahan belania pegawai tidak
lagi memberikan penambahan realisasi penerimaan tetapi memberikan
konstribusi negatif pada realisasi penerimaan. Dalam penelitian ini tidak
dapat menjelaskan di titik mana tegjadi utilitas marjinal menurun karena
faktor ini dipengaruhi oleh jumlah pegawai dan besaran gaji sctiap
golongan pegawai.

Selain itu periu diperhatikan cfisiensi tingkat rasio perbandingan antara
belanjs pegawai terhadap realisasi penerimaan. Berdagarkan data statistik
pada Tabel 5.1, terlihat bahwa rata-rata tingkat rasio belanja pegawai
terhadap total belanja pada Kanwil DIF Jakarta Pusat hingga mencapai di
atas 50%. Hal ini menunjukkan babwa pegeluaran belanja pegawai
merupakan pengeluaran yang paling dominan di setiap KPP dibandingkan
pengeluaran belania lainya. Oleh karena itu efisiensi belanja pegawai
terhadap realisasi penedmasn pajsk  harus  diperhatikan,  Dengan
membandingkan kenatkan rata-rata realiasi penerimaan pajak pade
Kanwil DIP Jakaria Pusat setelah modemisast hanya schesar 3741%
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(tahun 2005} dan 18,26% (lahun 2006} dengan kenaikkan rasio belanja
pegawai lebih dari 30% dari sebelumnya, dengan demikian efisiensi rasio
belanja pegawat terhadap penerimaan pajak pada Kanwil DIP Jakarta
Pusat setelah modernisasi semakin menurin,

Oleh karena itu berdasarkan analisa tersebut, untuk meningkat cfistensi
rasic belama pegawat terhadap realisast penerimaan pajak adalah dengan
meningkatkan kinerja pegawal dalam mencapal reslisasi penserimaan,
Dengan adanya stimulus pemberian remunerast yang lehib baik dari
sebelumnya, seharusnya dapat meningkatkan kinerja pegawai yang dinkur
melalui peningkatan realisasi penerimaan pajak, yaitu bahwa persentase
kenaikkan realisasi pencrimaan pajak minimal sebanding dengan
persentase kenaikkan rasio belanje pegawat terhadap total belanja.
Variahel Belania Barang
Rasio belania barang terhadap total belania secara statistik mempunyal
hubungan megatif ferhadap realisasi penerimasn pajak. Hal ini
ditunjukkan dengan nilai koefisien sebesar -0.1219. Artinya kenailkan
belanja barang terhadap total belanja sebesar 1% akan mengakibatkan
penurunan rezlisasi penerimaan pajak sebesar 0,12%.

Hasil ini tidak scswai dengan ekspetasi yang diharapkan sebelumnya
dalam peneclitian ini. Dimana rasio belanja barang terhadap total belanja
diharapkan membertkan konstribusi positip terhadap realisasi penerimaan
paizk. Namun demikian kondisi ini dapat dijelaskan.

Kebijakan sistem administrasi perpajakan pada nepara sedang
herkembang sangat dibutubkan untuk memastikan teraminnya
terkumpulnya pendapatan negara dari pajak. Hal ini mencegah untuk
terjadinya komplikasi yang timbul antars biaya administrasi dengan
permasalahan dalam pengamanan tingkat kepatuban, Hal tersebut sama
saja dengan kerugian vang sangat mungkin terjadi (potential loss)
{Terminassian, [997),  Ada dua tujuan utama dari edministrasi

perpajakan, vaitu untuk menerapkano persturan perpajakan secara seragam

Universitas Indonesia

Analisa Pelaksanaan..., Aries Indra Kurniawan, FEB Ul, 2009



85

entuk mencapm penerimaan negara yang maksimal dengan biaya
pengumpulan pajak  {collection cost) yang minimal dan untuk mencapai
tingkat kepatuhan sukarela (voluntary compliance} dari Wajib Pajak.

Dengan demikian berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikatakan
bahwa teriadi Potesial Loss, yaitu dimana rata-rata rasic belanja barmg
yang cenderung menurun pada Kanwil DIP Iakarta Pusat setelah
modernisasi  tidak mampu meningkatkan tingkat rata-rata kepatuban
Waijib Pajak sebelumnya, Dimana tingkat kepatuhan WP memilid
pengaruh  positip  terhadap realisasi  penerimasn  pajak.  Belum
meningkatnya kepatuhan WP pada Kanwil DIP Jakarta Pusat setelgh
modernisasi karena kurangnya sosialisasi perubahan sistem administrasi
terscbut sehingga perlu mensosialisasi yang lebih baik dan kontinyy agar
perubahan sistern administrasi perpajaken dapat dipahami olel WP dan
WP dapat merasakan manfaat dari perubzhan sistem terssbut sehingga
WP secara sukarela mau melaporkan kewajiban perpajakannya. Namun
sostalisasi yang secara kontinyu akan memberikan dampak peningkatan
belanja barang secara kontinyn pula dan hal ini memberikan dampak
semakin rendahnya fingkat rasic belanja barang terhadap realisasi
penerimaan pajak.

QOleh karena itu dapat disimpulkan dalam penclitian bahwa rasio
belanja barang memberikan dampak negatif terhadap realisasi penerimaan
pajak discbabkan belanja barang yang dikeluarkan oleh tiap KPP pada
Kanwil TP Jakarta Pusat belam mampn meningkatken kepatuhan WP
schingga realisasi penerimaan pajak belum dapat meningkat. Meskipun
perubahan sistem administrasi perpajakan dengan berbasis tekhnologi
dapat menekan beberapa unsur biaya pada belanja barang, seperii biaya
cetak SPT karena adanya ¢-SPT, akan tetapi unsur belanja barang lainnya

meningkat, seperti Haya sosialisasi.
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4.2 Variabel Moderpisasi

Modemisasi merupakan dummy variabel dari kebilakan administrasi
perpajakan. Dari hasil estimasi terlihat secara statisttk mempunya
hubungan positip terhadap realisasi penerimaan pajak. Hal ini
ditunjukkan dengan nilai koefisien sebesar 00527, Artinya pelaksanaan
modemisasi pada KPP di Kanwil DIP Jakarta Pusat berdaropak pada
peningkatan realisasi penerimaan sebesar 0,05%. Hasil ini sesuai dengan
ekspetasi yang diinginkan, yaitu modernisasi memberikan pengaruh
positip terhadap penerimaan pajak.

Dengan demikian, meskipun dari hasil uji beda disimpulkan bahwa
kebijakan administrasi perpajakan yang dilaksanakan pada KPP Kanwil
DIJP Fakarta Pusst tidak memiliki pengaruh dalam meningkatkan rata-rata
realisasi penerimaan pajak dari sebelumnya dan dard hasil i beda tingkat
kepatuhan WP terlihat bahwa pelsksanaan modernisast belum mampu
meningkatkan kepatuhan pada Kanwil DIP Jakarta Pusat dibandingkan
sebelumnya, tetapt dani hasil ini menunjuikan bahwa kebijskan terscbut
memiliki pengarch positip terbadap realisasi penerimaan pajak.

Dengan demildan dapat disimpulkan babwa kebijakan modernisasi
yang dilaksanakan pada KPP di Kanwil DIP Jakarta Pusat masih dalam
masa trangisi. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata realisasi perterimaan
pajak Hidak berbeda dari sebelumnya karena tingkat kepatohan WP tidak
meningkat. Padahat salah tujuan dilaksanakan kebijakan ini adalah
tingkat kepatuhan yang semakin tinggl. Selain itu biaya sosialisasi,
sehagai salah satu unsur belanja barang, yang cukup besar dalam rangks
memperkenalkan kebijjakan ini kepada WP menunjukkan masa dari
kebhijakan ini.
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8.2  Analisa Horinzontal Pelaksanaan Kebijakan

Sepertinya yang dikemokan sebelumnya, bahwa ada dus metode yang
digunekan dalam analasis ini. Setelah menganalisa secara vertikal mengenai
pelaksanaan kebijakan administrasi perpajakan pada Kanwil DIP Jakarta Pusat,
penclitian ini jugs akan menganahisa secara horizontal atas pelasksanasn
kebijakan tersebut pada Kanwil DJP Jakaria Pusat terhadap variabel-variabel
dalam penelitian inl. tersebut. Anslisa honzonial im dilakukan untuk
membandingkan hasil analisa vertikal dan pelaksanaan kebijaken modemisast
pada Kanwil DJP Jakaria Pusat.

Tujuan dalam analizsa ini dilakukan bertujnan sama dengan tujuan analisa
vertikal, vaitu untuk menjawab pertanyaan dari permasalahan dalam pecelitian
ini mengenai pengarubh pelaksanaan kebijakan modemisasi edminisirasi
perpajakan pada Kanwil DJP Jakarta Pusat terhadap variabel-varisbel dalam
penelitian in. Analisa horinzonial ini dilakukan dengan membandingkan KPP
pada Kanwil DDIP Jakarta Pusat, setelah melaksanakan kebijakan pemerintah di
bidang perpajakan, dengan KPP di Kanwil DJP Jakarta lainnya vang belum
melaksanakan.

Cara dan metode yang dilakukan dalam analisa ini sama seperti yang
dilakukan pada analisa vertikal, yaitu deskriptif data, uji beda secara statistik
den cstimasi regrest linear data panel atas data variabel-variabel, yaitu realisasi
penerimaan pajak, Kepatuhan Wajib Pajak dan Biaya Pengumpulan Pajak (Tax
Collecton Cost) sebelum dan sesudah  pelaksanasn  kebijakan tersebut,
Kemudian melakukan Ujl Beda untuk melihat pengaruh implikasi kebijakan
terhadap variabel-variabel dalam pepelitian serta melakukan regresi unink
mengelahui hubungan dan pengamh antar variabel-vanabel dalam penelitian

ini,
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5.2.1. Deskriptif Data
Sebelum melakukan uji beda akan disajikan deskriptif data statistik dar
variabel-variabel yang digunakan dalam analisis sebagal terdapat pada
Lampiran Tabel.5.6. Berdasarkan tabel tersebut dapat digambarkan, sebagal
berikut
1. Fakior Penerimaan Paiak,
Dilihat dari faktor 1 terfihat bahwa total realisasi penerimaan pajak
Kanwil TP Jakarta secara keseluruhan mengalami peningkatan realisasi
penerimann pajak dibandingkan tahun sebelumnya, kecuali realisasi
penerimaan pajak Kanwil DIP Jakarta Pusat fahun 2003, schagaimana
terithat pada {zambar 5.7,

Gambar 8.7
Total Penerimaan Pajak
Kanwil DJP Jakarta Tahan 20084 .2806
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Demiidan pula jika dilthat dari rata-rata (Mean) realisasi penerbmaan
pajak dalam Gambar 5.8. Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa
rate-rata penerimaan pajak pada Kanwil DIP Jakarta Selatan meningkat
setiap tahun, kecuall Kanwil DJP Jakarta Pusat pada tabun 2003, Dimana
pada tahun terscbul merupakan awal pelaksanaan kebijakan reformasi
administrasi perpajakan pada Kanwil DJP Jskarta Pusat. Dengan

demnikian penurunan realisasi penerimaan pajak pada Kanwil DIP Jakarta
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Pasat pada tehun 2005 disebabkan proses ansisi perubahan dari sistem
yang fama kepada sistem yang baru,

Gambar.5.8
Rata-rata Penerimaan Pajak
Kanwil DJP Jakarta Tahun 2004 -20416
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Faktor Kepatuhan Wajib Pajak
Dengan mengasumsikan fingkat kepatuhan Waiib Pajak tahun 2004

sebagai tahun dasar, maka berdasarkan faktor inl digambarkan bahwa
secara rata-rata tingkat kepatuhan Kanwil DIP Jakarta Pusat tidak terialn
rendah dibandingkan Kanwil Jakarta lainnya. Sebagaimana ditunjukkan
pada Gambar 5.9,

Berdasarkan Gambar 5.9. terlihat bahwa rata-rata tingkat kepatuban
Waitb Pajak terendah berada pada Kanwil DJP Jakarta Selatan dan
kepatuban yang tertinggl berada pada Kanwil TJP Jakarta Barat. Tetapi
jika dilihat secara keseluruhan, berdasarkan gambar diatas terlibat bahwa
rata-rata tingkal kepatuhan Wajib Pajak di kanwil Jakarta cenderung
menurun pads tehun 2005 dan 2006 dibandingkan tahun sebelunmya,
Hanya Kanwil DIP Jakarta Pusat memiliki tingkat rata-rata kepatuhan
meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
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Gambar 5.9
Rata-rata Kepatuhan Wajib Pajak
Kanwil Jakarta Tahun 2004 -2006
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan modernisasi
pada Kanwil DJP Jakarta Pusat mampu menjaga kestabilan tingkat
kepatuhan WP. Terjadi penurunan kepatuhan pada tahun 2005 pada
Kanwil tersebut disebabkan proses masa transisi dalam perubahan sistem
pada saat itu.

Faktor Belanja Pegawai

Berdasarkan faktor imi terlihat bahwa rata-rata tingkat pengeluaran
belanja pegawai terhadap total belanja pada Kanwil seluruh Jakarta pada
tahun 2004 - 2006 cukup tinggi, yaitu di atas 50% dari total belanja.
Berdasarkan Gambar 5.10. terlihat bahwa rata-rata kenaikan tingkat
rasio belanja pegawai terhadap total belanja pada Kanwil DJP Jakarta
Pusat tahun 2005 sangat besar dibandingkan sebelumnya. Hal ini
disebabkan ada pemberian remunerasi lebih besar pada pegawai di
Kanwil tersebut akibat dari pelaksanaan kebijakan modernisasi. Namun
secara seluruhan, berdasarkan Gambar 5.10, terlihat bahwa belanja
merupakan pengeluaran yang lebih dominan daripada belanja yang
lainnya di Kanwil DJP Jakarta. Hal ini terlihat rasio belanja pegawai
berada diatas 50% dari total belanja.
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Gambar 5.10
Rata —rata
Rasic Belanja Pegawai terhadap Total Biayva
Kanwil DJP Jakarta Tahun 2004 -2006
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4, Faktor Belania Barang
Berdasarkan dari faktor ini teriihat babwa rata-rata resio belania barang

terhadap total belanja pada Kanwil DJP Jekaria schirehnya mengalam
penurunan, schagaimana pada Gambar S5.11. Berdasarkan gambar
tersebut juga terlihat penurunan rasio belanja terbesar terjadi bukan pada
Kanwil DJP Jakarta Pusat, tetapi pada Kanwil DJP Jakaria Timur, vaitu
sebesar 10% dart sebelumnya (2005} dan Kanwil DIP Jakarta Selatan,
yaitu sebesar 9% dari sebelumnya (2006).

Namun dalam penelitian ini tidak dapat mengungkapkan variabel
belanja mana saja yang berkurang pada tiap Kanwtl DIP Jakarta sehingga
terdapat penurunan rasio belanja tersebut.

5.2.2. Uji Beda Data Secara Statistik
Sctelah mengetahui  deskriptif variabel data, langkah selanjutnya, seperti
langkah sebelum, adalah melakukan uji beda terhadap vanabel-variabel
tersebut. Uji Ini bertujuan untuk melthat apakah terdapat persamaan antara nilai
rata-rata variabel bebas suatu kelompok dengan mlai rata-rata variabel bebas

kelompok lainnya. Dalam hal im dilakukan perbandingan variabel bebas antara
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Kantor Pelayanan Pajak (KPP} yang dikelompokken berdasarkan sistem
administrasi perpajakan sesuai dengan tujuan penelitian ini.

Gambar 5.11
Rata —rata Rasie Belania Barang ferhadap Toial Biaya
Kanwil Jakarta tabun 2604-2006
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Prosedur pertama adalah melakokas mengidentifikasi apakah data saropel
tergolong data yang berdistribusi normal atau tidak dengan menggunakan uji

Kolmogorov Sminov. Data dikategorikan sebagai daia berdistribusi nommal bila
p<a 10%. Hasil penguiian Kelmogorov Sminoy sebagal berikut ¢

Tabel 3.7
Hasil Pengujian Kolmogorey Sminov

Teat Statistics®
reak aatub Bi new Hi brg
Mnst Bxtreme Diftsrences Absoiuie 284 G 408 435
Hgsifive 053 847 408 £53
Negative - 254 -.320 -547 - 425
KaimogereeSminmgy £ 1.074 $.353 1.723 3.7¢8
Asymp, Big, (2-faBed) 199 851 005 Rifile]

a, Grouping Yarshie: modem
Dari hasil penguilan pada Tabel 5.7 diperolsh hasil bahwa data variabel
realisasi pencrimann (Real) memiliki distribusi normal sehingga uji beda atas
variabel ini akan menggunakan uji Independent Sample T Test. Sedangkan
variabel rasio belanja pegawai (Bi_ppw) dan rasio belanja barang (Bi_brg) serta
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kepatuhan WP (patuh) tidak memiliki distribusi normal schingga uji beda atas
variabel tersebut menggunakan wji Mamn-Whitney U test,

Setelah mengetahui  distribusi normal data-data dan metode vang
digunakan dalam upt beda tersebut, maka dilakukan yji beda terscbut dengan
hasil sebagai berikut :

TabelL5.8
Hasil Ui beda denpgan Mann-Whitney U
Yest Statistics®
patih Bi_poaw B by
Mann-Vihitney U 815.000 641.000 | §83.000
Viilcoxon W 1068.000 | 5201.000 | 836.000
Fa -1 504 2818 | -3.223
Asymp. Sig. (X-tailed) 109 005 B0
3. Grouping Vanabis modem
Tabel 5.9
Hasil Ui Beda Dengan Independent Sample T-Test
It Somples Fodd
Lepaness Teston Eeliy ol
Yatns gl ot s
3% Coofos Wenddaline
Diftenne
Ko o b
f Mot L 18 Seluke | Olewee | Miwe | s | e )
il 6] B B S, | LM O] SEVER | Lo
ey Wbl gE 06| CoEE ) dRES| 1R | e

Setelah memperoieh hasil uj beda dani varigbel realisasi penerimaan,
kepatuhan Wajib Pajak, belanja pegawai dan belania barang. Berdasarkan hasil
yji beda pada Tabel 5.8 dan Tabel 5.9 digunakan uniuk menjawab hipotesa
penelitian i, yaitu
s  Duiduga dengan pelaksansan kebijakan reformasi administrasi perpajakan

pada Kanwil DJP Jakarta Pusat memilikl pengaruh secara signifikan

terhadap pencapaian peningkatan realisasi penerimaan pajak, Kepatuhan

Wanb Pajak dan biaya pengumpulan pajak (Cast Collection Tax)

tiniversitas Indonssia
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daripada Kanwil lainnya yang belom melaksanakan. Diromuskan sebagai

berikut ;

Hy : Kebiiakan reformasi  administrasi perpajakan tidak memiliki
pengarub secara signifikan terhadap fakior-faktor tersebut,

#;: Kebijakan reformasi administrasi perpajakan memiliki pengaruh

secara signifikan terhadap faktor-faktor tersebut.

Dari hasil statistik terscbut terlihat bahwa signifikasi variabel rasio
belanja pegawai (Bi_Pgw) dan rasie belanja barang (Bi_Brg) serts kepatuhan
WP (Patuh) lebih kecil dari tingkat kepercayasn a 10%. Hal iai berarti secara
stabistik menolak Hp dan menerima H,, yaitu kebijakan administrast perpajakan
memiliki pengarub ferhadap faktor-fakor tersebul, Sedangkan untuk realisasi
pencrimaan (Real) memiliki signikasi lebih besar deri tingkat kepercayaan o
10%. Dengan demikian menerima Hy yaitu kebijaken administrasi perpajakan
tidak memiliki pengarvh terhadap memiliki pengaruh terhadap faktor tersebut.

Dart hasil uji beda ini dapat distmpulkan, sebagai berikot ¢

1. Fakior Kealisasi Penerimaan Pajak

Pelaksanaan kebijakan administrasi perpajakan pada KPP di Kanwil
DIP Jakarta Pusat tidak memberikan pengarch yang cukup signifikan
terhadap pencapaian realisasi penerimaan pajak. Hal dapat dilihat pada
Tabel 5.6, bahwa rata-rata realisasi penerimasn pajak pada Kanwil
DIP Jakarta Pusat setelah modernisasi tidak lebih besar daripada rata-
rata realisasi penerimaan pajak Kanwil Jakaria lainnya. Selain itu Rata-
rata realisas: penerimaan pajak Kanwil DJP Jakarta Pusat mengalami
penurunan pada fahun 2005, Dimana pada fabun tersebut merupakan
awal pelaksanaan modermisast,

Dengan  demdkian  terdapat  pelaksansan  belum  sepenubnya
terlaksana dengan batk. Dimapa rata-rata realisasi penenimaanmya
masih rendah dibandingkan Kanwil DJP Jakarta lzinnya. Hal ind
disebabkan masa transisi akibat perubahan sistem yang dilaksapnakan
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schingga dibutubkan waktu lagi untuk melihat pengarch modernisasi

terhadap realisast penerimaan,

. Fakter Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil uji beda secara statistik terlihat bahwa ada
perbedaan secara rata-rata tingkat kepatuhan Wajib Pajak KPP modermn
dengan KPP belum modern. Dimana rata-rata tingkat kepatuhan XPP
modern lebih cenderung stabil dibandingkan KPP belum modern yang
cenderung menurun, sehagaimana terlibat pada Gambar 5.9,

Dengan demikian pelaksansas kebijakan modermisasi pada Kanwil
DIP Jakarta Pusat dapat menstabilkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak
dibandingkan Kanwil DJP Jakarts Isinnya yang belum melaksanakan.

. Faktor Belanja pegawai.

Berdasarkan hasil uii beda secara statistik terlibat bahwa ada
perbedaan secara rata-rata tingkat rasio belanja pegawal terhadap total
belanja antara KPP telah modemisasi dengan KPP belum modernisasi.
Terjadinya perbedaan secara rata-rata antarz rasio belanja pepawai
terhadap fotal belanja pada Kanwil DIP Jakarta Pusat yang telah di
modemisasi dengan Kanwil Jakarta leinnya yang belum dimodernisasi
karena adanya remuneragl yang lebih besar

Rasio pengeluaran belanja pegawal pada setiap Kanwil Jakarta
sebelurm modermisasi dapat mencapai lebih dani 50% dan total belsnja
vang ada. Namun ketika terjadi pelaksamaan modernisasi, rasio ini
meningkat menjadi lehih besar lagi, vaitu $-10% setiap tahunnya
dibandingkan Kanwil Jakarta lainnya,
Faktor Belanja Barang.
Berdasarkan hasil ufi beda secara statistik terlibat bahwa ada
perbedaan secara rata-rata tingkat wmsio belania barang terhadap total
belanja. Berdasarkan Tabe! 5.6. terlihat babwa tingkat rasio belanja
barang terhadap total belanja pada Kanwil DIP Jakarta cenderung
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roenurun lebih kecil dan tahun sebelumnya. Dengan asumsi rasio
belanja barang terhadap fotal belanja pada tahun 2004 sebagai dasar.
Namun demikian dapat dijelaskan bahwa perubshan bentuk
administrasi perpajekan dengar mengandalkan kemajuan tekhnolegi
dapat meningkatkan eflisiensi belanja barang dibandingkan belanja
lainnya.
5.2.3. Analisa Regresi Dengan Metode Panel Data

Seperti halnya pada analisa secara vertikal, seiclab mengetahui beda rata-
rata antars variabel, maka dilakukan analisa denpan regrest linear. Hal ini
digunakan untuk mengetahul pengarah dan hubungan antara  rcalisasi
penerimaan {(Real) dengan variabel kepatuhan Wajib Pajak (Patuh), biaya gaji
(Bi_Pgw} dan belanja barang (Bi Brg) seda dummy varabel untuk
membedakan KPP vang telah melaksanakan modemisasi,

Dengan mode! yang sama seperti diatas dan mengikuti prosedur
pemilihan metode estimasi data panel serta memenuhi asumsi Best Linear
{/nbiased Estimator (BLUFE), diperoleh hesil estimasi terhadap model
sebagaimana terlibat padas Tabel 5.19.

Berdasarkan bastl uji Hausmant Test, diperoleh mefode estimasi data
panel digunakan adalab Random Effect. Dari hasil estimasi dengan Random
Effect pada Tabel 5,10 menunjukkan hubungao dan pengaruh variabel realisasi
penerimaan pajak {dependent Variabel) dengan vartabel kepatuhan wajib pajak,
belania pegawal dan belania barang serta modernisasi sebagal dummy vanabel
dari kebijakan adnministrast perpajakan. Hasil ini juga untuk menjawab hipotesa

awal dari penelitian ini, yaito .
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Tabel 5.10
Hasil Estimasi Data Panel
Menggunakan Metode Random Effect

Kesimpulan

Variabel Paramwier | Kocolesien ! Probahilitas

Statistik
- N 268675 | 0.0000 | (i e %ﬁ?}/ :
*é(g:gm Wajib Pajk 8, 10982 | 00923 fonins | Sequa

0.3018 4.0001

Holanja Pogawai {Bi_PGW) P Sipmifikan®*® | Sesuai

Belanja Barsng (Bi_BRG) By 02447 | 0.0000 | gr0niniganere g““"“_
=49

Modernisasi (Modern) By PR fiito Sinifitan é‘d“"‘.
frti kN

Festatistic 0.0120 | Signifikan*** | Sesuai

ReSquared D.159433 :

0.113375

Adjusted R-Squared

** siomifikan pada taraf o = 1%

1)

Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak secara statistik mempunyai hubungan postiip
terhadap realisasi penerimaan pajak. Hal ini ditunjukkan dengan nilai
koefisien sebesar 1.0984, Artinva kenaikkan kepatuban Wajib Pajak
sebesar 1% akan membernkan konsiribusi kenaikkan realisasi penerimaan
paiak sebegar 1.0%%.

. Dengan demikian seperti halnya dengan analisa secara vertikal,
bahwa kebijakan pemerintah untuk melaksanakan kebijakan administrasi
perpajakan yang bertojuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak
merupakan langkah yang tepat untuk diambil. Berdasarkan data statistik
terlihat bahwa KPP telah melaksanakan modernisasi memiliki tingkat
rata-rata kepatuhan lebib tinggi dari KPP yang belum melaksanakan,
Selain ifu pelaksansan modernisasi dapat menstabilkan tingkat kepatuhan
pada saat tersebut. Oleh karena itu kebijakan administrasi perpajakan
dapat dilanjutkan kepada Kanwil-Kanwil Jakarts lninnya
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Selain 1tu kepatuhan Wajib Pajak dalam penelitian inl adalah ragio
anfara jumlah WP yang memenuhi kewajibannya untuk melaporkan 8PT
dibandingan jumiah Wajib Pajak efektif, Berarti untuk meningkatkan
kepatuhan Wajtb Pajak dengan cara penambahan jumlsh WP vang
melaporkan 8PT lebih besar daripada jumlah WP yang bertambah. Oleh
karena lebih meningkatkan mutu pelayanan bagi Wajlb Pajak harug
dilaksanakan schingga keinginan/kemauvan dari Wajib Pajak untuk
melaporkan pajaknya semakin lebib meningkat.

Variabel Belanjs Pegawai

Rasio belanja pegawai secara statistik mempunyai hubungan positip
terhadap realisasi penerimaan pajak. Hal ini ditunjukkan dengan nilai
koefisien sebesar 0,3018, Axtinya kenaikkan belanja pegawal schesar 1%
akan memberikan konstribusi kenaikkan realisasi penerimaasn pajak
sebesar (1,3%.

Dengan demildan, seperti yang dijelaskan dalam analisa secara vertikal
bahwa kebijakan administrasi perpajakan dengan memberikan numerisasi
yang lebih baik masih dapat dilakukan. Namun demikian tetap harus
diperhatikan adalah efisiensi rasic belanja pegawai dengan penerimaan
pajek. Berdasarkan data statigtik ferlihat rasio belanja pegawat terhadap
total belanja pada Kanwil Jakaria cukup besar, vaitu lebih 50%. Terlebih
lagi setelah modermisasi pengeluaran belanja pegawai semakin besar
dibandingkan Kanwil Jakarta latanya,

Variabel Belanja Barang

Rasio belanja barang secars statistik mempunyai hubungan negatif
terhadap realisasi penerimean pajak. Hal ini ditunjukkan dengan nilai
koefisien sebesar -0.2447. Artinya kenaikkan belanja pegawal schesar 1%
akan mengakibatkan penurunan realisasi penerimaan pajak  sebesar
0,24%. Hasil il tdak sesuai dengan ekspetasi dari penelitian ind,

Hubungan koefesien negatif belanja barang dapat dijelaskan pula dari
berdasarkan penelitian dilakukan oleh Shanty Irawaty pada tghun 2007,
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Obyek penelitian yanp dilakukannya adalah seluruh KPP di Indonesia
periode tahun 2006. Penelitian ini bertujuan melihat efisiensi biaya
pelaksanaan reformasi administrasi pajak denpgan menggunakan metode
analistik Stochastic Frontier dan Cost-to-Yield ratic, Dan penelitian yang
dilakukan diperoleh hasil, yaitu Secara keseluruhan KPP di Indonesia
memiliki efisiensi yang tinggl. Tetapi secara rata-rata KPP yang memiliki
tingkat efisiensi cukup tinggi dipengaruhi reformasi administrasi
perpajakan jika dilihat metode Cost-to-Yield ratio. Namun jika dilihat
dari metode Stochastic Frontier disimputkan tidak ada perbedaan antara
KPP modern dengan tidak modern dalam pengelolaan biaya.

Pendapat terschut sesuai dengan penelitian iny, yaitu darl hasil uji beda
vang dilakukan,yaita secara rata-rata ada perbedaan belanja barang pada
KPP yang felah modern dengan KPP vang belum modern. Dimana rasio
belania barang terhadap total belanja pada Kanwil DIP Jakarta Pusat lebih
rendah dibandingkan dengan Kanwil Jakarta lainnya. Sehingga hal ini
akan meninpkatkan cfisienst ates fingkat belanja barang terhadap
penerimaan pajak,

Belanja Barang pada KPP modern lebih rendah dari KPP yang belum
modern, mungkin disebabkan oleh penggunaan komputerisast yang
merupakan saloh satu keengpgulan dalam modernisasi administrasi
perpajakan dan perampingan struktur organisssi pada tingkat KPP dapat
menekan biaya-biaya operasional dan meningkatkan efisiensi,

Variabel Modernisasi

Modemisasi merupzkan dumray variabel dan kebijakan administras
perpajakan, Dari hasil estimasi terlibat secara statistik mempunyat
hubungan negatf terhadap realisasi penerimaan pajak. Hal ini
ditunjukkan deopan nilai koefisien sebesar 9.3393. Artinga perubahan
bentuk KPP di Kanwil DIP Jakaria Posat menjadi modernisasi justru akan
mengakibatkan penurunan reahisasi penerimaan 0.34%. Hasil ini tidak

signifikan dan tidak sesuai dengan ekspetasi yang diinginkan.
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Harapan dad varigbel ini adalah modernisasi memberikan dampak
positip terhadap realisasi pengrimaan pajak KPP di Jakarta sehingpa
kebijakan pemerintah untuk melaksanakan modernisasi terhadap KPP di
Jakarta khosusnya di Kanwit DIP Jakarta Pusat boleh dikatakan berhasil.
Dengan hasil dari estimasi daia yang ada dalam penelifian ini
menunjukkan bahwa kehijakan modemisasi pada KPP di Kanwil DIP
Jakarta Pusat belum menunjukkan hasil yang diharapkan.

Namun hal tersebut diatas kemungkinen dapat terjadi, karcna dalam
proses perubahan suatu kebijakan akan mengalami suatu masa transisi.
Dimana masyarakat/Wajib Pajak belum memabami sccara  baik
perubahan sistem terscbut. Kondisi tersebut secara ekonomi dalam tzhap
proses pertumbuhan, Hal ini juga dapat ditunjukkan dengan pengaruhb
negatif dart belanja barang. Seperti diurpikan diatas bahwa biaya
operasional untuk sosialisasi yang dikcluarkan cukup besar tetapi hasil

vang diharapkan belum sesuai dengan harapan vang diinginkan.

5.3. Pembabasan Pelaksanaan Kebijakan Secara Keseluruhan

Dalam sub bab ini akan menjelaskan kaitan hastl analisa vertikal dan

analisa horinzontal dari pelaksanaan kebijakan reformasi administragi modemn
pada KPP di Kanwil DIP Jakarta Pusat secara keseluruhan dari tiap variabel
dalam penelitign inl. Hasil fersebut telah diringkas dalam Tabel 511

Peniclasan dari tabel tersebut sebagai barikut

1.

Fakior Realisasi Penerimaan Pajak.

Berdasarkan faktor ini, dari analisa vertikal dan horizonta! yang telah
dilakukan terlihat bahwa realisasi pencrimaan pajek sangat dipengaruhi
oleh faktor kepatuhan Waiib Pajak dan Belanja pegawai dilakukan tiap
KPP, baik yang telah modermsast maupun vang belum modemisast,
Realisasi penerimaan pajak pada KPP modern, yaite Kanwil DIP Jakarta
Pusat, secara {ofal meningkat dart sebelumnya dan lehih  hesar
dibandingkan dengan Kanwil DIP Jakarta lainnya. Jika dikaitkan dengan
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faktor-faktor yang mempengarohi penerimaan pajak, dapat disimpulkan
bahwa kenalkkan penerimaan pajak pada Kanwil Jskarta Pusat lebih

dipengaruhi oleh kenaikkan belanja pegawai. Hal ini dapat ditunjukkan

dari hasil uii beda dari kedua analisa dan data stagistik, dimana sccara

rata-rata  belanja pegawai Kanwil DIP Jakarta Pusat lebih besar

dibandingkan sebelumnya.
Tabel 5,11
Hasil ringkasan analisa vertikal dan horizontal
. Ursian AzslisaVertikal Asmiisa Horizonta)
Sehefun Moderisasi 1 Setelah Modernisas’ | Selurn Modemisasi | Telah Modemisasl
1 [Desioipsi Daty - . il
1 [Reglisasi ?ezzerzmaan Pajak Retz-ratplebihrandah  |Rate-ratalebih tinggi lﬁgi_&ms lebih tinggl  {Ratz-ratz lebih rendah
2 Kepatahan Wajih Pajak Batmratn lehih tinggsRafe-rats lohih readeh Bata-rata febih fingel, Rata-ratn febih rendsh,
enderung menuran  [ada peningialan endering menurun  lebihstabil

3 Iracio Belanja Pegawal

Reta-rataleiiksendah  iBeta-rata lobih tingg

imma [ebsin rendah Hatsrats fobih tinggi

4 i?aszaaeiazgzaam : Rata raialebz%z%zﬁggs Eata rzmlebémaﬁafi Rata rata{emh{mﬁz Rala mta!ahﬂzmé&%
z uuaeda S LR R '
1 Reai;sas; Pewenmaan ?a;si Secara rata -ata nézxada perﬁedaaﬂ S&ara raia fata szak aéa gez‘a»daan
Z I(epa{uhm%;zwaak Sere iy razaaéa_pe{beda:fz Secarmt&rmaﬁakada perbedasn
3 {RasioBelanja Pegawal Secara rala-rata ada perbedaan Setars tata-rala add perbedaen
4 [Rasio Beizzzgz Eemg ‘ S;&az}rgzgm’g;aéagemﬁa_an 'Secaramt'&z&ta aéage’heﬁaan =
3 {Hasl %gresz """ i ““" v P cy. ; F
Matode Fixed tfect ‘*Eandcm Effert
1 [Kepatuhas Wajils Fzjak Positip; 5708, signifikan;sesus Positip; 10384, signifikan;sequal
3 Ragio Betanja Pegowsi Positip; 0,155 sigrifikansasual Pasity; 0,3018; sigaifikansesuai
3 iRasioBelaniaBerng Nogatif; -0,1359; signiftkan; tidak sesusi Negatif, -G, 2447; ignifizan; tidak seses!
4 [Modernisas’ Positip Q0517 signifivan; spsusl Megatif-4) 3305, tidak sipniftkan; tidak sesual
2. Faklor Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdagarkan hasil estimast analisa veriikai dan horizonial, terlihat babwa

faktor ini mempunyal pengaruh posiip yang cukup besar terhadap

realisasi penerimaan daripada variabel lainnys dalam penelitian ini

Dengan demikian pelaksanaan kebijakan reformasi administrasi modern
dengan tujuan menpingkatkan kepatuhan Wajib Pajak sdalah sangat tepat.

Akan tetapi dari analisa secara vertikal, terlihat bahwa rata-rata kepatuhan
KPP di Kanwil DIP Jakarta Pusat belum difingkatkan dari sebelumnya
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karena dari hesil uji beda secara rate-rata tidek ada perbedaan dan
sebelumnya, Hal ini sangat dipengaruhi adanya pemecahan wilayah ketja
KPP yang dilakukan pada Kanwil DJP Jakarta Pusai, sebagaimana terlihat
pada Gambar 5.3 dan Gambar 5.4. Dari gambar tersebut terlihat bahwa
tingkat kepatuhan WP {urun hingga dibawah garis rata-rata kepatuhan
WP sebelum modern pads hampir semea KPP, Terjadi peningkatan
tingkat kepatuhan WP. Namun jika dilihat secara horizontal, rata-rafa
tingkat kepatuhan KPP modern lebih batk danpada KPP yang
melaksanaskan. Hal ini dapat dilibat dalam Gambar 3.6., dimana tingkat
kepatuhan KPP Modem lebih stabil dibandingkan KPP yang belum
modern,

Dengan demikian jangka wakiu dua iahun pelaksanaan modernisast ferasa
belum cukup untuk meninpkatkan kepatuban Wajib Pajak pada KPP vag
mengalami pemecahan wilayah kerja. Akan tetapi secara keseluruhan
pelaksanaan modernisast mampu menjaga kestabilan tingkat kepatuhan
sehingga periv waktn lebih panjang untuk dapat melihat betul-betul
pengaruh modernisasi tersebut.

Fakior Belanja Pegawai,

Berdasarkan hasil estimasi analisa vertikal dan horizontal, terlthat bahwa
faktor ini memiliki peogaruh positip terhadap penerimaan pajak.
Berdasarkan data statistik dari kedua analisa, terlihat babwa pengeluaran
belanja pegawai pada KPP yang felah modernisasi febih besar daripada
sebelum dan KPP lainnya yang belum modernisasi. Besar pengeluaran
KPP modernisasi disebabkan bertambahnya jumlah KPP sehingga jumiah
pegawai juga bertambah dan ditambah adanya pemberian remunerasi
vang lebih besar terhadap pegawai. Dengan demikian pengeluaran yang
cukup besar ini dapat mempengaruhi realisasi penerimaan pajak.

Hal ini dapat terjadi karena belanje pegawai merupskan obyek
penerimaan pajak, yaitu PPh pasal 21. Dengan demikian semakin besar
belanja pegawai KPP, semakin meningkatkan realisasi penerimasn pajak.
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Akan tetapi harus diperhatikan bahwe pengeluaran belarys yang besar
skan menyebabkan tingkat rasic belanja pegawal terhadap penerimaan
pajak semakin buruk dan gffect marginal utility semakin menpurun, yaito
ketika persentase pertambahan  belanja  lebih  besar dibandingkan
persentase pertambahan realisasi penerimaannya.

Faktor Belanja Barang.

Berdasarkan hasil estimasi analisa vertikal dan horizontal, terliliat bahwa
faktor i memiliki pengaruh negatif terhadap realiasi pencrimaan pajak.
Dart hasil uji beda yang dilakukan dalam kedoa analisa terlihat bahwa
ada perbedaan vang signifikan anlara mata-rata belanja barang vang
dilakukan KPP modern dengan KPP yang beluwmn modern. Dimana secara
rata-rata, belanja KPP modern lebib keeil dan pada KPP belum moder,
Dengan demikian kebijakan administrasi perpaiakan  meningkatkan
efisiensi belania barang. Perubahan sistem adminisirasi perpaiakan icbih
modemn dan menggunakan berbasis teknologl, seperii e-SPT dan -
Regristration, dapat menskan pengeluaran helanja barang, seperti biaya
cetak SPT.

Namun hasil estimasi varlabel ini tidak sesual dengan ekspetast dari
penelitian ini, Hal inl berarti tegadi Potensial Loss, yaitu rasio belanja
barang vang dibelanjakan tidak mampu meningkatkan tingkat kepatuhan
WP. Hal ini dapat dilibat dengan membandingkan Gambar 5.2 dengan
Gamabar 5.4, Dari kedua pambar {erlihat bahwa hampir scraua KPP yang
KPP yang mengalami pemecahan wilayah terjadi penurunan rasio belanja
barang dart sebelumnya, tetapi dampaknya ftergadi penurunan Gngkat
kepatuhan WP. Berbeda dengan KPP yang tidak mengalami pemecahan
wilavah keria terjadl penurunan ragio belanja barang dari sebelumnya
tetapi tingkat kepatohannya meningkat. Hal ini berarti efisiensi belania
barang pada pada KPP yang mengalami pemecahan wilayah kerja lebih
discbabkan berkurangnya jumlah WP, seperti biaya surat menyurat.
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Sebaliknya pada KPP yang baru terbentuk akibat moderisasi, berdampak
pada tingginya rasio belanja, yaitu distas rata-rata rasio belanja barang,
tetap tingkat kepatuhan WP masih rendah, yaitu dibawah rata-rata tingkat
kepatuhan WP sebelum modernisasi. Dengan demikian disinilah ferjadi
Potensial Loss, vaitu dimana belarga barang pada KPP yang baru
terbentuk lebih besar daripada tingkat kepatuhannya.

Faktor Modernisasi

Berdasarkan hasil estimast kedua analisa, yaitu vertikal dan horizontal,
ada perbedaan hasil, baik koefesien dan signifikasi. Variabel ini
digunakan untuk meraisabkan antara KPP yang telab modemisasi dengan
yang belum modernisasi. Berdasarkan hasil tersebut maka penelitian
mengambil hasil dari analisa sccara vertikal karena dilihat dari koefesien
dan signifikasi sesuai dengan ckspetasi dari penelitian ini. Berdasarkan
analisa tersebut disimpulkan bahwa meskipun pelaksanaan kebijakan
administrasi perpajakan pada Kanwil DJP Jakarta Pusat memberikan
peagaruh positip terhadap realisasi penerimaan, tetapi kenaikkan tersebut
belum mampu memberikan meningkatkan secara sata-rata realisasi
penerimaan KPP secara keseluruhan, Hal ini menpggambarkan bahwa
pelaksanaan kebijakan administrasi perpajakan di Kanwil Jakarta Pusat
secara ckonomi masih pada masa transisi. Untuk mencapai fase lebih
tingei lagl yaitu pertumbuban dibutuhkan sosialisasi  yang lebih baik
terhadap kebilakan mi kepada para Wajib Pajak dan para sparat pajak.
Dengan demikian diharapkan kepatuban Wajib Pajak dapat meningkat
dan kinerja para aparat pajak juga meningkat schingga realisasi
penenimaan dapat ikut meningkat,
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BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN
6.1. Kesimpulan
Pada bagian akhir penelitian ini, Penulis akan memberikan kesimpulan atas
pembahasan yang dilakukan untuk menjawab penmasalahan dari penelitian ind.
Rerdagarkan hasil empirls dan analisis yang telah dilakukan diambil beberapa
kesimpulan, yaitu sebagai berikut
Tabel 6.1
Hasil rinzkasan analisa vertikal dan horizontal
Ko igian Enalisa Ventikal Anafiss Rarlzontal
’ SebelumMademisasi | Setelah Modemisasi | Belum Modersisal | Teloh Modersisasi
1 |DeskripsiData
1 lRealsm Pezzzzxrzzaaa Pa|ak Ratzrata lebiheendah  |Rata-ata febitingg] - [Rata-rota lebiivTinggi |Rata-reta lebificendah
2 Wepatghan Wejib Paiak atgcata lobih Hagpl Rata-caty febih readsh Ratarty lebih tingsi IRuts rata habill rendah,
\ cendesngmenmun  Jadaneningkatan cendenng memayn  iebih stabil
3 {Rasio Belanjs Pegawsi Rata-afa lebihrendah  Rata-rata lebih tinggd iﬁa&a:-rﬁaishihrmdzh Ratz-cata febih tinggl
4 RasmBelanjaﬁaraag Rata Q%&%Q%ﬁhﬁﬁﬁf Ram»mtziebihf?péah}Rat_a-mt_aleiiisﬁaggi fata-rata lebih rendah
2 \Ujibeda - T o BRI RN SR
1 Reahsas: Fenemaz;z?zgsi Secarazal&raza?zéaiaﬁaperbﬁdaarz Serars rata-rata tidok ada perbedaan
1 {Kegatihan Walh Pajak  {ecws ratecati ada perbedasn Secars misraiatidak ada perbedazn
3 iRasigBalanja Pegewa Secara rata-rata a3 pediodaam Secara rala-rata ada perhadaan
4 Rassa&iaa;aﬁmag . Semrazzzta«zataadaperbedm . eenmizmasdaperbedsan
Sﬁﬂagiiﬁsgfesz : o Ot Tl PR,
fetode an&d £§e£‘¥ RandomEffes
1 iKegatuhan Walib Pajaic Positiy; 05708, senifikansesus) Eositln; 10084, sipnifikenzeunt
7 [Rasio Balanis Pegawal Positin; 0, 155, signifikan;susuai Positips; 9,588, signifian; sesusd
3 ifasio Belaniz Barang tegatil; 0,119, stgnifikan: tdak sesud iNpgatif, -0, 2047, signifikan; Tidak sesua)
4 Modemisasi Positin; ¢0537; sipnifikan, saguai Hupatif, -0, 3395 4idak signifikan; tidak spsus
1.  Analisa Vertikal

Berdasarkan analisa ini diperoleh kesimpulan, vaitu sceara rata-rata tidak

ada perbedaan vang signifikan gntara realisasi penerimaan pajak dan
kepatuhan pajak pada KPP di Kanwil DIP Jakarta pusat setelah
modernisasi dibandingkan sebelumnya. Secara rata-rata terjadi perbedaan

vang signifikan pada belanja pegawal dan belanja barang. Hal ini
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disebabkan adanya pemberian remunerasi lebih besar kepada pegawat
sctelah pelaksanaan modernisasi sehingga menyebabkan tingkat rasio
belanja pegawal menjadi meningkat lebih tinggl. Tetapi berbeda dengan
belana barang, setelah modemisasi belanja barang lebih vendah sehingga
rasio perbandingan belanja barang terhadap realisasi penerimaan lebih
rendah.

Berdasarkan hasil estimasi regresi data panel dengan Fixed Effect
yang dilakukan diketahui bahwa peningkatan realisasi penerimaan pajak
pada Kanwil IMJP Jakarta Pusat sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan
Waiib Pajak dan Belanja Pegawai, sedangkan belanja barang memberikan
pengaruh  negatif terhadap penerimaan paiak. Selain ity variabel
modernisasi sebagal dummy variabe! menunjukkan pengaruh positip
terhadap realisas) penerimant,

Analisa Horizon{al

Berdasarkan analisa ini diperoleh kesimpulan yang berbeda dari
analisa veriikal, yaitu secars rala-rata ada perbedaan yang signifikan
antara realisasi penerimaan pajak, kepatuhan pajek dan pengeluaran
belanja barang pada KPP vang telah modernisasi dibandingkan KPP yang
belum modernisasi, kecuali belanja pegawal. Secara rata-rata penerimaan
pajak di Kanwil DJP jJekarta Pusat {(bentuk KPP Modemn) lebih rendah
dibandingkan rata-rata pencrimaan pajak seloruh kanwil Jakarta. Tetapl
dilihat dari rata-rata rasio belanja pegawali, secara stalistik rata-rata kedua
variabel tersebut pada KPP Modern lebih besar dibandingkan KPP belum
modem.

Berdasarkan hasil estimasi regresi dsta panel dengan Random
Effect yang dilakukan, hasil yany diperoleh hampir sama dengan analisa
vertikal, vaitu peningkatan realisasi penerimaan pajak pada KPP di
Jakarta sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuban Waith Pajak dan
Belarya pegawai. Sedangkan variabel belanja barang dan modernisast

memberikan pengarch negatif terhadap realisasi penerimaan paiak,
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Fakfor Reslisasi Penerimaan Pajak.

Berdasarkan analisa secara keseluruhan disimpulkan bahwa realisasi
penerimsan pajak sangat dipengarahi oleh faktor keparuhan Waijtb Paiak
dan Belania pegawai dilakukan tiap KPP, baik yang telah modernisasi
maupun yang belum modernisasi, Total realisasi penenmaan pajak pada
KPP madem, vaitu Kanwil DIP Jekarta Puosat, yang meningkat cukup
besar dibandingkan KPP di Kaowil DIP Jakada Ilainnya, sangat
dipengaruhi tngginya kedua fuktor ini, terutama fingginya rasio belanja
pegawai. Namun demikian rasio belanja pegawai yang tinggl harus
diwaspadai karena akan menyebabkan tingkat rasic antara belanja
pegawai terhadap realisasi penerimean tidak bsik dan ferjadi penurunan
tingkat marginal utility sebingpa faktor ini justru akan memberkan efek
sebaliknya, yaity memiliki pengaruh negatif pads realisasi penenimaan.
Faktor Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan apalisa sccara keseluruhan, terlibat bahwa faktor ind
mempunyai pengaruh positip yang cukup besar terhedap realisasi
penerimaan daripada variabel lgimnya dalam penelitian ini. Dengan
demikian pelaksanaan kebijakan reformasi administrasi modern dengan
tujuan meningkarkan kepatizhan Wajib Pajak adalah sangat tepat,

Reformasi  administrasi  perpmakan  dengan  Konsep pemberian
pelayanan vang lebih baik kepada Wajib Pajak dan didnkung sarana dan
prasarana yang lebih baik seharusnya dapat memberikan dampak terhadap
peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Akan tetapi dilihat secara analisa
vertikal dampak ini belum ferlihat, tetap? secara horizontal dampak ity
dapat terlihat. Dengan demikian masth dibutuhkan waktu  untek
mensosialigasikan kebijakan adminpistrasi perpajakan ini kepada Wajib
Pajak di Kanwil DIP Jakarta Pusat.

Faktor Belanja Pegawal.

Berdasarkan hasil estimasi analisa vertikal dan horizontal, terlibat

bahwa faktor ini memiliki penparuh positip terbadap penerimaan pajak.

Universitas Indanesia

Analisa Pelaksanaan..., Aries Indra Kurniawan, FEB Ul, 2009



7.

108

Berdasarkan data statistik dart kedea analisa, teriihat bahwa rasio belanja
pegawai pada KPP yang telah modernisasi lebih besar daripada sebelum
dan KPP lainnya vang belum modemisasi. Besar pengeluaran KPP
modemisasi discbabkan bertambahnya jomiah KPP sehingea jumlah
pepawai juga bertambah den ditambab adanya pemberian remunerasi
vang lebih besar terhadap pegawal, Dengan demikian pengeluaran yvang
gukup besar ini dapat mempengaruhi realisasi penenmaan pajak. Hal ini
dapat terjadi karena dari jumiah belanja pegawal terdapat nasur pajak,
vaitu PPh pasal 21. Dengan demikian semakin besar rasio belanja
pegawsi KPP tersebut, terdapat sebagian penerimaan paiak. Akan fetapt
harus diperhatikan bzhwa pengeluaran rasio belanja yang besar akan
menyebabkan tingkat cost ¢oliection tax ratio semakin buruk dan effect
marginal utility semakin mernuren, yaitu pertarbahan belanja lebih besar
dibandingkan pertambahan realisasi penerimaannya.

Faktor Belanja Barang.

Berdasarkan hasil estimast analisa vertikal dan horizonial, ferlihat
tabwa faktor i memilike pengarvh negatif terhadap realias: penerimman
pajak. Dari hasil uji beda yang dilakukan dalam kedua analisa terlibat
bahwa ada perbedasn yanmg signifikan antara belanja barang yang
dilakukan XPP modern dengan KPP yang belom modem. Dimana secara
rata-rata, belanja KPP modern lebih keeil dart pada KPP belum modem.
Dengan  demikian  kebijakan adminustrasi perpaiskan  meningkatkan
efisiensi belanja barang. Perubahan sistem administrasi perpaiakan lebih
modern dan menggunakan berbasis teknologi, seperti e-8PT dan e-
Regristration, dapat menckan pengeluaran belania barang, yailu biava
cetak SPT,

Falctor Medernisasi.

. Berdasarkan hasil estimasi kedus analisa, yaitu vertikal dan horizontal, ada

perbedaan hasil, baik koefesien dan sipnifikasi, Variabel ini digunakan untuk

memisabkan antara KPP vang telah moderisasi dengan yang belum
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modemisasi. Berdasarkan hasil tersebut maka penelitian mengambil hasil dari
analisa secara vertikal karena dilihat dani koefesien dan signifikasi sesuai
dengan ekspetasi dari penelitian ini. Berdasarkan analisa tersebut disimpulkan
bahwa meskipun pelaksanaan kebijakan administrasi perpajakan pada Kanwil
DJP Jakarta Pusat memberikan pengaruh positip terhadap realisasi
penerimaan, tetapi  kenaikkan tersebui  belum  mampu  memberikan
meningkatkan secara rata-rata realisasi penerimaan KPP secara keseluruban.
Hal imi menggambarkan hahwa pelaksansan  kebijakan  administrasi
perpajakan di Kanwil Jakaria Pusat secara ekonomi masih pada masa transisi,
Untuk mencapal fase lebih tinggi lagi yaitu perfumbuhan dibutubkan
sosialisasi vang lebih baik terbadap kebijakan ini kepada para Wajib Pajak
dan para aparat pajak. Dengan demikian diharapkan kepatuhan Wajib Pajak
dapat meningkat dan kineria para aparat pajak juga meninpkat schingga
realisasi penerimaan dapat ikut meningkat.
6.1, Saran
Berdasarkan =analisis dan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis
miemberikan beberapa rekomendasi terkait dengan kebijakan pemerintah dalam
mengoptimalisasi penerimaan pajak dan mengkeitkan kebijakan pemerintah
berupa reformasi adminisirasi perpajzkan, Adapun rekomendasi yang dapat
dibertkan sesuai dengan hasil penelitian ini, sebagai berikut
I.  Pelaksanaan kebijakan reformasi administrasi perpajakan masih dapat
dilanjutkan pada KPP di Kanwil DJP Jekarta Pusat, pamun perly
mengkaji ulang fentang belanja pegawal, Hal ini terkait adanya rencana
pelaksanaan modermsasi diterapkan kepada seluruh KPP di Kanwil
Jakarta, Belanja pegawai harus dikasji ulang karepa dari penelitian ini
terlihat bahwa secara rata-rale belanja pegawal meningkat tetapi
penerimaan pajak secara rata-rata fidak meningkat.
Saran penulis untuk mengksji vlang belanja pegawal, ada dua hal yang
harus diperbatikan, yaltu efektifitas jumlah pegawal dan besaran

remunerssi tiap pegawai. Tidak adanya dats dalam penelitian mengena
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jumlah pegawal maka efektifitas jumlah pegawal tidak bisa dihitung.
Sedang untuk besarnya remunerasi pegawai di KPP ditentukan secars
tetap tanpa melihat efektifitas atau kinetja pegawai atau kantor. Carg ind
harus di ubah, yaitu remunerasi ditetapkan berdasarkan kineria kantor.
Ukuran kinerja kantor veng digunakaan sebagai adaleh  besarnya
penerimaan pajak KPP dibandingkan KPP lainnya dalam satu Kanwil,
Kepatuhan Wajib Pajak yang masih rendah pada KPP modern
dibandingkan sebelumnya dapat discbabkan oleh kurangnya sosialisasi
secara intensif dan kontinyu kepada Wajib Pajak mengenai sisterm
adminisirasi medem. Oleh karena itu sosialisasi harus dilanjutkan secara
kontinyu dan efekiif denpen menjelaskan perbedaan sistern sebelummya
dengan yang baru tentang manfaat dan kemudahan yang diberikan sistem
yang baru dalam hal pelayanan.

Dan basil pepelitian masih terdapat ekspetasi yang kurapg sesuat dari
vang penulis barapkan, yaitu fakior modemisasi. Hal ini kemungkinan
disebabkan kurangnya waktu dan data dalam penelitian sehingga perlu
kelanjutan dari penelitian dalam pelaksanaan Kebijakan Modemisasi di
Kanwil DJP Jakarta Pusat dalam kurun waktu minimal 10 tahun {analisa
vertika} atau 5 tabun setelah rencana medernisasi telah dilaksanakan
menyehuruh {analisa Horizontal).
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Lampiran 1.

Analisa Pelaksanaan..., Aries Indra Kurniawan, FEB Ul, 2009

Tabel 5.6
Deskriptif Data Analiss Horizontal
" Milvar Rupiah
Kanwil tahun modemn reai’ patuh | Bi pow | Bi_brg

pusst 2004 | hen mogem. . Som 7.585,66
Mesn £90,51 45,11% A7 14% 36,84%
Median 671,50 32,18% £4,75% 34.97%
St Devistion 377,54 1577% 20,26% 11.40%
N 11 il 11 11

2005 rmodem Sum &.260 88
Mean 7272 40,76% 64 5% 20,679
Median 455 A7 Z2,.50% §7,00% 1.25%
Sty Devialion F10,85 5,16% 14,86% &81%
M 11 11 11 1%

2006 ragderm Bum £04047
Magn TA0e4 A1.36% £5 88% 26,57%
Median B55.068 28,14% 59,011% 2561%
Bid. Deviation #0604 8.41% 3, 05%: 4, 77%
N 4 11 1% 11

harak 2004 aon mgdem  Sum 4 855 05
#aan 68353 40.53% £7,36% A42.62%
Median %75,24 40,02% 88 78% 44,25%
£id, Daviation 300,98 4,57% 8,85% 8,85%
N 7 7 7 7

2045 non modamn  Sum 4868 48
Mean 792,64 33,21% 53,20% az,é?%ll
Median 647, 36.41% 56 31% 34,90%
8. Deviation $o4 48 3.78% 21 6¢% 14 82%
N 7 7 7 7

2808 nopmodem  Sum 842078
My 774,40 35,73% 64,45% 81,73%
Padion $43,58 46,10% 74 30% 27.91%
Hid. Daviation 357 45 3,32% 14 83% 14,06%,
N 7 7 7 7

{selgian 2004  nonrmodem Sum 7857,32
Maan 796,73 29.62% 58,60% #1,40%
Madian 673,38 2821% 55,24% 48,78%,
Sk, Leviation 508,11 4,06% 7.80% 7.80%:
K 10 10 I H

2005 aon modem Sum 85741
Bean 99743 2347 B5,33% 34,87%
Median 82341 30,45% 64 £9% 35.%1%
Sid. Davistion 736,80 281% 4,60% 2,60%
N 16 10 10 1%

2006 aonmodem Sum 11,886,668
Maan 1,188,867 27, 83%. $6,21% 24 B7%
Meciian $10,27 26,21% 71.80% 28,15%
Sid. Boviation 82275 3485% +3.05% 5,23%
N 19 10 10 10
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fireie 2004 non Modern  Sum 3.0859,71
Metaat 843,28 32, 36% 5817% 41, B3%
Median 44854 31,86% 85.42% 44 58%
Std. Devisdinn 483,24 5,96% 6,30% 5.35%
N <] B B 8
2005 s mpdem  Sum 4 808,11
Nean 801,02 33,58% 54 75% 31.38%
tredian 08,73 A1.87% 61,46% 32.73%
$41. Cawiation £535,30 5,95% 28,40% 13,76%
B 8 & g &
SO0 pun moedem Sum 5,154,328
Mean BEQ.UO5 32,96% B80,64% 26,50%
Median 578,50 29,96% 64 50% 28.07%
Sid. Beviaiion 54510 10,575 a8,.57% 7.25%¢
M s # 5 8
simra BHRA T Fon modarn S 3.443,36
Mean 0B .67 33,75% 88, 77% 44 Z3%,
Radian B2357 33,48% BE.E%s 42 97%
Bud. Deviation 538,85 £,80%) 3.85% 3 B5%
N 5 5 & B
2005 s e Sum 4 917,78
Mean 983 88 32, 7% 5 34% 38,88%
Hechian 8B40 34 32 B8% 57 .83% 35,465
Big. Daviation BE7 b2 8.68% 4. 80% 8,05%
N ] & 5 5
przis o nortmodem Sum 5.412,03
Mean 1.022 4% 30,87% 63,18% 50,16%
tledian 805,71 31,6485 51.33% 31, B4%:
B, Deviation B25.75 i YA £5.97% 3.80%
N 5 5 5 §
Total 2004 rion modem  Surn 2R211,.80
hlessiss FERI 34 15% B4 T2% 39.67%
Megdian 823,37 33.48% 55,92% 32.75%
Sif. Daviation 452 12 B.E53% 12, 71% 8.53%
N 39 ki) 38 39
0B norreodsm BUm 24 686,69
Mean 881,87 F3.32% 58.27% A, (S
Mexction 604, 713 32,94% 62 35% 36 BEY%
B, Devistion EOR 814 §,49% 15 73% 10,48%
N 25 28 28 28
raeclam Sum £.799.88
Mean 57372 B0.78% 64,265% 2BET%
Fadinn 455 .40 28 50% &7 8% .28%
#id. Deviation 30 8 £, 16% 13,86% B,61%
N 11 11 +1 1%
2006 non modem Sum 2¥FKTIE0
Mean BB4.78 I, 34% B4,05% 27.858%
Metian 785,38 31.84% 57.34% 27.04%
Bid. Deviation S4C 03 &, 78%: 11,48% 8.58%
# 28 28 25 28
modern Sum £.040,37
Maan FiI0,84 31,368% 5 Bf% 23 579
Madian 558065 28,14% H5.01% 25861%
Std. Devialine 408 {31 841% 13.05% 5. 77%
N 41 1 11 11
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Lampiran 2.
Caommon Effect

Jependent Variablie: LOG(REAL?}
Method: Posled Least Squares
Date: §7122/09 Time; 22:24
Sample: 2003 2006

inciuded observations: 4

Number of cross-sactions used: 11

Total pana! {patanced) ohservations: 44

Variable Coefiicient  Sid. Error t-Slatistic Prob.
PATUN? I7.067926  H690808 £815643 50060
LOGIPGW?) 4.8845820 27802082 0.309653 {.7584
LOGIIBRGY) -$1.52871 2376180 4881781 £.0000
MODERN? 817146 2028405 (402834 06232
R-squared LF2AG7958 Mean dependend var 76.88314
Adjusied R-squared 77.878063 8.D. dependent var 0.586122
S.E. of regression 8208838 Sum squared resid 10385.280
Durbin-Watson stad 1.433484
Fixed Effect
Dependent Variable: LOG(REALY)
Method: Pooled Least Squares
Drate: O7/22/09 Time: 22:27
Sample: 2003 2008
Included ohservations: 4
Mumber of cross-sections ysed: 11
Yariable Cosfficient Std Emror t-Slatishc Prob.
PATUH? 0.526236 0406498 1285288 02054
LOGIPGWT Q038913 O1B01K7 0244404 Q8088
LOGIBRG?) -0, 381685 0.1458352  2.480136 40182
MODERN? .053008 0.098875 0.637212 4.5280
Fixed Effects
_CMPK—: 2541387
_GMBt—C 2677454
_GAMR3—C 2868045
_KMYR-C 7268.24053
_MTG2--C 25,99807
_MTG 4L 2660341
_SWBR-{Z 26.780027
_SENN-—C 2583815
_TAaB2—C 25.62051
_TABI—C 2718373
_(EMBZ—C 26.88a81
R-sguared $.920262  Mean dependent var 26.599314
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Adiusted R-squared 0.881753 S.B. dependent var 0.586122
8.E. of regression 0.20158¢ Sum squered resid 1.178052
F.statistic 2380318 DurbinWatson stat 2760224
Brob(F-statistic) §.000000
H1 ; individual effect
F={RS31-RE82¥m
(RESZH{n-K}
m=jumiah restriksi= 10
n=jumiah observasi= 44
k=il parameter dim fixed= 4
RSS81=R8S common 11,8678
R&EG2=RES fixed 1,1867
(F tabel {(10,40.5%) = 208
- stat = 36,69
menolak Ho atau individual effect
Hansman Test
Correlated Random Effects - Hausman Test
Poot: VERTIKAL
Test cross-sechon random effects
Chi-Sg,
Test Summary Slatistie  Chi-8g. d.f, Prob.
Cross-section random B.415665 4 0.0357
Variable Fixed Random Var{Dif} Prob,
BATUH? 0.525236 $.8373M 8005678 Q.9468
LOGPGW?) 0.038813 -0.038172 4007348 04,8405
LOG{BRG?) 1361685  .387142 0.000743 0.8381
MODERN? 0.063005 0.066953 4.000389 8371

Kesimpulan : Pilih Fixed Effect
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CJi BLUE

1. Multikolinearitas

Varighie VIF 1VIF
tmodern 1.80 {.5546402
ibrg 1.62 0.888578

- ipgw 1.48 0.676628
Ipatuh 1.5 0.866711
Brean VIF 1.48

Kesimpulan : Tidak ada Multikolinearitas.

2. Heterokedatistis

117

S8 fixed effect (di= 1,1668
di (difd)-1 [{dird)-112
_CMPK 0,02188 -0,88116 0,96268
GMB1 {,01480 -0,88732 {97479
GMB3 g,00018 -3,89213 0,68433
KMYR 0,02188 -0,88118 $,596288
CMTE2 -0,010358 -1,00887 1.01782
_MTG1 -0,00818 -1,00701 1014807
BWEBR -0,08197 -1,00188 1.00339
_SENN -0,060752 -1,00645 1,01283
TABZ 0,00441 -{),95822 0 85248
_TABI 001318 -D GRE72 0,97756
GMBR 0.02347 -{) 97988 g.a8017
10,868284
LM=NT2*E{diih)-172)
Chi-siat 2380828
chi sg tabel (44,4 8%)= 11,0705
Kesimguian Heterckedastisitas
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3. Antokorelasi

Pependent Variable: LOG(REAL?}

Method: Pooled EGLS {Cross-section weights}

Date: 0722409 Time: 2328

Sample: 2083 2606

Iaciuded observations: 4
Cross-sections inchaded: 1]

Total pool (balanced) ohservations: 44

White cross-section standard errers & covariance [d.f corrected)

118

Variabie Coeffigient Sid. Error t-Suatistic Prob,
C 2648061 G.239878 §10.3931 .0000
FATUN? 8228114 8.218963 1.0417%4 85,3061
LOGIPGW?) {.043084 £.048977 0.8793497 $.3863
LOGBRGY) 5396301 6.075346 81864814 4.8000
MODERN? ~LOD032T 4.690423 4003555 8.9472
Fixed Effects {Cross)
_CMPK-C -{3.929166
LiMB - 846327t
LIR30 ~3216582
_KMYR-- 0.F13323
_MTGE—C -0.356279
MIG1I—C (0.283480
_Swar—C (496022
_SENN--C 0511412
_TAR2-L 5448314
_TARI—C (.854712
oM< Q497580
Weighted Statistics
E-scpuared 0.249107  Mean dependent var 184724
Adjusted R-sguared 5524539 5.1, dspendent var 563476
8.E. of regression 0.197331  Sum squared vesid LI28902
F-statistic 3863056  Durbin-Watsen siat 2627862
Prob{ Fogiatistic) {.000000
dw tabel {4, 44 5%) dl = 1,336
gy = 1,720
Kesimpularn : Autokorelasi Positip
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Mode] Setelah Ui BLUE

Bependent Variable: LOGIREAL?)

Method: Pooled EGLS {Cross-section weights)

Diate: 07/22/68 Time: 23:34

Sample {adjusted). 2004 2008

included observations: 3 after adjustments

Cross-sections insiuded: 11

Total poo! {balanced) observations: 33

lterate coefficients after one-siep weighting mabix

White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected)

Variable Coeficient 8. Emor i-Statistic Prob.

c 26,76329 0034471 778.1148 0.0060

PATUH? 0.570808 0.085279 8744204 {.80060

LOGIPGW?) 0.155804 0.020262 7668482 £.0000

LOG{BRG?) £.121825 0.008658%  -21.84601 0.00C0

MODERN? 0.082753 0.006988 7.550888 0.00G0

AR{1) -0.503415 0.014087 ~35.73656 HEELE Y

Fixed Effects {Cross)
_CMPK-C -(.848716
_GKB1-C {2.5245868
_GMB3..C ~0,191883
CKMYR-O -0.(351129
wiez-C -0,3856785
_MTer--C 3151807
_SWBR-C 0.601825
_3ENN-C -0.574230
_TABZ-G -{3,508370
_TAB1-C {.754571
GmBz-C 0.528624
Weighted Statistics

R-gquared 0992583 Mean dependent var 4370183

Adiusted R-squared (885882  8.1D. dependent var 26.97479

S.E. of ragression £,121958  Sum squared resid $.252860

F-statistic 151.0481  Durbin-Watson stet 2.340701
Prab{F-statistic) 0.000000

Unweighted Stetistics

R-sauared 0.980856 Mean dependent var 27.07432
Sum squared resid 0.307081  Durbin-Watson stat 247305
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Lampiran 3.

Common Effect

Depandent Variable: LOGIREALY)
Method, Pooled Least Squares
Date: 0723108 Time: 11:38

Sample; 2008 2008

included obsarvations: 2

Cross-sections included: 38

Totai pooi {balanced] observations: 78

120

Variable Coefficient Sid, Emror +Siatistic Prob.
PATUH? 59.19458 4 219150 1402808 0.0000
LOGIR_PGW? 5883248 1.807282 3.089881 g.aaz8
LOGBIL_BRG?) -8, 3502851 142583217  -BA2B2ZE 0.0000
MODERN?Z 0472344 1.190321 3.396825 .8426
R-sguared ~49.3178  Mean dependent var 2727657
Adjusted R-squared <51.3573 8.0, dependant var 3.539834
S.E. of regression 4629748 Akaike info criterion 5.952803
Sum souared resid 1686.188  Schwarz critedon 6073658
Log likelihood 2281693  DurbindNaison stat 4.534373
Fixed Effoc
Depemndent Variable, LOGIREAL?)
Method: Pooled Least Squares
Dake; 8772308 Time; 11:43
Sample; 2005 2066
Inchuged obearvations: 2
Cross-sections incluged: 38
Total pool {patanced) observations: 78
Varable Coefficient  Sid. Emor L-Biatistic Prob.
C 26.76838 {1.314345 #5 14868 0.0006
PATUM? 1486227 0.828337 1.180850 (.2454
LOGEL POWY (.324515 (.084280 3441712 0.0015
LOG(BI_BRG -0.258883 0.0761658  -3.358688 Q.0017
Fixed Effects (Cross)
Feots Specification
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Cross-section fixed {dummy variables)

R-squared {1LI7B786 Mean dependent var 27.27687
Adjusted R-gguared ¢.9545256  S.0. dependent var (.638834
S.E. of regression 0.136298  Akalke info griterion -0.844288
Sum squared eeid (688728  Schwarz criterion 0424741
Log iikefihood 7492715 F-siatigtic 40.51184
Surbin-Watson stat 3900006 Prob(F-statistin) G.GO0000

Catatan : tidak digunskan dummy modem karena membsentui matnix ginguiar

M1 : individual effect
F=(RSE1.-RE8ZYm

{RE32){n-k}
m=iumlab restriksi= 10
n=jumian ohservagi= 44
k=imi parameter dirg fixgd= 4
RS 1=R8% common 41,8678
RS82=RES fixed 1,1687

[

{I tabe!l (10,40 5%) 2,08
F siat = 36,68
menoiak Ho atan individual effect

Hausman Test

Correlated Random Effects - Mausman Tes!
Paoh: HORIB06
Tasgt vrosg-secton rgndom effegts

Chi-Saq.
Tast Summary Statistic  CHI-Gq. d.f Prab.
Cross-section random 1.220847 3 074%0
Yariable Fixed Random VartDiff ) Proh,
{PATUMT) 1.086227 1.088493 0.238533 0.9963

LOG(BI_PEW?) 0.324515 8.301887 000728 0.4018
LOGIEL BRG? 0258863 -0.244792 0.000402 5.4828

Kesimpulan : Random Effect
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UJl BLUE

1. Multikolinearitas

YVariable ViF ANIF

Imodem 107 0,596944

Ibrg 141 0,706718

Ipgw 1,31 0,762646

Ipatub 168 0,534303

Mean VIF 1.37

2. Heterokedastis
S8R Random effect (d)=
di ifdd)-1

_BARAT_CKG 0,02526
_BARAT_GPT 0,00182
_BARAT KBJ 0,30840
_BARAT_PLM 0,08452
_BARAT_TM2 005782
_BARAY_TM1 0,301145
_BARAT THMB 0,21203
_PUSAT_CMPK 0,69803
PUSAT GMET 0,28315
_PUSAT_GMB3 0,05881
_PUSAT_KMYR 0.01588
_PUSAT_MTG2 0.33882
_PUSAT MTG1 0,03685
_PUSAT SWBR QAZ177
_PUSAT_SENN 0,38801
_PUSAT_TAB2 0,21554
_PUEBAT TAB 0,865875
_PUSAT_GMB2 0,41900
_SELATAN_GLDK 0,04314
_SELATAN_KB2 0, 38080
_BELATAN_KB1 0,67257
_SELATAN_KBL 0,00857
_SELATAN MPM 0,0228¢6
_SELATAN_PNC 0,17244
BELATAN _PMG 0,00778

6678876

-0,86279
-0,88732
-0,54573
-0,91868
-0.81484
-,55638
-0,68767

G,0296¢8
-0,56818
-0,891322
-0,97866
3,560
-0,84572
-5,37872
-0,42713
-0,88250
-£3,03407
-0,38281
~(3,93646
-0,43807
£,00828
-0,985891
-0,96632
-0, 745899
-3,98888
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[(diifd)-1]2
0,92697
0,99464
0,20782
0,84583
0,83693
0,30957
0,47289
0,00088
0,32284
0,83397
0,95386
0,25002
0,89439
0,14343
0,18244
0,46581
0,00118
0,14654
0,87696
0,19278
0,00009
0,97202
0,93378
0,55651
0,97728
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_SELATAN_STE2
_SELATAN_STB1
_SELATAN_TBT
CTIMUR_CKG2
_TIMUR_CKG1
_TIMUR_JTNG
_TIMUR_KRJT
_TIMUR_MTRM
_TIMUR_PLGD
_UTARA_KLGD
_UTARA_KOJA
_UTARA PDMG
_UTARA_PNJR
_UTARA_TJPR

Chi-atat

0,00191
1,94188
(,20687
0,24918
0,50748
0,14123
0,88052
2,50364
0,17086
0,01956
1,55591
0,00846
0,36067
0,79501

-0,99718
186044
-0,69527
-0,82295
-G,25250
-0,79187
0,28702
268793
-0,74832
£,87118
1,28188
-£,98754
-0,46872
0,17254

L M=NTZ2*L{{di/d}-1}*2}
1360, 7611

chi sq tabel (88,4, 5%)=

Kesimpulan ;

3. Autekorelasi

foiaK Ho {Heterckedastisitas)

Dependent Variable: LOGREAL?)
Method: Pooled EGLS (Cross-section random effacts)
Date: 06/24/0%8 Time. 13:11

Hampls; 2005 2008
included observations: 2

. Lross-sechons included:

38

11,0708

Total pool {batanced} chservations: 78

Swarmy and Arora estimator of component variances

Cross-zection SUR (PCSE] standard errors & covariance {d.1

corrgcted)
Variabla Coefficient Sid, Emror L-Statistic Prob,
e 2B.85752 3.375830 7148842 0.0009
PATUHY 1.088483 0.5440:36 1.7058638 00823
LOGERL POBW?) 0301887 0.073316 4. 117644 &.0001
LOGIBI_BRG?) -{.244 782 {1,.033935  -7.2135841 04000
MODERN? -0, 236585 0.2681301 ~1.289587 31678

Analisa Pelaksanaan..., Aries Indra Kurniawan, FEB Ul, 2009
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0,8043G
3,46123
(0,48341
0,40062
0,06376
062722
0,08822
7,22494
(,55098
£,94320
1,66888
0,97623
Q21970
002877

31,13093
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Random Effects
{Cross)
_BARAT _CKG-{  -0.154288
_BARAYT GPT-C 0.415258
_BARAT KBJ—C {1.538166
JBARAT PLM.C  -0.195730
_BARAT TM2.C  -0.217471
_BARAT TM1--C  -0.508188
_BARAT TMB-C 0449035
_PUSAY CMPK-C  -0.804835
_PUSAT OGMB1-C  0.532396
JPUSAT _GMEB3-C -0.253448
PUSAT KMYR-C 0000018
PUSAT MTG2-0 -0.581250
_PUBAT MTG1-C 0123919
_PUSAT SWBR-C  0.640633
_PUSBAT SENN-C -0.600824
_PUSAT_TABR-C  -0.42288%
_PUSAT_TABA-C 0.702888
_PUSAT GMB2--C {.814G02
_SELATAN CLDK-C  0,105495
_SELATAN _KB2-C  -0.594875
_SELATAN KB1-C  0.796787
_SELATAN KBL-C 00868825
_SELATAN MPM..C -0.103914
_BELATAN_PNC-C  -0.400339
_SELATAN PMG-{; 0.082776
_BELATAN BTR2-.C 0.016704
_BELATAN STR1-C  1.387418
LSELATAN TBT-C 0423815
_TMUR_CKGR2-0C -0.478434
_TRUR_CKG1-C 0898148
_TIMUR_JTNG-C  -0.400155
_TIMUR_KRJT-C 0.920055
JTIMUR MTRM-C -1.838450
_PMUR PLGD-C -8.387834
_UTARA KLGD-C 0133958
_UTARA KOJA-{  -1,208522
_UTARA_PDMG-C  -01.0B3360
JUTARA PNIR-C (872284
_UTARA TIPR-C 0877809

Effects Specification
8D. Rho

Cross-segtion random 0.632117 0.8558
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{dingyneratic random 0.136283 0.0444
Weighted Statistics
R-squarad 0.164726 Mean dependent var 4111128
Adjusted R-squared 0.118958 8.0, dependent var 0.144723
8.E. of regression 01358843 Sum squared resid 1347084
Fstatistic 3599120 Durbin-Walson stat 1939718
Prob{F-gialistic} D.002832
Unweigited Slatistics

R-gguared 0.033203  Mezn dependent var 21276857
Surm squared rasid 3047618 Durbin-Watson stat 0.0B5738

Kesimpulan : Tidak ada autekorelasi
Dengan demikian hasil tersebot teloh memenuhi assmsi BLUE,

iniversitas Indonesia
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